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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023
BAB 1 - PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah
menetapkan pembagian kewenangan (power sharing) dan pembagian keuangan (financial sharing) antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan
penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk
meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD
menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran
2019, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

“Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang
Sejahtera dan Berkeadilan”

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam
pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang merupakan
pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Kota Bangun Darat
Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2019 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati
Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara beserta perubahnnya yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

¢. Laporan Operasional;

d. Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat menyajikan informasi yang bermanfaat

bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan

ekonomi, sosial maupun politik dengan:

a. Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Kota Bangun
Darat, atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;

b. Menyediakan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

¢. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai
seluruh pengeluaran.

d. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan
alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
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e. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.

f  Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat mendanai
seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

g Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD Kecamatan Kota Bangun
Darat, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan
selama periode pelaporan;

h. Waujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan tahun 2019 berdasar pada peraturan perundang-
undangan sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

¢. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
f.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

j.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

m. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya;

n. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

0. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;

p. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023,

q. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;

r. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
Anggaran 2023

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Berbasis Akrual Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BABI1 Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
BAB 11 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
2.2 Kebijakan keuangan
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB I Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan
BABIV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas pelaporan
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
SAP
4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
BABYV Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5.1 LRA
5.1.1 Pendapatan-LRA
5.1.2 Belanja
513 Pembiayaan
52 LO
B | Pendapatan-LO
522 Beban
523 Surplus/Defisit Dari Operasi
524 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
525 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa
5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
53.1 Ekuitas Awal
532 Surplus/Defisit-Lo
533 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
5.4 Neraca
54.1 Aset
542 Kewajiban
543 Ekuitas
BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
BAB VIl  Penutup

44
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BAB 11 - KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasamya dimaksudkan untuk
menggambarkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang didanai oleh keuangan daerah yang
diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka menghasilkan
laporan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarmya bertujuan untuk
menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, dengan cara mengalokasikan
sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan
pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara
kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah. Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: (1) Penerimaan daerah
yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran daerah
yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka
mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan daerah, yang diperasionalkan didalam APBD.

2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah;

b. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana
AlokasiUmum, dan Dana Alokasi Khusus; serta

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat,
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJIMD Kabupaten Kutai Kartanegara
2016 - 2021, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah
ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
perlu dibayar kembali oleh daerah;

b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa
jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan
dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah
pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;

c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk
setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Kebijakan Belanja Daerah
Belanja Daerah meliputi :

a. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja
Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan

b. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta
Belanja Modal.
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Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021, seiring dengan RPJMD
Kabupaten Kutai kartanegara 2021-2026, sebagai berikut:

a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial
dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial

c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada
pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran.

d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah
yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan
oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan
kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah meliputi:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang
Daerah;

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan,
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta

c. SisaLebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.
Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan
pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi
anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya
pengeluaran pada TahunAnggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya
SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian
obyek sumber SiLPA TahunAnggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman
daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan dibidang pinjaman daerah.

b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan
positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan
prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau
pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemenntah
daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan
merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau
pengurangan volume program dan kegiatannya.
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3.1.

3il.1.

BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan
nang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka
mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bemegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri
No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2023
Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat menganut anggaran surplus/defisit.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun anggaran 2023 menunjukkan
realisasi pencapaian target keuangan sebagai berikut :

Belanja

Target anggaran belanja tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 27.975.450.000,00 realisasinya
mencapai 94,50% atau sebesar 26.437.139.472,00. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja

Operasi sebesar Rp 24.545.328.532,00 atau 95,87%, dan Belanja Modal sebesar Rp1.891.810.940,00
atau 79,76 %.

Gambar 3.1.2 Belanja Operasi
SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023

Kenaikan /

Belanja Operasi Realisasi 2023 Realisasi 2022 (Penurunan)

Belanja Pegawai 61.560.000,00 0,00 61.560.000,00

Belanja Barang dan Jasa 24.483.768.532,00 0,00 | 24.483.768.532,00

Belanja Modal 1.891.810.940,00 0,00 1.891.810.940,00

Jumlah | 26.437.139.472,00 0,00 | 26.437.139.472,00

Realisasi pegawai tahun anggaran 2023 sebesar Rp 61.560.000,00 bila dibandingkan realisasi tahun
anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp61.560.000,00 atau 100 %, karena
Kecamatan Kota Bangun Darat adalah kecamatan baru dan untuk pengelolaan keuangan pada APBD-
P 2023 maka belum ada anggaran pembanding pada tahun sebelumnya.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp24.483.768.532,00 bila
dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp
Rp24.483.768.532,00 atau 100 %, karena Kecamatan Kota Bangun Darat adalah kecamatan baru dan
untuk pengelolaan keuangan pada APBD-P 2023 maka belum ada anggaran pembanding pada tahun
sebelumnya.

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.891.810.940,00 bila dibandingkan
realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp Rp1.891.810.940,00
atau 100 %, karena Kecamatan Kota Bangun Darat adalah kecamatan baru dan untuk pengelolaan
keuangan pada APBD-P 2023 maka belum ada anggaran pembanding pada tahun sebelumnya.

Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun
2023 antara lain:

a. Menurunnya Realisasi pendapatan yang berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat serta
Pendapatan Asli Daerah.

b. Proses penganggaran dalam APBD yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga beberapa
belanja dalam kegiatan tidak dapat dicairkan karena kesalahan penganggaran.
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c. Berkurangnya penerimaan dari dana transfer Pemerintah Pusat menjadikan banyak kegiatan
yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2023 tidak bisa dibayarkan sehingga menimbulkan
hutang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pihak ketiga.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi
dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai
berikut :

a. Eksekutif dan Legislatif melakukan koordinasi kepada Kementerian Keuangan Republik
Indonesia di Jakarta meminta Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan
untuk segera melakukan transfer dana kurang salur yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

b. Kepala Daerah mendorong Dinas Pendapatan untuk melakukan diversifikasi penerimaan
daerah sehingga mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang bisa mengurangi
ketergantungan dana transfer dari Pemerintah Pusat.

¢. Kepala Daerah Mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk lebih selektif dalam
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
sehingga terbebas dari kesalahan.

d. Penyusunan APBD berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian
hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 7



BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16
Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :
1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagan Akun Standar.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :
1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Implementasi kebijakan akuntansi harus dilakukan oleh Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
secara bersamaan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan
serta sesuai dengan ketentuan.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan
yang meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan SAL/SAK;

=

c. Neraca;

d. Laporan Operasional,

e. Laporan Perubahan Ekuitas;

f.  Laporan Arus Kas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan
yang meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;

c. Laporan Operasional;

d. Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur
mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan
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4.2.

4.2.1.

4.2.2.

menggunakan aplikasi komputer. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan
SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah
daerah.

Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami
dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam
melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang
disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

a. Basis akuntansi;

b. Prinsip nilai historis;

¢c. Prinsip realisasi;

d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
e. Prinsip periodisitas;

f.  Prinsip konsistensi;

g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
h. Prinsip penyajian wajar

Berikut uraian singkat kedelapan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara;

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk
pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan
mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan
demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk
memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum
Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan
penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas
Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa
disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan
basis kas, berarti bahwa pendapatan-LR A dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima
di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran
pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian,
bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun
berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat
terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan
pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandii dan menjadi pusat
pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

Prinsip Nilai Historis
Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk
memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan
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4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan
kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan
lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai
wajar aset atau kewajiban terkait.

Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui
anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan
belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun,
maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah
menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) tidak ditekankan
dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain
yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan
sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila
substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal
tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-
periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang
dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode
bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh
suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi
perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang
dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan
informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh
pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada
lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan
sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi
ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan
mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-
hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan
tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian,
penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan
tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja
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mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak
netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara tahun 2018 dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Bupati
Nomor 16 Tahun 2014. Pengukuran akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mata uang rupiah.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat
dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber
daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar
Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki
untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar

meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan
persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka
pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko
perubahan nilai yang signifikan.

b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

c) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan
menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

d) Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya
disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing,
dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

e) Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat
kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2)  Investasi Jangka Pendek
Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam
rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul
kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi
yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga)
bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;

b)  Surat Utang Negara (SUN); dan
¢) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

3) Piutang
Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atan hak pemerintah
daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dapat terjadi karena :

a) Pungutan pendapatan daerah;
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b) Penkatan;

¢) Transfer antar pemerintah; dan

d) Kerugian daerah.

Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang

pendapatan daerah selain pajak. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar

daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka.

Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana

transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar

pemerintah daerah. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti
rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui

setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi

pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atan koreksinya. Piutang yang timbul dari
pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang
dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenubhi kriteria :

a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;

b) Jumlah piutang dapat diukur;

¢) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan;

d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:

a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil
sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.

b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut
Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan
menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.

¢) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah
diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifya, tetapi Pemerintah
Pusat belum melakukan pembayaran.

Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut :

a) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukan bahwa
penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;

b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru
dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang,
Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu
sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul

karena ketentuan perundang-undangan

a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan
yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;

b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan
yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;

¢) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan
yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :

a) Pemberian pinjaman
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Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau
apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas
barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban
bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode
pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lamnya pada
periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang
(belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya
potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

¢) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah
perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah
pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan
dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat
kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;

c) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh
Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesatkan

sampai dengan tanggal pelaporan.
Penyisihan Piutang
a) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan refribusi diatur
sebagai berikut.
Tabel 4.3.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah
: ; : Taksiran Piutang
No. Umur Kualitas Piutang Tak Tertagih
1 0 - 1 tahun Lancar 0%
2 Di atas 1 - 2 tahun Lancar dengan Perhatian 10%
3 Di atas 2 - 3 tahun Kurang Lancar 25%
4 Di atas 3 - 4 tahun Diragukan 50%
5 Diatas 4 tahun Macet 100%
Tabel 4.3.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.
No. Umur Kualitas Piutang Tm PI mil
1 0 - 1 tahun Lancar 0%
2 Di atas 1 - 2 tahun Lancar dengan Perhatian 10%
3 Di atas 2 - 3 tahun Kurang Lancar 25%
4 Di atas 3 - 4 tahun Diragukan 50%
5 Diatas 4 tahun Macet 100%
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b) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan
pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang
lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.3.3 Penyisihan Piutang Lainnya

No. Umur Kualitas Piutang 1oy Taqaain
1 0 -1 tahun Lancar 0%
2 Di atas 1 - 2 tahun Kurang Lancar 25%
3 Di atas 2 - 3 tahun Diragukan 50%
4 Diatas 3 Tahun Macet 100%

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak
dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta
bukti yang dimaksud.

¢) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.
4)  Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Persediaan diakui:

a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai

nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,

b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi
pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pengukuran nilai persediaan dilakukan

dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik
berdasarkan hasil inventarisasi.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas)
bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non
Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan mvestasi non permanen adalah investasi jangka panjang
yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat
untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah
kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak
dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas
atan aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan
datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;

2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable); dan
3) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak
berkelanjutan. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka
panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar
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nilai perolehannya. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek

pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan

dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Investasi non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai

sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

a) Pembelian Surat Utang Negara;

b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah

c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga;

e) Danayang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja
bergulir;

f) Investasi non permanen lainnya

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara
berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak
dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang
signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang
yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya
perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul
dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi permanen terdiri dari :

a) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan
daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan intemasional dan badan
hukum lainnya bukan milik negara;

b) Investasi permanen lainnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :
1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas

investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besamya investasi

pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
2) Metode Ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya
perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal
perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan
mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian
terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah
daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan
dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
¢. Aset Tetap
Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya
dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan
antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk
kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus
berwujud dan memenuhi kriteria :
1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
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2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan

5) Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya
perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya
yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset
tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan
merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara
langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa asct ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya
administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan
aset tetap. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi
maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara
proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan,
atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap merupakan Nilai
Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau
tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan
aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.
1) peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

2) aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, temak, tanaman, buku-buku
perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.

3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar
Rp20.000.000,00 ke atas.

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau
masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya sebesar nilai
satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam
belanjamodal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah
daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum
kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fimgsinya dalam
aktivitas operasi entitas. Aset Tetap terdiri dari:
1) Tanah;

Tanah yang dikelompokan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud
untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan.
Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak
seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk
kepemilikan dan/atan penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas
tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu,
setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak
atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip yang ada pada kebijakan ini.

2) Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat
pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan
kesehatan; alat laboratorium, alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi,
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pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan
proses produksi yang masa manfaamya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap
digunakan.

3) Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan
maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondist siap digunakan.
Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara;
dan rambu-rambu.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Jalan, inigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta
dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, inigasi, dan jaringan di neraca
antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup
tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk
keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

5) Aset Tetap Lainnya;
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap
di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi
siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang
bercorak seni/budaya/olah raga.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada
tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan
dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses
perolehannya dan/atan pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum
selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu.
Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk kepertuan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap
dan harus disajikan di pos aset laimnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Barang berwujud yang memenuhi
kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur
berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar
nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Biaya perolehan dan masing-masing aset tetap yang diperoleh
secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan
nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang
kemungkinan besar memben manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan
standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus
ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah
sebagai berikut.

1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irgasi, jaringan sebesar Rp

20.000.000,00 ke atas;

2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan
penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah
metode garis lurus (straight line method) yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan dan dibukukan
per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada
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Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif
penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3.4 Masa Manfaat Aset Tetap

Masa
(Tahun)
113 ASET TETAP
1 13| 2 Peralatan dan Mesin
1. 3iy2 01 Alat-Alat Besar Darat 10
113 2 |02 Alat-Alat Besar Apung
11312 03 Alat-alat Bantu
1,3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor
1132105 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 2
13,2 |06 Alat Angkut Apung Bermotor 10
14131207 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3
1132 |08 Alat Angkut Bermotor Udara 20
1.1°8 4 2 j/08 Alat Bengkel Bermesin 10
103, 2 | 10 Alat Bengkel Tak Bermesin 5
11132 11 Alat Ukur 5
1181252 Alat Pengolahan Pertanian 4
113 (2|13 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian 4
U324 Alat Kantor 5
9.3 215 Alat Rumah Tangga 5
T 3,2 |16 Peralatan Komputer 4
N3 24017 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5
118 |2 |18 Alat Studio 5
113 1218 Alat Komunikasi 5
1132 [»20 Peralatan Pemancar 10
113 12 129 Alat Kedokteran 5
1182 |22 Alat Kesehatan
i3 223 Unit-Unit Laboratorium
1 3 2 24  Alat Peraga/Praktek Sekolah 10
Y3 |2 25 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15
1.3 |2 |2 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 15
1 3 2 27  AlatProteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan 10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory
1.3 |2 [ 28 (BATAM) 10
118 12,120 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup T
11312 )30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15
113112 |3 Senjata Api 10
118 {2 | 32 Persenjataan Non Senjata Api
113102 .33 Alat Keamanan dan Perlindungan
1 L3 3 Gedung dan Bangunan
113 13| 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50
113 3|02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50
113 (2103 Bangunan Menara 40
13,3 |04 Bangunan Bersejarah 50
1|3 i3 5 D5 Tugu Peringatan 50
1 3 '3 ' 06 Candi 50
I e M o Monumen/Bangunan Bersejarah 50
18 3 |08 Tugu Peringatan Lain 50
1 313 089 Tugu Titik Kontrol/Pasti 50
1.3 3 10 Rambu-Rambu 50
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Kodifikasi  Uraian Manfaat
(Tahun)

IR S ) Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 50
113 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1 3 4 O Jalan 10
1 i3 4|02 Jembatan 50
1 3 4 03 Bangunan Air Irigasi 50
1 3 4 04 Bangunan Air Pasang Surut 50
1,3 406 Bangunan Air Rawa 25
i % 4l :::'g:unan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana 10
113 |4 | 0f Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30
1|34 08 Bangunan Air Bersih/Baku 40
1 3. 4 09 Bangunan Air Kotor 40
13 4 10 Bangunan Air 40
405 411 Instalasi Air Minum/Air Bersih 30
1 53 4| A2 Instalasi Air Kotor 30
1 3 4 13 Instalasi Pengolahan Sampah 10
1 3 4 14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10
1 3.4 15 Instalasi Pembangkit Listrik 40
11304116 Instalasi Gardu Listrik 40
1:3 | 417 Instalasi Pertahanan 30
1153 4 48 Instalasi Gas 30
113 41418 Instalasi Pengaman 20
1 3 4 2 Jaringan Air Minum 30
100 3|4 L2 Jaringan Listrik 40
1 3.4 2 Jaringan Telepon 20
1 3 4 23 Jaringan Gas 30

Keterangan: Masa Manfaat Aset Tetap berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2014

Aset tetap tanah berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan. Aset tetap lainnya berupa
koleksi perpustakaan, barang bercorak budaya, hewan atau tanaman tidak dilakukan penyusutan secara
periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau
mati yang didasarkan atas Surat Keputusan Penghapusan oleh Bupati atau dokumen lainnya. Aset tetap
lainnya yaitu aset renovasi disusutkan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa
perjanjian pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya. Dalam hal perjanjian yang menyangkut aset induk aset
renovasi tidak mengatur batasan yang tegas tentang masa pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya, maka
masa manfaat aset renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

Aset Lainnya
Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi
jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :
1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dan penjualan aset

pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan
angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan
tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat
langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
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merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk
menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun
tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau
kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atan lebih yang mempunyai komitmen untuk

melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usahayang
dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)
4) Aset Tidak Berwujud,

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atan tidak mempunyai
wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk
tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten,
hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui
pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun kecuali aset tidak
berwujud dalam pengerjaan, seluruh aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis
lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak
bulan perolehan aset tidak berwujud tersebut. Dalam hal informasi tentang masa manfaat
aset tidak berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat aset tetap renovasi ditetapkan
selama 5 (lima) tahun.

5) AsetLam-lain.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan,
Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah
aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak
berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang
dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak
lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dihentikan
penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/ dalam
penelusuran tetap disusutkan. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena
dipinjampakaikan atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari perisiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi
menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1) Kewajiban Jangka Pendek; dan
2) Kewajiban Jangka Panjang.
f. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo
akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal
ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai
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persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain- lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE).

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA terdiri dari:

a. Pendapatan Pajak Asli Daerah — LRA;
b. Pendapatan Transfer — LRA; dan
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah — LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang
otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu
tempat penampungannya. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran).

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan
belanja tak terduga. Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang
otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Belanja diakui pada saat:

a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.

b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD
terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung
dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan
dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas
pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan
pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan
Belanja. Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang
dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan, dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari trnasksi. Penerimaan pembiayaan
dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
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mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan
adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman
kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam
periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran
pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan — LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan
menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah
dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan
transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-
masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan-LO dapat
diakui:

a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;

b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan
tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah
lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib
dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan
(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Transfer adalah beban
berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada
suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Subsidi adalah
beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk
membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh
masyarakat. Beban dapat diakui pada saat:

a. timbulnya kewajiban;
b. terjadinya konsumsi aset; dan
¢. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Beban diukur sesuai dengan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban,
atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Beban diukur
dengan menggunakan mata uang rupiah.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi
Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya
yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah
tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas
menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi
diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.
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BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos — Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023
ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2022.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
Anggaran 2023 ditetapkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun
2022.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
Anggaran 2023 ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun
2023.

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 81
Tahun 2023.

5.1.1. BELANJA

Belanja SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun Anggaran 2023 telah direalisasikan sebesar
Rp26.437.139.472,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2023 serta realisasi
tahun anggaran 2022 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja

. REALISASI REALISASI

Uraian ANGGARAN 2023 (%) 2022
BELANJA 27.975.450.000,00 | 26.437.139.472,00 | 94,50 0
BELANJA OPERASI 25.603.558.000,00 | 24.545.328.532,00 | 95,87 0
Belanja Pegawai 66.700.000,00 61.560.000,00 | 92,29 0
Belanja Barang 25.536.858.000,00 | 24.483.768.532,00 | 95,88 0
BELANJA MODAL 2.371.892.000,00 | 1.891.810.940,00 79,76 0
Belanja Peralatan dan Mesin | 2.371.892.000,00 | 1.891.810.940,00 | 79,76 0

Data tabel diatas menunjukkan anggaran belanja SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat tahun
anggaran 2023 sebesar 27.975.450.000,00 terealisasi sebesar 26.437.139.472,00 atau 94,50%, dan
untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 disebabkan Kecamatan Kota Bangun Darat adalah
OPD Baru dan baru mendapatkan Anggaran APBD-P tahun 2023.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan target
anggaran dan realisasi tahun anggaran 2023 dan tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

. REALISASI REALISASI
Uraian ANGGARAN 2023 (%) 2022
BELANJA OPERASI 25.603.558.000,00 | 24.545.328.532,00 | 95,87 0
Belanja Pegawai 66.700.000,00 61.560.000,00 | 92,29 0
Belanja Barang 25.536.858.000,00 | 24.483.768.532,00 | 95,88 0

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah
yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 direncanakan
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sebesar Rp 25.603.558.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 24.545.328.532,00 atau 95,87%.
Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dijelaskan sebagai benikut:

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada
pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat
sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri
sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan
fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Honorarium dan Belanja Jasa. Anggaran dan
realisasi belanja Pegawai SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun Anggaran 2023 Dapat

dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 5.1.4

Belanja Pegawai

Uraian Realisasi 2023
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 51.120.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 8.400.000,00

Jumlah 61.560.000,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 66.700.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp 61.56.000,00 atau 92,29%.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja
perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas,
belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja
perjalanan dinas, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja
honorarium pns, belanja penghargaan/ hadiah, belanja honorarium/operasional pengurus
lembaga kemasyarakatan, dan belanja transportasi dan akomodasi, dapat di jelaskan pada tabel

berikut.
Tabel 5.1.5
Belanja Barang dan Jasa
Uraian Realisasi 2023

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.240.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.099.276,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 63.205.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 152.547.550,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 15.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 48.414.864,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 76.046.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor Lainnya 53.312.500,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 17.907.709.417,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 105.025.600,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 713.628.700,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 86.306.100,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 112.150.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah 42.000.000,00
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Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,

dan Panitia 41.800.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana

Kegiatan 700.840.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 29.700.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 577.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 17.500.000.00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 645.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.900.000.00
Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 325.242.000,00
Belanja Sewa Electric Generating Set 174.650.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 417.900.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 59.340.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua 52.500.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 225.200.000,00
Belanja Sewa Alat Pendingin 46.360.000,00

Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor

141.400.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

22.961.525,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

51.790.000,00

Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1.520.000.000,00

Jumlah 24.483.768.532,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 25.536.858.000,00
dengan realisasi sebesar Rp 24.483.768.532,00 atau 95,88%.

5.1.2.2. Belanja Modal

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam
rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan
dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, Berikut
adalah Belanja Modal SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat di Tahun 2023 dirincikan pada tabel

berikut.
Tabel 5.1.6
Belanja Modal
. REALISASI o REALISASI
Uraian ANGGARAN 2023 (%) 2022
BELANJA MODAL 2.371.892.000,00 | 1.891.810.940,00 | 79,76
Belanja Peralatan dan Mesin 2.371.892.000,00 | 1.891.810.940,00 | 79,76

Dari tabel diatas terlihat di Tahun 2023 SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat telah
menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp 2.371.892.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp
1.891.810.940,00 atau 79,76 %, Belanja modal ini hanya berupa belanja modal peralatan dan
mesin.

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/-
pembebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan
sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai. Kecamataa Kota Bangun Darat merupakan
OPD Baru, sehingga tidak ada belanja untuk Tanah.

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin
yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya — biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Berikut
rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh SKPD Kecamatan Kota Bangun
Darat pada tabel berikut.
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Tabel 5.1.7
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian Realisasi 2023
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 553.300.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 153.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 362.310.940.00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 496.000.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 12.600.000,00
Belanja Modal Personal Computer 291.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer 23.600.000,00

Jumlah 1.891.810.940,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 2.371.892.000,00 dan
telah terealisasi sebesar Rp 1.891.810.940,00 atau 79,76%. Dimana nilai yang tersisa adalah nilai
kelibahan anggaran dari harga real dari peralatan dan mesin.

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/
penambahan/ penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud
dalam kondisi siap digunakan.

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan
jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi
dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut
siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang
meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi
jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk
pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan
terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

5.1.2. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Realisasi Belanja SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat sebesar Rp 27.975.450.000,00, Defisit
sebesar Rp 26.437.139.472,00.

5.2. PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan
penggunaannya yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat untuk kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung
dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan — LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos
Luar Biasa. Laporan Operasional Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 disajikan komparatif
dengan tahun 2022 sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

5.2.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan L.O merupakan pendapatan yang menjadi hak SKPD dan telah diklasifikasikan menurut
jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)

5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) — LO merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk
periode tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2022.
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5.2.1.1.1.Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah — LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola
oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tarifnya ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah pada
Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat
timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada
Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2023 ditambah dengan
penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2023. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak
masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

5.2.1.1.2.Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan
oleh SKPD Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipungut didasarkan atas Undang-undang No.28
tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.2.2. BEBAN

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar — benar sudah dimanfaatkan dalam
rangka menunjang operasional pemerintah selama 3 bulan, dimana Kecamatan Kota Bangun Darat
merupakan OPD baru beroperasi pada Anggaran APBD-P. Beban ini baik yang telah berupa kas atau
tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban Daerah sebesar
Rp24.649.024.999,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp24.649.024.999,00 terdiri dari Beban
Tambahan Penghasilan ASN, Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN, Beban Barang dan Jasa, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Jasa
untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.4
Rincian Beban Operasi

Uraian Realisasi 2023
Beban Tambahan Penghasilan ASN 97.444.694,00
{Bc_ban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 61.560.000.00

.ainnya ASN

Beban Barang 19.432.685.007,00
Beban Jasa 3.462.583.773,00
Beban Perjalanan Dinas 74.751.525,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 1.520.000.000,00
Lain/Masyarakat

Jumlah 24.649.024.999,00

5.2.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai per 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar
Rp159.004.694,00 terdiri dari Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS untuk
Bulan Desember 2023, Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Beban
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan
Pendapatan, dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel 5.2.5
Rincian Beban Pegawai

Uraian Realisasi 2023
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 97.444.694,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 51.120.000,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 8.400.000,00

Jumlah 159.004.694,00

5.2.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023 yang

terealisasi sebesar Rp 22.889.017.007,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.6
Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian Realisasi 2023
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.240.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.099.276,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

63.205.000,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

152.547.550,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

15.000.000,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 48.414.864,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 76.046.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan

Kantor Lainnya 53.312.500,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 17.907.709.417.,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 105.025.600,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 713.628.700,00

Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

86.306.100,00

Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

112.150.000,00

Belanja Pakaian Adat Daerah

42.000.000,00

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,
dan Panitia

41.800.000,00

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana

Kegiatan 700.840.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 29.700.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 577.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 17.500.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 645.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.900.000,00
Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 325.242.000,00
Belanja Sewa Electric Generating Set 174.650.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 417.900.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 59.340.000,00

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua

52.500.000,00

Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya

225.200.000,00

Belanja Sewa Alat Pendingin 46.360.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 141.400.000,00
Jumlah 22.889.017.007,00
5.2.2.1.3. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan saldo Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Kota Per 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp 74.751.525,00 dengan

rincian sebagai berikut:
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Tabel 5.2.7
Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian Realisasi 2023
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.961.525,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51.790.000,00
Jumlah e 74.751.525,00
5.2.2.1.4. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

5.3,

5.3.1.

5.3.2.

5.4.
5.4.1.

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per 31
Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp 1.520.000.000,00 ini merupakan belanja hadiah yang
bersifat perlombaan dan ada pengurangan belaja sebesar Rp 72.000.000,00. Serta sudah di STS
ke Pemerintah Daerah.

Penjelasan Pos — Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi
Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta Dampak
kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar. Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan
penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.

Tabel 5.3.1
Perbandingan Nilai Ekuitas

URAIAN 2023 2022

EKUITAS AWAL 0,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO (24.545.328.532,00) 0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

Koreksi Ekuitas 0,00 0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 26.437.139.472,00 0,00
HEULIAS AREIR 1.891.810.940,00 0,00
Ekuitas Awal

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat yang berasal dari
selisih antara asset dan kewajiban SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat yang berasal dari tahun -
tahun anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas
dana lancar,dana investasi dan dana cadangan. Saldo Ekuitas Awal 31 Desember 2022 SKPD
Kecamatan Kota Bangun Darat yang merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp 0,00. Hal
ini dikarenakan Kecamatan Kota Bangun Darat adalah Kecamatan baru dan untuk pengelolaan
anggaran hanya pada APBD-P Tahun 2023.

Surplus/Defisit-LO

Suplus/Defisit — LO Jumlah tersebut merupakan Saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan-
LO dan beban selama tahun Berjalan. Saldo Suplus/Defisit — LO SKPD Kecamatan Kota Bangun
Darat Tahun 2023 sebesar Rp(24.545.328.532,00).

Penjelasan Pos-Pos Neraca
Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh SKPD Kecamatan Kota
Bangun Darat, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di
masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun
masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang
dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2023 dengan nilai
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Aset sebesar Rp 1.891.810.940,00 yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.1
Perbandingan Nilai Aset
URAIAN 2023 2022
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00
JUMLAH ASET LANCAR 0,00| 0,00
ASET TETAP
Peralatan dan Mesin
JUMLAH ASET TETAP 1.891.810.940,00 0,00
JUMLAH ASET 1.891.810.940,00| 0,00
KEWAJIBAN 1.891.810.940,00 0,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00
Utang Belanja 103.696.467,00 0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 103.696.467,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN 103.696.467, 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 103.896.461,00] 0,00

Aset di Neraca terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap dan Kewajiban dengan rincian sebagai berikut.

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Aset lancar SKPD Kecamatan Kota
Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2023

31 Desember 2022

| Kas di Bendahara Pengeluaran

0,00

0,00

SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat tidak memiliki saldo pada akhir Tahun 2023 dan 2022 dikarenakan

semua saldo yang tersisa telah disetorkan kepada rekening kas umum daerah.

5.4.1.1.2. Persediaan

31 Desember 2023

31 Desember 2022

| Persediaan

3.774.853.190,00

0,00

Saldo Persediaan sebesar Rp 3.774.853.190,00 merupakan nilai persediaan alat tulis kantor per 31 Desember

2023,

5.4.1.2. Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo
Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp1.891.810.940,00 merupakan nilai aset tetap SKPD
Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 dan 2019 Rincian aset tetap tersebut
disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.5
Kertas Kerja Aset Tetap
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KERTAS HERJA REKONSILIASI ASET DAN KEUANGAN SEMESTER Il TAHUN 2023

NAMA SKPD : KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
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SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat telah melakukan upaya penataan Aset Daerah Tahun 2023.
Penataan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data, inventarisasi, dan sensus untuk
mengetahui kondisi terkini dan nilai Aset Tetap Daerah yang seharusnya disajikan di Neraca
Daerah. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat
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yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi setelah pemisahan antara
Kecamatan Kota Bangun dan Kecamatan Kota Bangun Darat.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan
mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset SKPD
Kecamatan Kota Bangun Darat yang belum terdata dalam daftar di Kecamatan Kota Bangun
sebagai Induk serta inventaris daerah dan neraca daerah. Perbedaan nilai antara Aset Tetap pada
Neraca per 31 Desember 2023 dengan nilai Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan BMD
merupakan tindak lanjut atas hasil sensus dan inventarisasi data BMD yang ada. Barang Milik
Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi pos ke aset lainnya. Reklasifikasi
tersebut meliputi:

a. Barang rusak berat.
. Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran.
c. Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah tanpa Berita
Acara Serah Terima.
d. Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.
e. Barang yang dikerjasamakan.

Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat di mana belum ada
Mutasi barang dari Kecamatan Kota Bangun dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.3.1. Tanah

31 Desember 2023 31 Desember 2022
| Tanah 0,00 0,00

Saldo aset tanah SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00.

5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023 31 Desember 2022
| Peralatan dan Mesin 1.891.810.940,00 0,00

Saldo aset peralatan dan mesin SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per tanggal 31 Desember
2023 sebesar Rp1.891.810.940,00. Ringkasan mutasi aset peralatan dan mesin selama tahun 2023
dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.6
Rincian Aset Tetap — Peralatan dan Mesin

Uraian Tahun 2023
Kendaraan Bermotor Penumpang 553.300.000,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 153.000.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua 362.310.940,00
Kendaraan Bermotor Khusus 496.000.000,00
Alat Kantor Lainnya 12.600.000,00
Personal Computer 291.000.000,00
Peralatan Personal Computer 23.600.000,00

Jumlah 1.891.810.940,00

5.4.1.3.3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023 31 Desember 2022
| Gedung dan Bangunan 0,00 0,00

Saldo aset gedung dan bangunan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per tanggal 3|1 Desember
2023 sebesar Rp 0,00.

5.4.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

31 Desember 2023 31 Desember 2022
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0,00 0,00
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Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023

sebesar Rp 0,00.
5.4.1.3.5. Aset Tetap Lainnya
31 Desember 2023 31 Desember 2022
| Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok
aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi
perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan lain-lain.

Saldo aset tetap lainnya SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar
Rp0,00

5.4.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2020 31 Desember 2019
[ Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31
Desember 2023, belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan
dalam aset tetap bersangkutan. Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember
2023, sebesar Rp0,00.

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat yang masih harus dibayar per 31 Desember 2023
sebesar Rp103.696.467,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari:

5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Kewajiban Jangka Pendek 103.696.467,00 0,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp103.696.467,00 merupakan nilai Kewajiban Jangka
Pendek SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 yang diharapkan dapat
diselesaikan oleh SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal pelaporan.
5.4.2.1.1. Utang Belanja
31 Desember 2023 31 Desember 2022
Utang Beban 103.696.467,00 0,00

Saldo Utang Belanja sebesar Rp 103.696.467,00 merupakan Utang Belanja SKPD Kecamatan
Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 atas tagihan listrik berupa tagihan listrik penerangan
jalan umum (LPJU) sebesar Rp. 6.251.773,00 dan Belanja Pegawai berupa tunjangan tambahan
penghasilan yang belum disalurkan pada bulan Desember 2023 namun akan direalisasikan pada
tahun berikutnya sebesar Rp. 97.444.694,00.

5.4.3. EKUITAS

31 Desember 2023 31 Desember 2022
I EKUITAS 1.891.810.940,00 0,00

Ekuitas merupakan kekayaan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat yang tertanam dalam aset SKPD
Kecamatan Kota Bangun Darat setelah dikurangi dengan kewajiban. Nilai Ekuitas Dana SKPD
Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.891.810.940,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 33




6.1.

6.2.

BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2020, tentang Pembentukan
Kecamatan Kota Bangun Darat, Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat dimaksudkan untuk
memperlancar tugas dan pelaksanaan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat. Pembentukan Kecamatan Kota Nagun Darat merupakan hasil dari pemekaran
Kecamatan Kota Bangun bertujuan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Kota Bangun Darat terletak di Desa Kedang
Ipil dengan Alamat Jalan Pembangunan RT. II Nomor Telp : 081346421976, 08524668535 Email :
kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 69 Th. 2016 Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan. Kecamatan merupakan
perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja
tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

PD Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat dalam melaksanakan tugas meliputi :

* Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum

*  Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman

dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum, penerapan dan
penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaran kegiatan pemerintahan
yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan.

» Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan,

* Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak

dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan,

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

a. Camat;

b. Sekretaris Kecamatan yang membawabhi :
1. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
Seksi Pemerintahan
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Seksi Kesejahteraan Sosial;
Seksi Pelayanan Umum

® MmO Ao

Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir
Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan
kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan
sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara,
sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2016.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari pemerintah pusat selain
menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga
menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui
desentralisasi maupun tugas pembantuan.
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BAB VII - PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran
SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, dengan beberapa
simpulan sebagai berikut.
a. Total realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp 26.437.139.472,00 atau 94,50% dari
anggaran belanja daerah yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar Rp 27.975.450.000,00;

b. Total realisasi belanja operasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp 24.545.328.532,00 atau 95,87% dari
anggaran belanja operasi yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar Rp 25.603.558.000,00;

c. Total realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1.891.810.940,00 atau 79,76% dari
anggaran belanja modal yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar Rp 2.371.892.000,00;,

d. Nilai aset yang dikuasai SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 merupakan
peralatan dan mesin sebesar Rp1.891.810.940,00;

e. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember
2023 sebesar Rp 103.696.467,00 merupakan Utang Belanja SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per
31 Desember 2023 atas tagihan listrik berupa tagihan listrik penerangan jalan umum (LPJU) sebesar
Rp. 6.251.773,00 dan Belanja Pegawai berupa tunjangan tambahan penghasilan yang belum disalurkan
pada bulan Desember 2023 namun akan direalisasikan pada tahun berikutnya sebesar Rp.
97.444.694,00.

f. Nilai Ekuitas Dana SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar Rp
1.891.810.940,00.
Demikian laporan Keuangan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Berbasis Akrual Tahun Anggaran
2023 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dapat memperjelas dalam
memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023.

a Bangun, 15 Januari 2024
ANy nggaran,

(ATATAN ATAS LAPORAN KEVANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 35



LAMPIRAN

S ———
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 1




; 1/t | ON-YaWIS A8 PajuLd

00'0 0 (00'zL¥8EL LoV 92) (00‘000°05¥'526°L2) NYYNINEIE NNHYL NYVAVISW3d ONVENA / HIE3 VSIS

00'0 0 (00'ZL¥'BEL LEY 9T) (00'000°0G¥'GL6'L2) 1isi43a/sniddns

000 9.'6. 00'0¥6°0L8 168 | 00'000°268 LLEE ujsay uep uejejeiad [epop efuejeg c0Ts

00'0 9.'6. oo‘ov60Le LEE L 00'000Z68 LLET IVYAOW YrNv13d A

00'0 88'G6 00'2£5'89L €8V ¥2 00'000°'858'9£5'SC eser uep Bueseg efuejeg 2o'L's

00'0 62'26 00'000°09G L9 00'000°004'99 |emebad efuejeg 0'L'S

00'0 18'56 00'255 82 'SVS ¥ 00'000°855 €09'SZ ISVy3d0 YrNY138 LS

00'0 0S'v6 00'Z./¥ 6EL LEV'OT 00'000'0S¥'SL6'L2 HYH3VYAa YrNY138 S
2202 ISYSIY3y (%) £20Z ISYSITY3H NYNVOONY NVIVEN ONINI®3H 3A0M

ZZ0Z Uep £Z0z Jequesaq g uebusp iedwes aiyyesaq Buek unye ymun

HVY¥3Vva VFNVY139 NVA NVLVdVYAN3d NVEVOONY ISVSITVIYE NVHOdVY]
VHVOINVLHYM IVLNAXY NILVdNEVH HV.LNIY3NId

leieq unbueg ejo) UElRWEISY 000'000'6} 00-0'00-0"L0-L isesiueBio yun ang
Jeleq unBueg g0y uejeWROY 000 6L 00-0'00-0'10-L
Jeseq unbueg ejoy UBJRWESY 61°00-0°00-0'40-L adys

NYLVYIWYO3XA LO'L ueyejulawad uesnin

isesjuefip yun




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD § 7-01.0-00.0-00.19 Kecamatan Kota Bangun Darat
Unit : 7-01.0-00.0-00.19.000 Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : 7-01.0-00.0-00.19.000.0 Kecamatan Kota Bangun Darat
URAIAN 2023 2022
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00
JUMLAH ASET LANCAR 0,00 0,00
ASET TETAP
Peralatan dan Mesin 1.891.810.940,00 0,00
JUMLAH ASET TETAP 1.891.810.940,00 0,00
JUMLAH ASET 1.891.810.940,00 0,00
KEWAJIBAN
KEWAUJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00
Utang Belanja 103.696.467,00 0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 103.696.467,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN 103.696.467,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 103.696.467,00 0,00
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2023

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab. /Kota :  PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Bidang :  Kecamatan
Unit Organisasi :  KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
Sub Unit Organisasi :  KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
uUPB :  KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KODE NAMA BARANG NILAI (Rp.)
1.3 ASET TETAP 1.891.810.940,00
1 | TANAH 0,00
1.01 TANAH 0,00

2 PERALATAN DAN MESIN

1.891.810.940,00

2.01 ALAT BESAR 0,00
2.02 ALAT ANGKUTAN 1.564.610.940,00
2.03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 0,00
2.04 ALAT PERTANIAN 0,00
2.05 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 0,00
2.06 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 12.600.000,00
2.07 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN 0,00
2.08 ALAT LABORATORIUM 0,00
2.09 ALAT PERSENIATAAN 0,00
2.10 KOMPUTER 314.600,000,00
2.11 ALAT EKSPLORASI 0,00
2.12 ALAT PENGEBORAN 0,00
2.13 ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN 0,00
2.14 ALAT BANTU EKSPLORASI 0,00
2.15 ALAT KESELAMATAN KERJA 0,00
2.16 ALAT PERAGA 0,00
2.17 PERALATAN PROSES/PRODUKSI 0,00
2.18 RAMBU - RAMBU 0,00
2.19 PERALATAN OLAH RAGA 0,00
3 GEDUNG DAN BANGUNAN 0,00
3.01 BANGUNAN GEDUNG 0,00
3.02 MONUMEN 0,00
3.03 BANGUNAN MENARA 0,00
3.04 TUGU TITIK KONTROL/PASTI 0,00
4 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 0,00
4.01 JALAN DAN JEMBATAN 0,00
4.02 BANGUNAN AIR 0,00
4.03 INSTALASI 0,00
4.04 JARINGAN 0,00
5 | ASET TETAP LAINNYA 0,00
5.01 BAHAN PERPUSTAKAAN 0,00
5.02 BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA 0,00
5.03 HEWAN 0,00
5.04 BIOTA PERAIRAN 0,00
5.05 TANAMAN 0,00
5.06 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA 0,00
5.07 ASET TETAP DALAM RENOVASI 0,00
6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 0,00
6.01 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 0,00
1.5 ASET LAINNYA 0,00

2 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 0,00
2.01 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 0,00
REKAPTTULAS] BARANG KE NERACA Halaman 1 dari 2




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2023

Provinsi PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Bidang :  Kecamatan
Unit Organisasi KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
Sub Unit Organisasi :  KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
UPB KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KODE NAMA BARANG NILAI (Rp.)
3 ASET TIDAK BERWUJUD 0,00
3.01 ASET TIDAK BERWUIUD 0,00
4 ASET LAIN-LAIN 0,00
4.01 ASET LAIN-LAIN 0,00
Halaman 2 dari 2

REKAPTTULAST BARANG KE NERACA




CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023
BAB 1 - PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah
menetapkan pembagian kewenangan (power sharing) dan pembagian keuangan (financial sharing) antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan
penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk
meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD
menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran
2019, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

“Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang
Sejahtera dan Berkeadilan”

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam
pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang merupakan
pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Kota Bangun Darat
Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2019 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati
Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara beserta perubahnnya yang terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

¢. Laporan Operasional;

d. Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat menyajikan informasi yang bermanfaat

bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan

ekonomi, sosial maupun politik dengan:

a. Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Kota Bangun
Darat, atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;

b. Menyediakan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

¢. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai
seluruh pengeluaran.

d. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan
alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
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e. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.

f  Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat mendanai
seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

g Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD Kecamatan Kota Bangun
Darat, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan
selama periode pelaporan;

h. Waujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan tahun 2019 berdasar pada peraturan perundang-
undangan sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

¢. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
f.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

j.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

m. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya;

n. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

0. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;

p. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023,

q. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan
T e T e = el e ————— s S S S S
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;

r. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
Anggaran 2023

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Berbasis Akrual Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BABI1 Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
BAB 11 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
2.2 Kebijakan keuangan
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB I Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan
BABIV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas pelaporan
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
SAP
4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
BABYV Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5.1 LRA
5.1.1 Pendapatan-LRA
5.1.2 Belanja
513 Pembiayaan
52 LO
B | Pendapatan-LO
522 Beban
523 Surplus/Defisit Dari Operasi
524 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
525 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa
5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
53.1 Ekuitas Awal
532 Surplus/Defisit-Lo
533 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
5.4 Neraca
54.1 Aset
542 Kewajiban
543 Ekuitas
BAB VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
BAB VIl  Penutup

44
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BAB 11 - KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasamya dimaksudkan untuk
menggambarkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang didanai oleh keuangan daerah yang
diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka menghasilkan
laporan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarmya bertujuan untuk
menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, dengan cara mengalokasikan
sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan
pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara
kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah. Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: (1) Penerimaan daerah
yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran daerah
yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka
mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan daerah, yang diperasionalkan didalam APBD.

2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan Daerah meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah;

b. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana
AlokasiUmum, dan Dana Alokasi Khusus; serta

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat,
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJIMD Kabupaten Kutai Kartanegara
2016 - 2021, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah
ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
perlu dibayar kembali oleh daerah;

b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa
jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan
dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah
pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;

c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk
setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Kebijakan Belanja Daerah
Belanja Daerah meliputi :

a. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja
Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan

b. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta
Belanja Modal.
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Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021, seiring dengan RPJMD
Kabupaten Kutai kartanegara 2021-2026, sebagai berikut:

a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial
dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial

c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada
pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran.

d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah
yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan
oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan
kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah meliputi:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang
Daerah;

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan,
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta

c. SisaLebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.
Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan
pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi
anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya
pengeluaran pada TahunAnggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya
SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian
obyek sumber SiLPA TahunAnggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman
daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan dibidang pinjaman daerah.

b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan
positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan
prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau
pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemenntah
daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan
merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau
pengurangan volume program dan kegiatannya.
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3.1.

3il.1.

BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan
kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan
nang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka
mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bemegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri
No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2023
Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat menganut anggaran surplus/defisit.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun anggaran 2023 menunjukkan
realisasi pencapaian target keuangan sebagai berikut :

Belanja

Target anggaran belanja tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp 27.975.450.000,00 realisasinya
mencapai 94,50% atau sebesar 26.437.139.472,00. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja

Operasi sebesar Rp 24.545.328.532,00 atau 95,87%, dan Belanja Modal sebesar Rp1.891.810.940,00
atau 79,76 %.

Gambar 3.1.2 Belanja Operasi
SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023

Kenaikan /

Belanja Operasi Realisasi 2023 Realisasi 2022 (Penurunan)

Belanja Pegawai 61.560.000,00 0,00 61.560.000,00

Belanja Barang dan Jasa 24.483.768.532,00 0,00 | 24.483.768.532,00

Belanja Modal 1.891.810.940,00 0,00 1.891.810.940,00

Jumlah | 26.437.139.472,00 0,00 | 26.437.139.472,00

Realisasi pegawai tahun anggaran 2023 sebesar Rp 61.560.000,00 bila dibandingkan realisasi tahun
anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp61.560.000,00 atau 100 %, karena
Kecamatan Kota Bangun Darat adalah kecamatan baru dan untuk pengelolaan keuangan pada APBD-
P 2023 maka belum ada anggaran pembanding pada tahun sebelumnya.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp24.483.768.532,00 bila
dibandingkan realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp
Rp24.483.768.532,00 atau 100 %, karena Kecamatan Kota Bangun Darat adalah kecamatan baru dan
untuk pengelolaan keuangan pada APBD-P 2023 maka belum ada anggaran pembanding pada tahun
sebelumnya.

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.891.810.940,00 bila dibandingkan
realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp Rp1.891.810.940,00
atau 100 %, karena Kecamatan Kota Bangun Darat adalah kecamatan baru dan untuk pengelolaan
keuangan pada APBD-P 2023 maka belum ada anggaran pembanding pada tahun sebelumnya.

Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun
2023 antara lain:

a. Menurunnya Realisasi pendapatan yang berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat serta
Pendapatan Asli Daerah.

b. Proses penganggaran dalam APBD yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga beberapa
belanja dalam kegiatan tidak dapat dicairkan karena kesalahan penganggaran.
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c. Berkurangnya penerimaan dari dana transfer Pemerintah Pusat menjadikan banyak kegiatan
yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2023 tidak bisa dibayarkan sehingga menimbulkan
hutang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pihak ketiga.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi
dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai
berikut :

a. Eksekutif dan Legislatif melakukan koordinasi kepada Kementerian Keuangan Republik
Indonesia di Jakarta meminta Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan
untuk segera melakukan transfer dana kurang salur yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

b. Kepala Daerah mendorong Dinas Pendapatan untuk melakukan diversifikasi penerimaan
daerah sehingga mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang bisa mengurangi
ketergantungan dana transfer dari Pemerintah Pusat.

¢. Kepala Daerah Mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk lebih selektif dalam
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
sehingga terbebas dari kesalahan.

d. Penyusunan APBD berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian
hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
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BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16
Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :
1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagan Akun Standar.
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :
1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Implementasi kebijakan akuntansi harus dilakukan oleh Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
secara bersamaan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan
serta sesuai dengan ketentuan.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan
yang meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan SAL/SAK;

=

c. Neraca;

d. Laporan Operasional,

e. Laporan Perubahan Ekuitas;

f.  Laporan Arus Kas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan
yang meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;

c. Laporan Operasional;

d. Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur
mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan
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4.2.

4.2.1.

4.2.2.

menggunakan aplikasi komputer. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan
SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah
daerah.

Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami
dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam
melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang
disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

a. Basis akuntansi;

b. Prinsip nilai historis;

¢c. Prinsip realisasi;

d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
e. Prinsip periodisitas;

f.  Prinsip konsistensi;

g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
h. Prinsip penyajian wajar

Berikut uraian singkat kedelapan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara;

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk
pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan
mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan
demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk
memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum
Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan
penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas
Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa
disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan
basis kas, berarti bahwa pendapatan-LR A dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima
di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran
pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian,
bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun
berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat
terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan
pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandii dan menjadi pusat
pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

Prinsip Nilai Historis
Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk
memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tatun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 9




4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan
kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan
lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai
wajar aset atau kewajiban terkait.

Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui
anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan
belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun,
maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah
menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) tidak ditekankan
dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain
yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan
sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila
substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal
tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-
periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang
dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode
bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh
suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi
perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang
dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan
informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh
pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada
lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan
Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan
sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi
ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan
mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-
hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan
tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian,
penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan
tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja

CATATAN ATAS LAPORAN KEVANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 10



mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak
netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara tahun 2018 dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Bupati
Nomor 16 Tahun 2014. Pengukuran akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mata uang rupiah.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat
dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber
daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar
Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki
untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar

meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan
persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka
pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko
perubahan nilai yang signifikan.

b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

c) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan
menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

d) Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya
disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing,
dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

e) Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat
kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2)  Investasi Jangka Pendek
Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam
rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul
kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi
yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga)
bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;

b)  Surat Utang Negara (SUN); dan
¢) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

3) Piutang
Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atan hak pemerintah
daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dapat terjadi karena :

a) Pungutan pendapatan daerah;
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b) Penkatan;

¢) Transfer antar pemerintah; dan

d) Kerugian daerah.

Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang

pendapatan daerah selain pajak. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar

daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka.

Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana

transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar

pemerintah daerah. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti
rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui

setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi

pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atan koreksinya. Piutang yang timbul dari
pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang
dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenubhi kriteria :

a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;

b) Jumlah piutang dapat diukur;

¢) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan;

d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:

a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil
sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.

b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut
Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan
menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.

¢) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah
diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifya, tetapi Pemerintah
Pusat belum melakukan pembayaran.

Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut :

a) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukan bahwa
penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;

b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru
dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang,
Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu
sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul

karena ketentuan perundang-undangan

a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan
yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;

b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan
yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;

¢) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan
yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :

a) Pemberian pinjaman
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Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau
apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas
barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban
bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode
pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lamnya pada
periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang
(belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya
potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

¢) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah
perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah
pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan
dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat
kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;

c) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh
Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesatkan

sampai dengan tanggal pelaporan.
Penyisihan Piutang
a) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan refribusi diatur
sebagai berikut.
Tabel 4.3.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah
: ; : Taksiran Piutang
No. Umur Kualitas Piutang Tak Tertagih
1 0 - 1 tahun Lancar 0%
2 Di atas 1 - 2 tahun Lancar dengan Perhatian 10%
3 Di atas 2 - 3 tahun Kurang Lancar 25%
4 Di atas 3 - 4 tahun Diragukan 50%
5 Diatas 4 tahun Macet 100%
Tabel 4.3.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.
No. Umur Kualitas Piutang Tm PI mil
1 0 - 1 tahun Lancar 0%
2 Di atas 1 - 2 tahun Lancar dengan Perhatian 10%
3 Di atas 2 - 3 tahun Kurang Lancar 25%
4 Di atas 3 - 4 tahun Diragukan 50%
5 Diatas 4 tahun Macet 100%
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b) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan
pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang
lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.3.3 Penyisihan Piutang Lainnya

No. Umur Kualitas Piutang 1oy Taqaain
1 0 -1 tahun Lancar 0%
2 Di atas 1 - 2 tahun Kurang Lancar 25%
3 Di atas 2 - 3 tahun Diragukan 50%
4 Diatas 3 Tahun Macet 100%

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak
dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta
bukti yang dimaksud.

¢) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.
4)  Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Persediaan diakui:

a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai

nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,

b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi
pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pengukuran nilai persediaan dilakukan

dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik
berdasarkan hasil inventarisasi.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas)
bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non
Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan mvestasi non permanen adalah investasi jangka panjang
yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat
untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah
kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak
dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas
atan aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan
datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;

2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable); dan
3) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak
berkelanjutan. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka
panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar
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nilai perolehannya. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek

pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan

dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Investasi non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai

sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

a) Pembelian Surat Utang Negara;

b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah

c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga;

e) Danayang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja
bergulir;

f) Investasi non permanen lainnya

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara
berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak
dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang
signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang
yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya
perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul
dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi permanen terdiri dari :

a) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan
daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan intemasional dan badan
hukum lainnya bukan milik negara;

b) Investasi permanen lainnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :
1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas

investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besamya investasi

pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
2) Metode Ekuitas
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya
perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal
perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan
mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian
terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah
daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan
dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
¢. Aset Tetap
Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya
dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan
antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk
kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus
berwujud dan memenuhi kriteria :
1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
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2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan

5) Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya
perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya
yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset
tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan
merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara
langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa asct ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya
administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan
aset tetap. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi
maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara
proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan,
atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap merupakan Nilai
Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau
tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan
aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.
1) peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

2) aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, temak, tanaman, buku-buku
perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.

3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar
Rp20.000.000,00 ke atas.

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau
masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya sebesar nilai
satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam
belanjamodal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah
daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum
kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fimgsinya dalam
aktivitas operasi entitas. Aset Tetap terdiri dari:
1) Tanah;

Tanah yang dikelompokan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud
untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan.
Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak
seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk
kepemilikan dan/atan penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas
tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu,
setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak
atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip yang ada pada kebijakan ini.

2) Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat
pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan
kesehatan; alat laboratorium, alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi,
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pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan
proses produksi yang masa manfaamya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap
digunakan.

3) Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan
maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondist siap digunakan.
Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara;
dan rambu-rambu.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Jalan, inigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta
dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, inigasi, dan jaringan di neraca
antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup
tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk
keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

5) Aset Tetap Lainnya;
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap
di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi
siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang
bercorak seni/budaya/olah raga.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada
tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan
dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses
perolehannya dan/atan pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum
selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu.
Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk kepertuan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap
dan harus disajikan di pos aset laimnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Barang berwujud yang memenuhi
kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur
berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar
nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Biaya perolehan dan masing-masing aset tetap yang diperoleh
secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan
nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang
kemungkinan besar memben manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan
standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus
ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah
sebagai berikut.

1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irgasi, jaringan sebesar Rp

20.000.000,00 ke atas;

2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan
penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah
metode garis lurus (straight line method) yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan dan dibukukan
per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada
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Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif
penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3.4 Masa Manfaat Aset Tetap

Masa
(Tahun)
113 ASET TETAP
1 13| 2 Peralatan dan Mesin
1. 3iy2 01 Alat-Alat Besar Darat 10
113 2 |02 Alat-Alat Besar Apung
11312 03 Alat-alat Bantu
1,3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor
1132105 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor 2
13,2 |06 Alat Angkut Apung Bermotor 10
14131207 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3
1132 |08 Alat Angkut Bermotor Udara 20
1.1°8 4 2 j/08 Alat Bengkel Bermesin 10
103, 2 | 10 Alat Bengkel Tak Bermesin 5
11132 11 Alat Ukur 5
1181252 Alat Pengolahan Pertanian 4
113 (2|13 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian 4
U324 Alat Kantor 5
9.3 215 Alat Rumah Tangga 5
T 3,2 |16 Peralatan Komputer 4
N3 24017 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5
118 |2 |18 Alat Studio 5
113 1218 Alat Komunikasi 5
1132 [»20 Peralatan Pemancar 10
113 12 129 Alat Kedokteran 5
1182 |22 Alat Kesehatan
i3 223 Unit-Unit Laboratorium
1 3 2 24  Alat Peraga/Praktek Sekolah 10
Y3 |2 25 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15
1.3 |2 |2 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 15
1 3 2 27  AlatProteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan 10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory
1.3 |2 [ 28 (BATAM) 10
118 12,120 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup T
11312 )30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15
113112 |3 Senjata Api 10
118 {2 | 32 Persenjataan Non Senjata Api
113102 .33 Alat Keamanan dan Perlindungan
1 L3 3 Gedung dan Bangunan
113 13| 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50
113 3|02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50
113 (2103 Bangunan Menara 40
13,3 |04 Bangunan Bersejarah 50
1|3 i3 5 D5 Tugu Peringatan 50
1 3 '3 ' 06 Candi 50
I e M o Monumen/Bangunan Bersejarah 50
18 3 |08 Tugu Peringatan Lain 50
1 313 089 Tugu Titik Kontrol/Pasti 50
1.3 3 10 Rambu-Rambu 50
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Kodifikasi  Uraian Manfaat
(Tahun)

IR S ) Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 50
113 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1 3 4 O Jalan 10
1 i3 4|02 Jembatan 50
1 3 4 03 Bangunan Air Irigasi 50
1 3 4 04 Bangunan Air Pasang Surut 50
1,3 406 Bangunan Air Rawa 25
i % 4l :::'g:unan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana 10
113 |4 | 0f Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30
1|34 08 Bangunan Air Bersih/Baku 40
1 3. 4 09 Bangunan Air Kotor 40
13 4 10 Bangunan Air 40
405 411 Instalasi Air Minum/Air Bersih 30
1 53 4| A2 Instalasi Air Kotor 30
1 3 4 13 Instalasi Pengolahan Sampah 10
1 3 4 14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10
1 3.4 15 Instalasi Pembangkit Listrik 40
11304116 Instalasi Gardu Listrik 40
1:3 | 417 Instalasi Pertahanan 30
1153 4 48 Instalasi Gas 30
113 41418 Instalasi Pengaman 20
1 3 4 2 Jaringan Air Minum 30
100 3|4 L2 Jaringan Listrik 40
1 3.4 2 Jaringan Telepon 20
1 3 4 23 Jaringan Gas 30

Keterangan: Masa Manfaat Aset Tetap berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2014

Aset tetap tanah berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan. Aset tetap lainnya berupa
koleksi perpustakaan, barang bercorak budaya, hewan atau tanaman tidak dilakukan penyusutan secara
periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau
mati yang didasarkan atas Surat Keputusan Penghapusan oleh Bupati atau dokumen lainnya. Aset tetap
lainnya yaitu aset renovasi disusutkan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa
perjanjian pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya. Dalam hal perjanjian yang menyangkut aset induk aset
renovasi tidak mengatur batasan yang tegas tentang masa pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya, maka
masa manfaat aset renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

Aset Lainnya
Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi
jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :
1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dan penjualan aset

pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan
angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan
tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat
langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
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merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk
menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun
tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau
kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atan lebih yang mempunyai komitmen untuk

melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usahayang
dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)
4) Aset Tidak Berwujud,

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atan tidak mempunyai
wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk
tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten,
hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui
pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun kecuali aset tidak
berwujud dalam pengerjaan, seluruh aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis
lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak
bulan perolehan aset tidak berwujud tersebut. Dalam hal informasi tentang masa manfaat
aset tidak berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat aset tetap renovasi ditetapkan
selama 5 (lima) tahun.

5) AsetLam-lain.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan,
Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah
aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak
berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang
dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak
lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dihentikan
penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/ dalam
penelusuran tetap disusutkan. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena
dipinjampakaikan atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari perisiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi
menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1) Kewajiban Jangka Pendek; dan
2) Kewajiban Jangka Panjang.
f. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo
akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal
ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai
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persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain- lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE).

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah
daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA terdiri dari:

a. Pendapatan Pajak Asli Daerah — LRA;
b. Pendapatan Transfer — LRA; dan
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah — LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang
otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu
tempat penampungannya. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan
dengan pengeluaran).

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan
belanja tak terduga. Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang
otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Belanja diakui pada saat:

a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.

b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah
disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD
terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung
dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan
dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas
pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan
pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan
Belanja. Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang
dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup
defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan, dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari trnasksi. Penerimaan pembiayaan
dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
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mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan
adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman
kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam
periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran
pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan — LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan
menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah
dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan
transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-
masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan-LO dapat
diakui:

a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;

b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan
tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah
lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib
dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan
(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Transfer adalah beban
berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada
suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Subsidi adalah
beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk
membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh
masyarakat. Beban dapat diakui pada saat:

a. timbulnya kewajiban;
b. terjadinya konsumsi aset; dan
¢. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Beban diukur sesuai dengan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban,
atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Beban diukur
dengan menggunakan mata uang rupiah.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi
Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya
yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah
tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas
menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi
diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.
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BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos — Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023
ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2022.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
Anggaran 2023 ditetapkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun
2022.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
Anggaran 2023 ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun
2023.

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2023 ditetapkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 81
Tahun 2023.

5.1.1. BELANJA

Belanja SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun Anggaran 2023 telah direalisasikan sebesar
Rp26.437.139.472,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2023 serta realisasi
tahun anggaran 2022 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja

. REALISASI REALISASI

Uraian ANGGARAN 2023 (%) 2022
BELANJA 27.975.450.000,00 | 26.437.139.472,00 | 94,50 0
BELANJA OPERASI 25.603.558.000,00 | 24.545.328.532,00 | 95,87 0
Belanja Pegawai 66.700.000,00 61.560.000,00 | 92,29 0
Belanja Barang 25.536.858.000,00 | 24.483.768.532,00 | 95,88 0
BELANJA MODAL 2.371.892.000,00 | 1.891.810.940,00 79,76 0
Belanja Peralatan dan Mesin | 2.371.892.000,00 | 1.891.810.940,00 | 79,76 0

Data tabel diatas menunjukkan anggaran belanja SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat tahun
anggaran 2023 sebesar 27.975.450.000,00 terealisasi sebesar 26.437.139.472,00 atau 94,50%, dan
untuk tahun anggaran 2022 sebesar Rp 0,00 disebabkan Kecamatan Kota Bangun Darat adalah
OPD Baru dan baru mendapatkan Anggaran APBD-P tahun 2023.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan target
anggaran dan realisasi tahun anggaran 2023 dan tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

. REALISASI REALISASI
Uraian ANGGARAN 2023 (%) 2022
BELANJA OPERASI 25.603.558.000,00 | 24.545.328.532,00 | 95,87 0
Belanja Pegawai 66.700.000,00 61.560.000,00 | 92,29 0
Belanja Barang 25.536.858.000,00 | 24.483.768.532,00 | 95,88 0

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah
yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 direncanakan
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sebesar Rp 25.603.558.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 24.545.328.532,00 atau 95,87%.
Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dijelaskan sebagai benikut:

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada
pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat
sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri
sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan
fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Honorarium dan Belanja Jasa. Anggaran dan
realisasi belanja Pegawai SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun Anggaran 2023 Dapat

dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 5.1.4

Belanja Pegawai

Uraian Realisasi 2023
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 51.120.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 8.400.000,00

Jumlah 61.560.000,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 66.700.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp 61.56.000,00 atau 92,29%.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja
perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas,
belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja
perjalanan dinas, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja
honorarium pns, belanja penghargaan/ hadiah, belanja honorarium/operasional pengurus
lembaga kemasyarakatan, dan belanja transportasi dan akomodasi, dapat di jelaskan pada tabel

berikut.
Tabel 5.1.5
Belanja Barang dan Jasa
Uraian Realisasi 2023

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.240.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.099.276,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 63.205.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 152.547.550,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 15.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 48.414.864,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 76.046.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor Lainnya 53.312.500,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 17.907.709.417,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 105.025.600,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 713.628.700,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 86.306.100,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 112.150.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah 42.000.000,00
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Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,

dan Panitia 41.800.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana

Kegiatan 700.840.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 29.700.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 577.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 17.500.000.00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 645.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.900.000.00
Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 325.242.000,00
Belanja Sewa Electric Generating Set 174.650.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 417.900.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 59.340.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua 52.500.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 225.200.000,00
Belanja Sewa Alat Pendingin 46.360.000,00

Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor

141.400.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Biasa

22.961.525,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

51.790.000,00

Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1.520.000.000,00

Jumlah 24.483.768.532,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 25.536.858.000,00
dengan realisasi sebesar Rp 24.483.768.532,00 atau 95,88%.

5.1.2.2. Belanja Modal

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam
rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan
dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, Berikut
adalah Belanja Modal SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat di Tahun 2023 dirincikan pada tabel

berikut.
Tabel 5.1.6
Belanja Modal
. REALISASI o REALISASI
Uraian ANGGARAN 2023 (%) 2022
BELANJA MODAL 2.371.892.000,00 | 1.891.810.940,00 | 79,76
Belanja Peralatan dan Mesin 2.371.892.000,00 | 1.891.810.940,00 | 79,76

Dari tabel diatas terlihat di Tahun 2023 SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat telah
menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp 2.371.892.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp
1.891.810.940,00 atau 79,76 %, Belanja modal ini hanya berupa belanja modal peralatan dan
mesin.

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/-
pembebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan
sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai. Kecamataa Kota Bangun Darat merupakan
OPD Baru, sehingga tidak ada belanja untuk Tanah.

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin
yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya — biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Berikut
rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh SKPD Kecamatan Kota Bangun
Darat pada tabel berikut.
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Tabel 5.1.7
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian Realisasi 2023
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 553.300.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 153.000.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 362.310.940.00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 496.000.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 12.600.000,00
Belanja Modal Personal Computer 291.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer 23.600.000,00

Jumlah 1.891.810.940,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp 2.371.892.000,00 dan
telah terealisasi sebesar Rp 1.891.810.940,00 atau 79,76%. Dimana nilai yang tersisa adalah nilai
kelibahan anggaran dari harga real dari peralatan dan mesin.

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/
penambahan/ penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud
dalam kondisi siap digunakan.

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan
jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi
dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut
siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang
meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi
jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk
pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan
terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

5.1.2. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Realisasi Belanja SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat sebesar Rp 27.975.450.000,00, Defisit
sebesar Rp 26.437.139.472,00.

5.2. PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan
penggunaannya yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat untuk kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung
dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan — LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos
Luar Biasa. Laporan Operasional Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun 2023 disajikan komparatif
dengan tahun 2022 sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

5.2.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan L.O merupakan pendapatan yang menjadi hak SKPD dan telah diklasifikasikan menurut
jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)

5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) — LO merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk
periode tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2022.
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5.2.1.1.1.Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah — LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola
oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tarifnya ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah pada
Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat
timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada
Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2023 ditambah dengan
penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2023. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak
masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

5.2.1.1.2.Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan
oleh SKPD Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipungut didasarkan atas Undang-undang No.28
tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5.2.2. BEBAN

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar — benar sudah dimanfaatkan dalam
rangka menunjang operasional pemerintah selama 3 bulan, dimana Kecamatan Kota Bangun Darat
merupakan OPD baru beroperasi pada Anggaran APBD-P. Beban ini baik yang telah berupa kas atau
tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban Daerah sebesar
Rp24.649.024.999,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp24.649.024.999,00 terdiri dari Beban
Tambahan Penghasilan ASN, Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN, Beban Barang dan Jasa, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Jasa
untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.4
Rincian Beban Operasi

Uraian Realisasi 2023
Beban Tambahan Penghasilan ASN 97.444.694,00
{Bc_ban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif 61.560.000.00

.ainnya ASN

Beban Barang 19.432.685.007,00
Beban Jasa 3.462.583.773,00
Beban Perjalanan Dinas 74.751.525,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 1.520.000.000,00
Lain/Masyarakat

Jumlah 24.649.024.999,00

5.2.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai per 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar
Rp159.004.694,00 terdiri dari Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS untuk
Bulan Desember 2023, Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Beban
Honorarium Pengadaan Barang/Jasa, Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan
Pendapatan, dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel 5.2.5
Rincian Beban Pegawai

Uraian Realisasi 2023
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 97.444.694,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 51.120.000,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 8.400.000,00

Jumlah 159.004.694,00

5.2.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023 yang

terealisasi sebesar Rp 22.889.017.007,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.6
Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian Realisasi 2023
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.240.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.099.276,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover

63.205.000,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

152.547.550,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos

15.000.000,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 48.414.864,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 76.046.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan

Kantor Lainnya 53.312.500,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 17.907.709.417.,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 105.025.600,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 713.628.700,00

Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

86.306.100,00

Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

112.150.000,00

Belanja Pakaian Adat Daerah

42.000.000,00

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,
dan Panitia

41.800.000,00

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana

Kegiatan 700.840.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 29.700.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 577.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 17.500.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 645.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.900.000,00
Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 325.242.000,00
Belanja Sewa Electric Generating Set 174.650.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 417.900.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 59.340.000,00

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua

52.500.000,00

Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya

225.200.000,00

Belanja Sewa Alat Pendingin 46.360.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 141.400.000,00
Jumlah 22.889.017.007,00
5.2.2.1.3. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan saldo Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan
Dinas Dalam Kota Per 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp 74.751.525,00 dengan

rincian sebagai berikut:
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Tabel 5.2.7
Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian Realisasi 2023
Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.961.525,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51.790.000,00
Jumlah e 74.751.525,00
5.2.2.1.4. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

5.3,

5.3.1.

5.3.2.

5.4.
5.4.1.

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per 31
Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp 1.520.000.000,00 ini merupakan belanja hadiah yang
bersifat perlombaan dan ada pengurangan belaja sebesar Rp 72.000.000,00. Serta sudah di STS
ke Pemerintah Daerah.

Penjelasan Pos — Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi
Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta Dampak
kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar. Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan
penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.

Tabel 5.3.1
Perbandingan Nilai Ekuitas

URAIAN 2023 2022

EKUITAS AWAL 0,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO (24.545.328.532,00) 0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

Koreksi Ekuitas 0,00 0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 26.437.139.472,00 0,00
HEULIAS AREIR 1.891.810.940,00 0,00
Ekuitas Awal

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat yang berasal dari
selisih antara asset dan kewajiban SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat yang berasal dari tahun -
tahun anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas
dana lancar,dana investasi dan dana cadangan. Saldo Ekuitas Awal 31 Desember 2022 SKPD
Kecamatan Kota Bangun Darat yang merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp 0,00. Hal
ini dikarenakan Kecamatan Kota Bangun Darat adalah Kecamatan baru dan untuk pengelolaan
anggaran hanya pada APBD-P Tahun 2023.

Surplus/Defisit-LO

Suplus/Defisit — LO Jumlah tersebut merupakan Saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan-
LO dan beban selama tahun Berjalan. Saldo Suplus/Defisit — LO SKPD Kecamatan Kota Bangun
Darat Tahun 2023 sebesar Rp(24.545.328.532,00).

Penjelasan Pos-Pos Neraca
Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh SKPD Kecamatan Kota
Bangun Darat, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di
masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun
masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang
dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2023 dengan nilai
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Aset sebesar Rp 1.891.810.940,00 yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.1
Perbandingan Nilai Aset
URAIAN 2023 2022
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00
JUMLAH ASET LANCAR 0,00| 0,00
ASET TETAP
Peralatan dan Mesin
JUMLAH ASET TETAP 1.891.810.940,00 0,00
JUMLAH ASET 1.891.810.940,00| 0,00
KEWAJIBAN 1.891.810.940,00 0,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00
Utang Belanja 103.696.467,00 0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 103.696.467,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN 103.696.467, 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 103.896.461,00] 0,00

Aset di Neraca terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap dan Kewajiban dengan rincian sebagai berikut.

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Aset lancar SKPD Kecamatan Kota
Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2023

31 Desember 2022

| Kas di Bendahara Pengeluaran

0,00

0,00

SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat tidak memiliki saldo pada akhir Tahun 2023 dan 2022 dikarenakan

semua saldo yang tersisa telah disetorkan kepada rekening kas umum daerah.

5.4.1.1.2. Persediaan

31 Desember 2023

31 Desember 2022

| Persediaan

3.774.853.190,00

0,00

Saldo Persediaan sebesar Rp 3.774.853.190,00 merupakan nilai persediaan alat tulis kantor per 31 Desember

2023,

5.4.1.2. Aset Tetap
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo
Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp1.891.810.940,00 merupakan nilai aset tetap SKPD
Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 dan 2019 Rincian aset tetap tersebut
disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.5
Kertas Kerja Aset Tetap
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KERTAS HERJA REKONSILIASI ASET DAN KEUANGAN SEMESTER Il TAHUN 2023

NAMA SKPD : KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

JARINGAN JALAN DAN HOMS TRUNS1 DALAM
No URMAN TANAH MESIN | GEDUNG RGAS! ASET TETAP LAINNYA PENGERIAN JUMLAH
T £l o
Desember 2622 Simda
Korsksi Akumudas! Pasyusastan
-
Norskal mulzs! knir
o BuD - B -
1 ] -
2 |BELANA MODAL JANUAR 81D ¥1 DESEMBER 2023 1891 610.940] 1.861.810.940.00

3 |BELANJA BLUD JAHUARI S/ 1 DESEMBER 2023

[ ———

MUTAS| TAMAAH
|| 1]Kareksi Saido Tatun 2022 Belum Diskomad pada LKPD (b
2 [Hibah/ Aset dui Pemeriniah Pusat/ Pihak Lain
1 |Pengadamn BMD dalam Belanja dan Jasa

#|Pengadasn BMD yang Disnggarn datam Belanja Barang dan Jasa Dibaweh Tahun 2023
Temuan Bany Tahun

Pergaion ftrg Tn B

|Mutzsi Masak daxi OPD Lain

|Reklasiikas dan Aset Lannya

a [Bi Russk Bert

b |Barang Hilang

© |Aset Tok By

4 sl PD

s |Assi PDAM] Tiang P ancang

[ l=[==l=

1 {Aset Dike:

| |8 |Rexinsiikasi dan Ase|Exsia Kompalsbe!
& Aset Db awmh Kapialisasi Aset Tetap

b |Aset Dibaanh Rusak Berdt
© |Aset Dibaweh i P30

10 dani Aset Bermasaiah Hasil inventarisasi’Sensus BMD Tahun 20122013
a Dalan Ponelusumn Hasi inventisasi dan Sensus 20122013

[ [MUTAST KURAND

§ [Barang Diserafian Ko Masyarakal Tambafan Dib sssh Tafun 2123
10 Aset Tetap dengan SK n

1" Kelu ke OPD Lain

12 ke Asot Larmya

SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat telah melakukan upaya penataan Aset Daerah Tahun 2023.
Penataan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data, inventarisasi, dan sensus untuk
mengetahui kondisi terkini dan nilai Aset Tetap Daerah yang seharusnya disajikan di Neraca
Daerah. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat
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yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi setelah pemisahan antara
Kecamatan Kota Bangun dan Kecamatan Kota Bangun Darat.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan
mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset SKPD
Kecamatan Kota Bangun Darat yang belum terdata dalam daftar di Kecamatan Kota Bangun
sebagai Induk serta inventaris daerah dan neraca daerah. Perbedaan nilai antara Aset Tetap pada
Neraca per 31 Desember 2023 dengan nilai Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan BMD
merupakan tindak lanjut atas hasil sensus dan inventarisasi data BMD yang ada. Barang Milik
Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi pos ke aset lainnya. Reklasifikasi
tersebut meliputi:

a. Barang rusak berat.
. Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran.
c. Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah tanpa Berita
Acara Serah Terima.
d. Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.
e. Barang yang dikerjasamakan.

Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat di mana belum ada
Mutasi barang dari Kecamatan Kota Bangun dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.3.1. Tanah

31 Desember 2023 31 Desember 2022
| Tanah 0,00 0,00

Saldo aset tanah SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00.

5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023 31 Desember 2022
| Peralatan dan Mesin 1.891.810.940,00 0,00

Saldo aset peralatan dan mesin SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per tanggal 31 Desember
2023 sebesar Rp1.891.810.940,00. Ringkasan mutasi aset peralatan dan mesin selama tahun 2023
dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.6
Rincian Aset Tetap — Peralatan dan Mesin

Uraian Tahun 2023
Kendaraan Bermotor Penumpang 553.300.000,00
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 153.000.000,00
Kendaraan Bermotor Beroda Dua 362.310.940,00
Kendaraan Bermotor Khusus 496.000.000,00
Alat Kantor Lainnya 12.600.000,00
Personal Computer 291.000.000,00
Peralatan Personal Computer 23.600.000,00

Jumlah 1.891.810.940,00

5.4.1.3.3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023 31 Desember 2022
| Gedung dan Bangunan 0,00 0,00

Saldo aset gedung dan bangunan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per tanggal 3|1 Desember
2023 sebesar Rp 0,00.

5.4.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

31 Desember 2023 31 Desember 2022
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan 0,00 0,00
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Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023

sebesar Rp 0,00.
5.4.1.3.5. Aset Tetap Lainnya
31 Desember 2023 31 Desember 2022
| Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok
aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi
perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan lain-lain.

Saldo aset tetap lainnya SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar
Rp0,00

5.4.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2020 31 Desember 2019
[ Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31
Desember 2023, belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan
dalam aset tetap bersangkutan. Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember
2023, sebesar Rp0,00.

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat yang masih harus dibayar per 31 Desember 2023
sebesar Rp103.696.467,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari:

5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2023 31 Desember 2022
Kewajiban Jangka Pendek 103.696.467,00 0,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp103.696.467,00 merupakan nilai Kewajiban Jangka
Pendek SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 yang diharapkan dapat
diselesaikan oleh SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal pelaporan.
5.4.2.1.1. Utang Belanja
31 Desember 2023 31 Desember 2022
Utang Beban 103.696.467,00 0,00

Saldo Utang Belanja sebesar Rp 103.696.467,00 merupakan Utang Belanja SKPD Kecamatan
Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 atas tagihan listrik berupa tagihan listrik penerangan
jalan umum (LPJU) sebesar Rp. 6.251.773,00 dan Belanja Pegawai berupa tunjangan tambahan
penghasilan yang belum disalurkan pada bulan Desember 2023 namun akan direalisasikan pada
tahun berikutnya sebesar Rp. 97.444.694,00.

5.4.3. EKUITAS

31 Desember 2023 31 Desember 2022
I EKUITAS 1.891.810.940,00 0,00

Ekuitas merupakan kekayaan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat yang tertanam dalam aset SKPD
Kecamatan Kota Bangun Darat setelah dikurangi dengan kewajiban. Nilai Ekuitas Dana SKPD
Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.891.810.940,00.
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6.1.

6.2.

BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2020, tentang Pembentukan
Kecamatan Kota Bangun Darat, Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat dimaksudkan untuk
memperlancar tugas dan pelaksanaan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat. Pembentukan Kecamatan Kota Nagun Darat merupakan hasil dari pemekaran
Kecamatan Kota Bangun bertujuan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Kota Bangun Darat terletak di Desa Kedang
Ipil dengan Alamat Jalan Pembangunan RT. II Nomor Telp : 081346421976, 08524668535 Email :
kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 69 Th. 2016 Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan. Kecamatan merupakan
perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja
tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

PD Kecamatan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat dalam melaksanakan tugas meliputi :

* Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum

*  Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman

dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum, penerapan dan
penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaran kegiatan pemerintahan
yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan.

» Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan,

* Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak

dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan,

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

a. Camat;

b. Sekretaris Kecamatan yang membawabhi :
1. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
Seksi Pemerintahan
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Seksi Kesejahteraan Sosial;
Seksi Pelayanan Umum

® MmO Ao

Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir
Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan
kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan
sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara,
sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2016.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari pemerintah pusat selain
menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga
menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui
desentralisasi maupun tugas pembantuan.
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BAB VII - PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran
SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, dengan beberapa
simpulan sebagai berikut.
a. Total realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp 26.437.139.472,00 atau 94,50% dari
anggaran belanja daerah yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar Rp 27.975.450.000,00;

b. Total realisasi belanja operasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp 24.545.328.532,00 atau 95,87% dari
anggaran belanja operasi yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar Rp 25.603.558.000,00;

c. Total realisasi belanja modal tahun anggaran 2023 sebesar Rp 1.891.810.940,00 atau 79,76% dari
anggaran belanja modal yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar Rp 2.371.892.000,00;,

d. Nilai aset yang dikuasai SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 merupakan
peralatan dan mesin sebesar Rp1.891.810.940,00;

e. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember
2023 sebesar Rp 103.696.467,00 merupakan Utang Belanja SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per
31 Desember 2023 atas tagihan listrik berupa tagihan listrik penerangan jalan umum (LPJU) sebesar
Rp. 6.251.773,00 dan Belanja Pegawai berupa tunjangan tambahan penghasilan yang belum disalurkan
pada bulan Desember 2023 namun akan direalisasikan pada tahun berikutnya sebesar Rp.
97.444.694,00.

f. Nilai Ekuitas Dana SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat per 31 Desember 2023 sebesar Rp
1.891.810.940,00.
Demikian laporan Keuangan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Berbasis Akrual Tahun Anggaran
2023 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten
Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dapat memperjelas dalam
memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023.

a Bangun, 15 Januari 2024
ANy nggaran,
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD § 7-01.0-00.0-00.19 Kecamatan Kota Bangun Darat
Unit : 7-01.0-00.0-00.19.000 Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : 7-01.0-00.0-00.19.000.0 Kecamatan Kota Bangun Darat
URAIAN 2023 2022
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00
JUMLAH ASET LANCAR 0,00 0,00
ASET TETAP
Peralatan dan Mesin 1.891.810.940,00 0,00
JUMLAH ASET TETAP 1.891.810.940,00 0,00
JUMLAH ASET 1.891.810.940,00 0,00
KEWAJIBAN
KEWAUJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00
Utang Belanja 103.696.467,00 0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 103.696.467,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN 103.696.467,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 103.696.467,00 0,00
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2023

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab. /Kota :  PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Bidang :  Kecamatan
Unit Organisasi :  KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
Sub Unit Organisasi :  KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
uUPB :  KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KODE NAMA BARANG NILAI (Rp.)
1.3 ASET TETAP 1.891.810.940,00
1 | TANAH 0,00
1.01 TANAH 0,00

2 PERALATAN DAN MESIN

1.891.810.940,00

2.01 ALAT BESAR 0,00
2.02 ALAT ANGKUTAN 1.564.610.940,00
2.03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 0,00
2.04 ALAT PERTANIAN 0,00
2.05 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 0,00
2.06 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 12.600.000,00
2.07 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN 0,00
2.08 ALAT LABORATORIUM 0,00
2.09 ALAT PERSENIATAAN 0,00
2.10 KOMPUTER 314.600,000,00
2.11 ALAT EKSPLORASI 0,00
2.12 ALAT PENGEBORAN 0,00
2.13 ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN 0,00
2.14 ALAT BANTU EKSPLORASI 0,00
2.15 ALAT KESELAMATAN KERJA 0,00
2.16 ALAT PERAGA 0,00
2.17 PERALATAN PROSES/PRODUKSI 0,00
2.18 RAMBU - RAMBU 0,00
2.19 PERALATAN OLAH RAGA 0,00
3 GEDUNG DAN BANGUNAN 0,00
3.01 BANGUNAN GEDUNG 0,00
3.02 MONUMEN 0,00
3.03 BANGUNAN MENARA 0,00
3.04 TUGU TITIK KONTROL/PASTI 0,00
4 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 0,00
4.01 JALAN DAN JEMBATAN 0,00
4.02 BANGUNAN AIR 0,00
4.03 INSTALASI 0,00
4.04 JARINGAN 0,00
5 | ASET TETAP LAINNYA 0,00
5.01 BAHAN PERPUSTAKAAN 0,00
5.02 BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA 0,00
5.03 HEWAN 0,00
5.04 BIOTA PERAIRAN 0,00
5.05 TANAMAN 0,00
5.06 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA 0,00
5.07 ASET TETAP DALAM RENOVASI 0,00
6 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 0,00
6.01 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 0,00
1.5 ASET LAINNYA 0,00

2 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 0,00
2.01 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 0,00
REKAPTTULAS] BARANG KE NERACA Halaman 1 dari 2




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 7-01.0-00.0-00.19 Kecamatan Kota Bangun Darat
Unit : 7-01.0-00.0-00.19.000 Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : 7-01.0-00.0-00.19.000.0 Kecamatan Kota Bangun Darat
URAIAN 2023 2022
ASET
ASET LANCAR

Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00
JUMLAH ASET LANCAR 0,00 0,00
ASET TETAP

Peralatan dan Mesin 1.891.810.940,00 0,00
JUMLAH ASET TETAP 1.891.810.940,00 0,00

JUMLAH ASET 1.891.810.940,00 0,00
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0,00 0,00

Utang Belanja 103.696.467,00 0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya 0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 103.696.467,00 0,00

JUMLAH KEWAJIBAN 103.696.467,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 103.696.467,00 0,00
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Urusan Pemerintahan

SKPD
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

7.01 KECAMATAN

7-01.0-00.0-00.19 Kecamatan Kota Bangun Darat
7-01.0-00.0-00.19.000 Kecamatan Kota Bangun Darat
7-01.0-00.0-00.19.000.000 Kecamatan Kota Bangun Darat

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI 2023 (%) REALISASI 2022
5 BELANJA DAERAH 27.975.450.000,00 26.437.139.472,00 94,50 0,00
5.1 BELANJA OPERASI 25.603.558.000,00 24.545.328.532,00 95,87 0,00
5.1.01 Belanja Pegawai 66.700.000,00 61.560.000,00 92,29 0,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.536.858.000,00 24.483.768.532,00 95,88 0,00
5.2 BELANJA MODAL 2.371.892.000,00 1.891.810.940,00 79,76 0,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.371.892.000,00 1.891.810.940,00 79,76 0,00
SURPLUS / DEFISIT (27.975.450.000,00) (26.437.139.472,00) 0 0,00
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN (27.975.450.000,00) (26.437.139.472,00) 0 0,00
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN OPERASIONAL
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN

SKPD : 7-01.0-00.0-00.19 Kecamatan Kota Bangun Darat

Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.000 Kecamatan Kota Bangun Darat

Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.000.000 Kecamatan Kota Bangun Darat

KODE URAIAN SALDO 2023 SALDO 2022 KENAIKAN/PENURUNAN | (%)
KEGIATAN OPERASIONAL

8 BEBAN DAERAH 24.545.328.532,00 0,00 24.545.328.532,00 0

8.1 BEBAN OPERASI 24.545.328.532,00 0,00 24.545.328.532,00 0

8.1.01 Beban Pegawai 61.560.000,00 0,00 61.560.000,00 0

8.1.02 Beban Barang dan Jasa 24.483.768.532,00 0,00 24.483.768.532,00 0

SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI (24.545.328.532,00) 0,00 (24.545.328.532,00) 0
KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 0,00 0,00 0,00 0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (24.545.328.532,00) 0,00 (24.545.328.532,00) 0
POS LUAR BIASA o
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA 0,00 0,00 0,00 0
SURPLUS/DEFISIT-LO (24.545.328.532,00) 0,00 (24.545.328.532,00) 0




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 7-01.0-00.0-00.19 Kecamatan Kota Bangun Darat
Unit : 7-01.0-00.0-00.19.000 Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit 3 7-01.0-00.0-00.19.000.0 Kecamatan Kota Bangun Darat

URAIAN 2023 2022
EKUITAS AWAL 0,00 0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO (24.545.328.532,00) 0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:

Koreksi Ekuitas 0,00 0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 26.437.139.472.00 0,00
EKUITAS AKHIR 1.891.810.940,00 0,00
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NAMA SKPD : KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

No

URAIAN

TANAH

PERALATAN DAN MESIN

GEDUNG DAN BANGUNAN

JARINGAN JALAN DAN
IRIGASI

ASET TETAP LAINNYA

KONSTRUKSI DALAM
PENGERJAAN

JUMLAH

SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT NERACA KEUANGAN

‘Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022 Simda Keuangan

Koreksi Akumulasi Penyusutan

koreksi mutasi masuk

koreksi mutasi keluar

SALDO 31 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD

| [Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2023 Simda BMD

BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023

1.891.810.940

1.891.810.940,00

BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023

MUTASI TAMBAH

Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)

Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain

Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa

Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2023

Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2023)

Pengakuan Hutang Tahun Berjalan

Mutasi Masuk dari OPD Lain

|~ DW=

Reklasifikasi dari Aset Lainnya

a |Barang Rusak Berat

Barang Hilang

u
n_puaqm_.mﬂsa_&
d |Aset P3D

Aset PDAM/ Tiang Pancang

Aset Dikerjasamakan

Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel

Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap

Aset Dibawah Kapitalisasi P3D

10|Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013

Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013

Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013

e
f
a
b |Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat
c
a
b
c

Barang Diserahkan ke Masyarakat Tenpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013

11

Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)

antar KIBA - KIB B

antar KIBA - KIBC

antar KIBA - KIBD

antar KIBA - KIB E

antar KIBA - KIBF

antar KIBB - KIBD

antar KIBB- KIBE

antar KIBB - KIBF

antar KIBC - KIBD

antar KIBC - KIBE

a
b
¢
d
e
f |antar KIBB - KIBC
g
h
i
j
k
_

antar KIBC - KIBF




m [antar KIB D - KIBE

n |antar KIBD - KIBF

o [antarKIBE - KIBF

A

AR R

2%

== e (AR 3"
T e i e i ) e
e el

s

T D LS

AR

MUTAS| KURANG

Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)

Koreksi Double Catat

Hibah Pemkab ke Pihak Lain

Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal

Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2023

Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya

Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2023

Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat

Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2023

Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan

Mutasi Keluar ke OPD Lain

Reklasifikasi ke Aset Lainnya

a |Barang Rusak Berat

Barang Hilang

Aset Tak Berwujud

b

Cc

d |Aset P3D
e |Aset PDAM / Tiang Pancang
f

Aset Dikerjasamakan

13

Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel

a |Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap

b [Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat

¢ [Aset Dibawah Kapitalisasi P3D

14

Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013

a | Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013

b |Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013

¢ |Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013

15

Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)

antar KIBA - KIB B

antar KIBA- KIBC

antar KIBA - KIBD

antar KIBA - KIBE

antar KIBA - KIBF

antar KIBB - KIBC

antarKIBB- KIBD

antar KIBB - KIBE

antar KIBB - KIBF

antar KIBC - KIBD

antar KIBC - KIBE

antar KIBC - KIBF

antar KIBD - KIBE

antar KIBD - KIBF

16]..

e sz == ]=|m e | ]e |ale o

antar KIBE - KIBF

17]....




ol X RS T

.891.810.940,00 1.891.810.940,00
891,810.940,00 - 1.891,810.940,00 |
SE v 891.810.940,00 - 1,891.810.940,00
Beban Penyusutan E
‘Akumulasi Penyusutan 31 DESEMBER 2023 __
Akumulas] Penyusutan per 31 DESEMBER 2023 (murni)
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi
Koreksi Akumulasi RB

Koreksi Akumulasi Penghapusan

Koreksi Akumulasi Mutasi Masuk

Koreksi Akumulasi Mutasi Keluar

SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD

SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA KEUANGAN

5 |ASET LAINNYA

1

BARANG RUSAK BERAT

-

Barang Rusak Berat 2022 (saldo awal)

2

Barang Rusak Berat 2023

3

Penghapusan dengan SK Penghapusan Tahun 2023

4 |Barang Rusak Berat dibawah Kapitalisasi — — ——— - B
JUMLAH BARANG RUSAK BERAT TAHUN 2023
2 |BARANG HILANG

1

Barang Hilang 2022 (saldo awal)

n

Barang Hilang 2023

Penghapusan dengan BA Kehilangan dari Kepolisian Tahun 2023

3
Ju
A

MLAH BARANG HILANG TAHUN 2023

SET TAK BERWUJUD

Aset Tidak Berwujud Tahun 2022

Belanja Modal Tahun 2023

1
2
3

Mutasi

Amortisasi 2022

Beban amortisasi

JUMLAH ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2023

Amortisasi 2022

AS|

ET P3D (Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen)

=

Aset P3D Tahun 2022

L

Aset P3D Tahun 2023

JUMLAH ASET P3D TAHUN 2023

w

ASET DIKERJASAMAKAN

1

Aset Dikerjasamakan Tahun 2022

2

Aset Dikerjasamakan Tahun 2023

3

Mutasi Aset Dikerjasamakan

JUMLAH ASET DIKERJASAMAKAN TAHUN 2023

JUMLAH ASET LAINNYA

Akumulasi Penyusutan per 31 DESEMBER 2023

~ Akumulas) Penyusutan Per 31 DESEMBER 2023

.| Koreksi Penghapusan RB

Beban Penyusutan RB 2023




EKSTRA KOMPATABEL

Sy

ASET DIBAWAH KAPITALISASI

-

Aset Dibawah Kapitalisasi Tahun 2022

2 | Aset Dibawah Kapitalisasi Tahun 2023

| 3| Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi

4 |Mutasi Kurang salah penganggaran

JUMLAH BARANG DIBAWAH KAPITALISASI LKPD TAHUN 2023

N

ASET DIBAWAH KAPITALISASI RUSAK BERAT

1 |Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat Tahun 2022

2 | Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat Tahun 2023

3 |Penghapusan dengan SK Penghapusan Tahun 2023

4 |Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat

JUMLAH BARANG RUSAK BERAT DIBAWAH KAPITALISASI TAHUN 2023

w

ASET DIBAWAH KAPITALISASI P3D

1 |Aset Dibawah Kapitalisasi P3D 2022
2 |Aset Dibawah Kapitalisasi P3D 2022

3 |Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi P3D

JUMLAH ASET P3D TAHUN 2023
JUMLAH KOMPATABEL =

ASET BERMASALAH HASIL INVENTARISASIISENSUS BMD TAHUN 2012/2013

-

BARANG DALAM PENELUSURAN

| | 1|Sisa Barang Dalam Penelusuran Tahun 2022

2 |Mutasi Barang Dalam Penelusuran Tahun 2023

3 | Tindak Lanjut Barang Dalam Penelusuran Tahun 2023

SISA BARANG DALAM PENELUSURAN TAHUN 2023

2 |BARANG HILANG

1 |Sisa Barang Hilang Tahun 2022

2 |Mutasi Barang Hilang Tahun 2023

3 [Tindak Lanjut Barang Hilang Tahun 2023

SISA BARANG HILANG TAHUN 2022

3 [BARANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT TANPA BA

1 | Sisa Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Tahun 2022

2 [Mutasi Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Tahun 2023

w

Tindak Lanjut Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Tahun 2023

SISA BARANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT TANPA BA TAHUN 2023




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. Il Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

BERITA ACARA REKONSILIASI
Nomor : B.060/KOBDAR/UMTAPEG/01/2024

Pada Hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Empat kami selaku Pejabat Pengelola Keuangan OPD yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ERHAMSYAH
NIP :.19820401 201001 1 011
Pangkat/gol : Pengatur Muda Il/a
Jabatan : Pengurus Barang

Dalam hai in1 bertindak sebagai an. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada
Kecamatan Kota Bangun Darat, selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : SOFIANSYAH, SE
NIP :.19761228 200701 1 014
Pangkat/gol : Penata/ Illc
Jabatan : Kasubbag. Program dan Keuangan

Dalam hai ini bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Kecamatan Kota
Bangun Darat, selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.
Demikian Berita Acara Rekonsiliasi di buat dengan sebenar-benarnta, untuk dapat

dipergunakan dalam rangka mendukung laporan BMD dan Laporan Neraca.

Pihak Kedua,

SOK AH, SE

NIP. 19761228 200701 1 014 NIP. 19820401 201001 1 011

NIP. 19750201 199803 1 004




=) PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Y 5} KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. Il Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat]2345@gmail.com Kode Pos 75561

whtae

SURAT PERYATAAN
Nomor : B. 069/KOBDAR/UMTAPEG/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . Julkifli, SE
NIP - 19750201 199803 1 004
Jabatan : Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan bahwa belum pernah menerima dropping barang kategori Persediaan
dari Pemerintah Pusat atau Provinsi tahun 2023 dan tidak di catat dalam Laporan keuangan
tahun 2023.

Demikian Surat Peryataan ini di buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana

mestinya.

Kota Bangun Darat, 12 Januari 2023
Camat,

S —

NIP. 19750201 199803 1 004




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. Il Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email ; kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

SURAT PERYATAAN
Nomor : B.067/KOBDAR/UMTAPEG/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Julkifli, SE
NIP 119750201 199803 1 004
Jabatan : Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan bahwa belum _pernah menerima dropping barang kategori Aset Tetap

dari Pemerinta Pusat atau Provinsi tahun 2023 dan tidak di catat dalam Laporan keuangan tahun
2023.

Demikian Surat Peryataan ini di buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana
mestinya.

Kota Bangun Darat, 12 Januari 2024

NIP. 19750201 199803 1 004

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. 11 Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

SURAT PERYATAAN
Nomor : B.068/KOBDAR/UMTAPEG/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Julkifli, SE
NIP : 19750201 199803 1 004
Jabatan : Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan bahwa barang kondisi rusak berat 31 Desember 2023 dan belum pernah
dikeluarkan dari daftar persediaan yang di sertakan daftarnya yang berisi informasi nama barang
yang rusak berat, jumlah barang, tanggal barang, dilakukan pemusnahan di tahun 2023 serta
Berita Acara Pemusnahannya tidak ada.

Demikian Surat Peryataan ini di buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana
mestinya.

Kota Bangun Darat, 12 Januari 2024

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

=% PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

0 KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

T4 Alamat : Jalan Pembangunan RT. Il Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
e Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

SURAT PERYATAAN
Nomor : B.071/KOBDAR/UMTAPEG/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama - Julkifli, SE
NIP : 19750201 199803 1 004
Jabatan : Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan bahwa Tidak Terdapat Pemeliharaan/renovasi atas aset tetap (berupa
Gedung dan Bangunan dan Jalan, irigasi dan Jaringan) yang bukan milik Pemerintah Daerah dan
telah/belum di keluarkan dari daftar aset.

Demikian Surat Peryataan ini di buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana

mestinya.

Kota Bangun Darat, 12 Januari 2023

{IP. 19750201 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. Il Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

SURAT PERYATAAN
Nomor : B.070/KOBDAR/UMTAPEG/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama - Julkifli, SE
NIP : 19750201 199803 1 004
Jabatan : Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan bahwa Persediaan barang yang kadaluarsa dan rusak per 31 Desember
2023 dan belum pernah dikeluarkan dari daftar persediaan yang di sertakan daftarnya yang berisi
informasi nama barang yang rusak dan kadaluarsa, jumlah barang, tanggal barang, tanggal
kadaluarsa dan dilakukan pemusnahan di tahun 2023 serta Berita Acara Pemusnahannya tidak
ada.

Demikian Surat Peryataan ini di buat dengan sebenarnya untuk di pergunakan sebagaimana

mestinya.

Kota Bangun Darat, 12 Januari 2023

NIP. 19750201 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. II Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

KEDANG IPIL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Pada Hari ini Kamis Tanggal Sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami selaku Pejabat Pengelola
Keuangan OPD yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama
Jabatan
Instansi
Alamat

Nama
Jabatan
Instansi
Alamat

: JULKIFLI, SE

: Pengguna Anggaran

: Kecamatan Kota Bangun Darat
: Kota Bangun

: SOFIANSYAH, SE

: Kasubbag. Penyusunan Program dan Keuangan Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan
: Kecamatan Kota Bangun Darat

: Kota Bangun

Berkenaan dengan tidak terealisasinya dan terselesaikannya pembayaran kegiatan-kegiatan pada Tahun 2023, maka
saya selaku Kepala OPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD menyatakan bahwa terdapat Kewajiban jangka
pendek sebesar Rp. 103.696.467,- dengan rincian sebagai berikut :

1.
2.
3.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) . Rp -
Utang Pendapatan Diterima Dimuka . Rp -
Utang Belanja - Rp 103.696.467,00
a. Utang Belanja Pegawai Rp 97.444.694,00
b. Utang Belanja Barang dan Jasa Rp 6.251.773,00
Utang Jangka Pendek Lainnya Rp -
a. Utang Kelebihan Pembayaran PAD Rp -
b. Utang Pengadaan Aset Tetap Rp =
JUMLAH Rp 103.696.467,00

Terhadap kewajiban jangka pendek tersebut telah dilakukan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-udangan
yang berlaku.

Jika terjadi kesalahan dalam perhitungan dan/atau kebenaran data kewajiban jangka pendek tersebut, kami bersedia
menanggung segala konsekuensi yang timbul.

Demikian surat pernyataan tanggungjawab mutlak ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PPK




REKAPITULASI NILAI UTANG PER 31 DESEMBER 2023
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

NO

URAIAN

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

SALDO AWAL
(NILAI UTANG
AUDITED 2022)

MUTASI KURANG
(REALISASI
PEMBAYARAN
UTANG TA. 2022)

SISA UTANG TA.
2022

SISA UTANG TA.
2022 YANG MASIH
DITAGIHKAN DI TA.
2023

MUTASI TAMBAH
(UTANG TA. 2023)

JUMLAH

2  |Utang Pendapatan Diterima Dimuka - - - -
3 Utang Belanja - - 103.696.467,00 103.696.467,00
a. Utang Belanja Pegawai - 57.444.694,00
b. Utang Belanja Barang dan Jasa - 6.251.773,00
4  |Utang Jangka Pendek Lainnya - - - -
a. Utang Kelebihan Pembayaran PAD
b. Utang Pengadaan Aset Tetap
- - - - 103.696.467,00 103.696.467,00




Rekapitulasi Nilai Pembayaran Utang Belanja Pegawai Audited Tahun 2022
Kecamatan Kota Bangun Darat
Kabupaten Kutai Kartanegara

Lampiran 1

. Nama Penerima Dasar Pembayaran == Pembayaran di TA 2023 Nilai Utang per 31
\ P Tahun A N K is Bela Nilai (R
Ne SKPD shaxigguen. | Harie Kagiien | Moo Nama NIP No. SK/ST Tanggal SK/ST g No.SP20 Tanggal 5P20 | Nilai SP3D (Rp) | Desember 2023 Feterang
a b c d e F g h i J k / m n (=m) o
*harus diisi “harus diisi “harus diisi *harus diisi *harus diisi “harus diisi “harus diisi *harus diisi “harus diisi *harus diisi

Keterangan pengisian:

933~x-r~Fam~0ofloow

Nomor urut

Nama SKPD yang bersangkutan

Tahun Anggaran terjadinya utang

Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang

Jenis belanja pegawai yang terkait, misalnya gaji pokok, TPP, uang makan dll.
Nama pegawai yang seharusnya menerima

NIP pegawai yang seharusnya menerima

Nomor dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
Nilai pembayaran seharusnya (dalam rupiah)

Nomor SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada TA 2023

Tanggal SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada TA 2023

Nilai SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada TA 2023

Nilai utang akhir Desember 2023 setelah dilakukan pembayaran

Keterangan




Rekapitulasi Penambahan Nilai Utang Belanja Pegawai Selama Tahun Anggaran 2023
Kecamatan Kota Bangun Darat
Kabupaten Kutai Kadanegara

Lampiran 2

Nama Penerima

Dasar Pembayaran

Pembayaran di TA 2023

Nilai Utang per 31

No. SKPD Tahun Anggaran Nama Kegiatan Jenis Belanja e 3 o SKIST = TERET Nilai (Rp) Mo 5550 Tanaoal SFI0 i SE30 Ra) Desember 2023 Keterangan
a b c d e f g h i J k ! m n (=pm) =]
*harus diisi *harus diisi *harus diisi *harus diisi *harus diisi *harus diisi
Kecamatan Kota TPP PNS Bulan
1. Bangun Darat 2023 Desember 2023 83.289.280,00
Uang Makan PNS
Bulan Desember 2023 10.407.550,00
luran Jaminan
Kesehatan ASN
(BPJS) 3.747.864,00
Jumlah 97.444.694,00

Keterangan pengisian

op3~F—-—TJO~nfogw

Nomer urut

Nama SKPD yang bersangkutan
Tahun Anggaran terjadinya utang

Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang

Jenis belanja pegawai yang terkait, misalnya gaiji pokok, TPP, uang makan dli.
Nama pegawal yang seharusnya menerima

NIP pegawai yang seharusnya menerima

Nomor dasar pembayarannya misainya melalul Surat Keputusan atau Surat Tugas
Tanggal dasar pembayarannya misainya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
Nilai pembayaran seharusnya (dalam rupiah)

Nomor SP2D pembayaran utang kepada pegawal pada TA 2023

Tanggal SP20 pembayaran utang kepada pegawai pada TA 2023

Nilai SP2D pembayaran utang kepada pegawail pada TA 2023

Nilai utang akhir Desember 2023 setelah dilakukan pembayaran

Keterangan




Rekapitulasi Nilal Pembayaran Utang Belanja Barang Dan Jasa Non Rekanan Audited Tahun 2022

Lampiran 3

Kecamatan Kota Bangun Darat
Kabupaten Kutai Kartanegara
. Nama Penerima Dasar Pembayaran Pembayaran di TA 2023 Nilai Utang per 31
No. SKPD Tahun Anggaran Nama Kegiatan Jenis Belanja o e o SIST T STERET Nilai (Rp) o550 Torooal SP30 Al 5530 B D ber 2023 Keterangan
a b c d 8 A g h i i K ] m n(=-m) 0.
*harus diisi *harus dilsi *harus diisi *harus diisi *harus diisi “harus diisi *harus diisi “harus diisi *harus diisi
Keterangan pengisian

2. Nomor urut

b, Nama SKPD yang bersangkutan

¢ Tahun Anggaran terjadinya utang

d. Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang

e Jenis belanja barang yang terkait, misalnya honor kegiatan, perjalanan dinas dil

f. Nama pegawai yang seharusnya menenma

g NIP pegawai yang seharusnya menerima

h. Nomor dasar pembayarannya misainya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas

| Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas

J.  Nilai pembayaran seharusnya (dalam rupiah)

k. Nomor SP2D pembayaran utang Belanja Barang dan Jasa non rekanan pada TA 2023

| Tanggal SP2D pembayaran utang Belanja Barang dan Jasa non rekanan pada TA 2023

m. Nilai SP2D pembayaran utang Belanja Barang dan Jasa non rekanan pada TA 2023

n. Nilai utang akhir Desember 2023 setelah dilakukan pembayaran

o Keterangan




Rekapitulasi Penambahan Nilai Utang Belanja Barang Dan Jasa Non Rekanan Selama Tahun Anggaran 2023
Kecamatan Kota Bangun Darat
Kabupaten Kutai Kartanegara

Lampiran 4

; ; ; Nama Penerima Dasar Pembayaran Nilai Utang per 31
No. SKPD Tahun Al Nama Kegiatan Jenis Belanja
SHnATIReIAn g _ ) Nama NIP No. SKIST Tanggal. SK/ST Desember 2023 Keterangan
a b c d e I g h i J k
*harus diisi *harus diisi *harus diisi *harus diisi *harus diisi *harus diisi *harus diisi *harus diisi
1 Kecamatan Kota 2023 Belanja Listrik LPJU A 6.251.773,00

Bangun Darat

Bulan Desember 2023

Keterangan pengisian:
Nomor urut

F—JT@ w0 200w

Keterangan

Nama SKPD yang bersangkutan
Tahun Anggaran terjadinya utang
Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang

Jenis belanja barang yang terkait, misalnya honor kegiatan, perjalanan dinas dll.
Nama pegawai yang seharusnya menerima
NIP pegawai yang seharusnya menerima
Nomor dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
Nilai utang pembayaran seharusnya (dalam rupiah)




Rekapitulasi Nilai Pembayaran Utang Belanja Barang Dan Jasa oleh Rekanan - Audited Tahun 2022

Lampiran 5§

Kecamalan Kola Bangun Daral
Kabupaten Kutai Kartanegara
Nama Kegiatan Kontrak (Addendum) Berita Acara Serah Terima (PHO) Pembayaran di TA 2023 Nilai Utang per 31
- i TN, | WS ) e Kodie Nomar Tanggal Wil (Rp) Nomer Tanggal No. 520 Tanggal 8P20 | Wial 5P20 () Desember 2023 itiesgan
a b c d e T g h I J k ] m n (=h-m) 0.
*harus diisi “harus duisi “harus diisi *harus diisi “harus diisi “harus diisi *harus diisi “harus diisi “harus diisi *harus diisi
Keterangan pengisian:

a.  Nomor urut

b Nama SKPD yang bersangkutan

c. Tahun Anggaran terjadinya utang

d. Nama rekanan pelaksana

e Nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai kontrak dan menimbulian utang

. Nomor kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir

@ Tanggal kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir

h.  Nilai kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir

i, Nomor Berita Acara Serah Terima (PHO)

j. Tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO)

k. Nomor SP20 pembayaran Utang Belanja Barang Dan Jasa rekanan pada TA 2023

| Tanggal SP2D pembayaran Utang Belanja Barang Dan Jasa rekanan pada TA 2023

m. Nilai SP2D pembayaran Utang Belanja Barang Dan Jasa rekanan pada TA 2023

n. Nilai utang akhir Desember 2023 setelah dilakukan pembayaran

0. Keterangan




Rekapitulasi Penambahan Nilai Utang Belanja Barang Dan Jasa oleh Rekanan Selama Tahun Anggaran 2023
Kecamatan Kota Bangun Daral
Kabupaten Kutal Kartanegara

Lampiran 6

Nama Kegiatan Kontrak (Addendum) Berita Acara Serah Terima (PHO) Pembayaran di TA 2023 Nilai Utang per 31
No SKPD Tahun A ran Nama Reka
ShnAnge 2 nan Sesuai Kontrak Nomor Tanggal Nial (Rg) Nomor Tanggal No_SP2D Tanggal 5P20 | ial SP2D (Rp) Desember 2023 Retemogan
a b c d e f g h [ / [ I m n (=h-m) 2]
*harus diisi *harus dilsi *harus diisi “harus diisi *harus diisi *harus diisi *harus diisi

Keterangan pengisian:

g3 —x——~TOo~0200wn

Nomor urut

Nama SKPD yang bersangkutan

Tahun Anggaran terjadinya utang

Nama rekanan pelaksana

Nama kegiatan yang dilaksanakan sesual kontrak dan menimbulkan utang

Nomor kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir

Tanggal kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir

Nilai kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir

Nomor Berita Acara Serah Terima (PHO)

Tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO)

Nomor SP2D pembayaran utang Belanja Barang dan Jasa kepada rekanan pada TA 2023
Tanggal SP2D pembayaran utang Belanja Barang dan Jasa kepada rekanan pada TA 2023
Nilai SP2D pembayaran utang Belanja Barang dan Jasa kepada rekanan pada TA 2023
Nilai utang aknir Desember 2023 setelah dilakukan pembayaran

Keterangan




Lampiran 7
Rekapitulasi Nilai Pembayaran Utang Belanja Modal oleh Rekanan - Audited Tahun 2022
HKecamatan Kota Bangun Daral

Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Kegiatan Kontrak (Addendum) Berita Acara Serah Terima (PHO) Pembayaran di TA 2023 Nilai Utang per 31 Pencatatan Dalam KIB dan

No. Ti Al 3 Ketera
° skPo shunAngosn | Nama Rikanan Sesual Kontrak Nomor Tanggal Nilal (RE) Nomor Tanggsl No SP2D Tanggal SP20 | _Nilal SP2D (Rp) Desember 2023 Rincian aset nane
a b < d @ f g h i i K I m n (=h-m} o P
*harus diisi *harus diisi *harus diisi *harus diisi *harus diisi *harus diisi *harus diisi *harus diisi “harus diisi *harus diisi *harus diisi

Keterangan pengisian.

MNomor urut

Nama SKPD yang bersangkutan

Tahun Anggaran terjadinya utang

MNama rekanan pelaksana

Nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai kontrak dan menimbulkan utang
MNomor kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
Tanggal kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
Nilai kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
Nomor Berita Acara Serah Terima (PHO)

Tanggal Berita Acara Serah Terima (PHQ)

Nomor SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2023

Tanggal SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2023

Nilai SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2023

Nilai utang akhir Desember 2021 setelah dilakukan pembayaran
Pencatatan sesuai KIB di Simda BMD dan Rincian Aset (contoh : KIB B : Peralatan Personal Computer)
Keterangan

B3I —~F—-~TQ~sloow



Lampiran 8
Rekapitulasi Penambahan Nilai Utang Belanja Modal oleh Rekanan Selama Tahun Anggaran 2023
Kecamatan Kota Bangun Daral
Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Kegiatan Kontrak (Addendum) Eerita Acara Serah Terima (PHO) Pembayaran di TA 2023 Nilai Utang per 31 Desember | Pencatatan Dalam KIB dan

puo: ik Taliun Ariggsitn Nafivh Rekaen Sesuai Koritrak Nomor Tanggal Nilal (Rp) Nomer Tanggal No_SP2D Tanggal SP20 | _Nilai 5P2D (Rp) 2023 Rincian aset Katsrkng s
a b < d e r g h i pi k i m n (=h-m) o P
“harus diisi *harus diist “harus diisi *harus diisi *harus diisi *harus diisi *harus diisi
Keterangan pengisian:
Nomor urut
Nama SKPD yang bersangkutan
Tahun Anggaran terjadinys utang
Nama Rekanan pelaksana

Nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai kontrak dan menimbulkan utang
Nomor kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
Tanggal kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
Nilai kentrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
Nomor Berita Acara Serah Terima (PHO)

Tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO)

Nomor SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2023

Tanggal SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2023

Nilai SP20D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2023

Nilai utang akhir Desember 2022 setelah dilakukan pembayaran

Pencatatan sesuai KIB di Simda BMD dan Rincian Aset (contoh - KIB B : Peralatan Personal Computer)
Keterangan

vos33—F--—Fm~0Boow



Rekapitulasi Nilai Pembayaran Utang Belanja Modal Non Rekanan - Audited Tahun 2022
Hecamatan Kota Bangun Darat
Kabupaten Kutai Kartanegara

Lampiran 8

Nama Kegiatan Kontrak (Addendum) Berita Acara Serah Terima (PHO) Pembayaran di TA 2023 Nilai Utang per 31 Pencatatan Dalam KIB dan
. SKPD hur A N Keteral
i Tahun Anggaran ama Rekanan Sesuai Kontrak Nomor Tanggal Hilal (Rp] Nomor Tanggal No SP20 Tanggal SP2D | _ilal SP2D (Ro) Desember 2023 Rincian aset ngan
a b c d e [ 'l h i N k ] m n (=h-m) o P
*harus diisi *harus diisi *harus diisi *harus diisi *harus diisi *harus diisi *harus diisi “harus diisi “harus diisi *harus diisi
Keterangan pengisian:
Nomor urut

o3I —~F--~TU=0lpow

Nama SKPD yang bersangkutan

Tahun Anggaran terjadinya utang

Nama rekanan pelaksana

Nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai kontrak dan menimbulkan utang
MNamor kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
Tanggal kontrak atau bila ada addendum dilsi dengan addendum terakhir
Nilai kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
Nomor Berita Acara Serah Terima (PHO)

Tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO)

Namor SP2D pembayaran utang kepada non rekanan pada TA 2023
Tanggal SP2D pembayaran utang kepada non rekanan pada TA 2023
Nilai SP2D pembayaran utang kepada non rekanan pada TA 2023

Nilai utang akhir Desember 2023 setelah dilakukan pembayaran
Pencatatan sesuai KIB di Simda BMD dan Rincian Aset (contoh : KIB B : Peralatan Personal Computer)
Keterangan




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
REGISTER SURAT TANDA SETOR (STS)

Periode 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat
No | Tanggal No STS Kode Jenis Uraian Nilai STS (Rp ) | Keterangan
Setoran
1 27/12/2023 | 0001/STS/KOBADAR/2023 | PUP1 UP Pengembalian atas Atas Sisa Uang Persediaan 1.798.725,00
SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun
Anggaran 2023.
2 29/12/2023 | 0002/STS/KOBADAR/2023 | BLB1 LS Pengembalian Atas Belanja Hadiah yang 72.000.000,00
Bersifat Perlombaan Kegiatan MTQ Tingkat
Kabupaten Tahun Anggaran 2023
Jumlah 73.798.725,00

NI

Penggune&n
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R,
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SURAT TANDA SETORAN W SetERaD
Bayar/Bendahara
(STS) Sebagai Bukti Setoran
PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
1. Nomor STS : 0001/STS/KOBADAR/2023
2. Bank Penerima : Bank Kaltimtara Cabang Kota Bangun Il
3. Nama / Nomor Rekening Bank - Rek.Penerimaan Daerah Kukar Nomor: I 0 I 0 l 411 I 3 | 0 I 0flo0]1 | 9 l
4. Penyetor : AL HOFID NUR
5. NO. SKPD/KODE SETORAN/TAHUN
KODE SKPD: KODE JENIS SETORAN TAHUN KEGIATAN:
4.11.16.01 | PUP1 | | 2023 |
6. Harap Menerima Uang Sebesar Rp 1.798.725,00 d
( dengan huruf ) . /// SatuJuta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima
Rupiah/// ‘
7. Program -
8. Kegiatan = :
9. Keterangan . Pengembalian Atas Sisa Uang Persediaan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun
‘ Anggaran 2023
10§ NO | KODE PROG./KEG./REK. URAIAN BELANJA JUMLAH
1 Rp 1.798.725,00
JUMLAH Rp 1.798.725,00
Kota Bangun garat, 27 Desember 2023
Penyetor L ;’(ailg Menerima
ALHOFIDNUR | iiiiesiiesesesesseeciecisscseeesiiensisssssene:
NIP. 19720701 200701 1 023




STS BELANJA HADIAH 2023 KOBADAR.pdf
PDF - 70.93 KB

o 2
SURAT TANDA SETORAN e SelonWan
Bayar/Bendahara
(STS) Sebagai Bukii Setoran
PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
1. Nomor STS 0002/STS/KOBADAR/2023
2. Bank Penerima Bank Kaltimtara Cabang Kota Bangun lli
3. Nama / Nomor Rekening Bank - Rek Penerimaan Daerah Kukar Nomor |O0fo]4f1]3[oJofo]1]9]
4. Penyetor - AL HOFID NUR
5. NO. SKPD/KODE SETORAN/TAHUN
KODE SKPD: KODE JENIS SETORAN TAHUN KEGIATAN:
4.11.16.01 J [ BLB1 ] | 2023 |
6. Harap Menerima Uang Sebesar Rp 72.000.000,00
{ dengan huruf ) - S/ Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah///
7. Program . 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8. Kegiatan © 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
9. Keterangan Pengembalian Atas Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Kegiatan MTQ Tingkat
Kabupaten Tahun Anggaran 2023

10] NO KODE PROG./KEG./REK. URAIAN BELANJA JUMLAH |

1. }5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp 72.000.000.00 ‘

JUMLAH Rp 72.000.000,00

Kota Bangun Darat. 29 Desember 2023
Penyetor Yang Menenma

HOFID NUR
NIP. 19720701 200701 1 023

Page 1 / 1 @



PT. BPD Kaltim Kaltara

. Kantor Cabang Tenggarong
Kartor Kas Kota Bangun

.‘ Ji. Poros Kota Bangun SP fil - Melak
Tenggarong Kalimantan Timur-indonesia
Tep : 08115833312

bankaltimtara . bmiatmencoid

bersama membangun Indonesia

Kota Bangun, 17 Januari 2024

Nomor Lampiran : 004/B-5/BPD-KKKOBAIII/1/2024
Lampiran : 1 Lembar

Kepada Yth.

Camat Kota Bangun Darat

Di -

| Kota Bangun Darat

Perihal: Penyampaian Rekening Koran Per 31 Desember 2023

Dengan homat.

Menindaklanjuti surat Nomor : P.007/KOBDAR/PROGKEU/01/2024 Tgl 15 Januar 2024
H Perihal : Penggunaan Bank Statement Atas Penggunaan Rekening SKPD Kantor Camat
Kota Bangun Darat, bersama dengan ini kami sampaikan rekening koran/Bank
Statement gro pemda An. KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT periode Per 31
Desember 2023 adalah sebagai berikut :

] Saldo Per 31
No Juck Nama/Pemegang Rekeni - Desember
Rekening a/Femegang ng Rekening 2023

| ] Giro KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT | 0041429097 Rp. 0,00

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerfjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
KANTOR CABANG TENGGARONG
KANTOR KAS KOTA BANGUN




bankaltimtara
Kepada Yth.
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

JL PEMBANGUNAN RT 002
KUTAL KARTANEGARA

Rekening Koran
Account Statement

No. Rekening : 0041429097

Valuta : IDR

Periode : 01-10-2023 s/d 31-12-2023
Cabang : Cabang Tenggarong

NPWP : 507472454728000

TANGGAL KETERANGAN MUTASI NO REFERENSI DEBET KREDIT SALDO
30-09-2023 SALDO AWAL 0,00 0,00 0,00
05-12-2023 20883/15/2023 P00000286102 0,00 1.329.100.000,00 1.329.100.000,00
05-12-2023  20883/L5/2023 PO0000286103 57.313.000,00 0,00 1.271.787.000,00
05-12-2023 20879/L5/2023 PO00C0286203 0,00 1.592.000.000,00 2.863.787.000,00
05-12-2023 20879/L5/2023 PO0O00286204 79.600.000,00 a,00 2.784.187.000,00
06-12-2023 21542/Up/2023 PO0O00287097 0,00 100.000.000, 00 2.884.187.000,00
08-12-2023  XAAB464964/ALHCFID NUR XRAE464064 2.670.766.000,00 0,60 213.421.000,900
12-12-2023  Uang Pembinaan ter double MB17023647805MW 0,00 6.650.000,00 220.071.000,00
13-12-2023 PB NUR AFNI AJI.0301 a,00 2.850.000,00 222.921.000,00
13-12-2023 PB SIT1 NURHALISA/KEC KOBA DAR MITHA.36.01 a,00 3.800.000,00 226.721.000,00
14-12-2023 PE/ROSITA-KEC KOTA BANGUN DRT RAEMI/0014 2,00 1.900.000,00 228.621.000,00
14-12-2023  SET BUSTAN A/PENG.DNA HDIAH MT TOMY . 54 0,00 4.750.000,00 233.371.000,00
14-12-2023  25189/6U/2023 200000311001 2,00 97.002.000,00 330.373.000,00
15-12-2023  BIFI000009500625 231215372282 c,00 5.700.000,00 336.073.000,00
15-12-2023 25798/GU/2023 POOOCO314605 0,00 98.902.000,00 434.975.000,00
15-12-2023  XAAB464965/ALHOFID NUR XAAB4 64965 §7.301.800,00 0,00 347.673.200,00
15-12-2023  XAAB464966/ALHCFID NUR XAAB464956 45.100.000, 00 0,00 302.573.200, 00
17-12-2023  BIFI000027571841 231217361625 0,00 2.000.000,00 304.573.200,00
18-12-2023  PB M RAFFI/TRISNA D-KEC KOTA B KINAN/D04S 0,00 3.800.000¢,00 308.372,200,00
18-12-2023 B M RAFFI/TRISNA D-KEC KOTA B KINAN/0046 0,00 4.750.000,00 313.123.200,00
18-12-2023  XAAB464967/ALHOFID NUR XARB464967 9.700.200,00 0,00 303.423.000,00
18-12-2023  26348/GU/2023 PO0000319673 0,00 99.102.000,00 402.525.000,00
20-12-2023 27745/6U/2023 PO0000326176 0.00 99.556.000,00 502.081.000,00
20-12-2023  ¥AAB464968/ALHOFID NUR KARBA64968 178.519.600,00 0,00 323.561.400,00
21-12-2023  PB ADJI NUR/KEC KOBA DARAT MITHA.02.01 2,00 6.650.000, 00 330.211.400,00
21-12-2023  X¥AAB464569/ALHOFID NUR KARBAG4I62 92.697.482,00 a,00 237.513.918,00
22-12-2023  SET KEC KOTA MAGN DRY-$11l K 5LV, 239 0,00 5.700.000,00 243,213,918, 00
27-12-2023  29491/L5/2023 PO0000348547 0,00 28.740.000,00 271.953.918, 00
27-12-2023  29491/L5/2023 PO0000348548 2.265.000,00 0,00 269.688.918, 00
27-12-2023  29494/L§/2023 POOO0O0348549 0,00 76.160.000,00 345.848,918, 00
27-12-2023  29494/L5/2023 PO0000348550 3.808.000,00 0,00 342.040.918, 00
27-12-2023  29490/LS/2023 PO000G345107 0,00 42.470.000,00 391.510.918, 00
27-12-2023  XAAB464970/ALHOFID NUR XARB464970 226.590.725,00 0,00 164.920.193,00
28-12-2023  XAABS73072/ALHOFID NUR XARBST3072 164.732.193,00 0,00 188.000, 00
29-12-2023  XAAB573073/ALHOFID NUR XAAB573073 188.000,00 0,00 0,00
29-12-2023 SALDO AKHIR 3.618.582.000,00 3.618.582.000,00 0,00

1. Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan

apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah Sdr. setujui

Z. Rekening Koran ini sah tanpa tanda tangan dan/atau stempel Bank.

3. Bilamana terdapat perbedaan antara cetakan rekening koran dengan pembukuan Bank, maka

yang berlaku adalah pembukuan Bank.

4. Bank setiap saat berhak melakukan koreksi apabila tedapat kesalahan pada Rekening Koran.

Samarinda, 17 Januari 2024

e

NADILLA EUZ

nankaltimtara

Dicetak oleh Novita Theresia, tanggal 17-01-2024 05:29
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. II Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini senin tanggal dua November dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . JULKIFLI, SE
Jabatan : Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, kami melakukan pemeriksaan
Setempat pada :

Nama : ALHOFID NUR

Jabatan : Bendahara pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 351/SK-BUP/HK/2023, Tanggal 09 November 2023
ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran Pada SKPD Kecamatan Kota Bangun

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui
Kenyataan sebagai berikut :

a. Uang Kertas = Rp -
b. Uang Logam = Rp -
c. SP2D dan alat pembayaran yang belum dicairkan = Rp -
d. Saldo Bank = Rp -
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan = Rp B

Jumlah Rp -

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Regester dan lain

sebagainya berjumlah = Rp -
Perbedaan positif/negatif antara Saldo Kas dan Saldo Buku = Rp -
Penjelasan perbedaan positi/negatif = nihil
Mengetahui,
Penggunagaran Bendahara Pengeluaran

98031004 NIP. 197£0701200#7011023



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. II Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Kamis, Tanggal 30 Bulan November Tahun 2023, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JULKIFLI, SE
Jabatan - Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, kami melakukan pemeriksaan

Setempat pada :
Nama . ALHOFID NUR
Jabatan : Bendahara pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 351/SK-BUP/HK/2023, Tanggal 09 November 2023
ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran Pada SKPD Kecamatan Kota Bangun

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui
Kenyataan sebagai berikut :

a. Uang Kertas = Rp -
b. Uang Logam = Rp g
c. SP2D dan alat pembayaran yang belum dicairkan = Rp -
d. Saldo Bank = Rp -
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan = Rp -

Jumlah Rp -

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Regester dan lain

sebagainya berjumlah = Rp -
Perbedaan positif/fnegatif antara Saldo Kas dan Saldo Buku = Rp -
Penjelasan perbedaan positi/negatif = nihil
Mengetahui,
Penggunafnggaran Bendahara Pengeluaran

NIP. 197207012007011023




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. II Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Minggu, Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2023, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama - JULKIFLI, SE
Jabatan . Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, kami melakukan pemeriksaan

Setempat pada :
Nama : ALHOFID NUR
Jabatan : Bendahara pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 351/SK-BUP/HK/2023, Tanggal 09 November 2023
ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran Pada SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui
Kenyataan sebagai berikut :

a. Uang Kertas = Rp -
b. Uang Logam = Rp -
c. SP2D dan alat pembayaran yang belum dicairkan = Rp -
d. Saldo Bank = Rp S
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan = Rp -

Jumiah Rp -

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Regester dan lain
sebagainya berjumlah = Rp -
Perbedaan positifinegatif antara Saldo Kas dan Saldo Buku = Rp -
Penjelasan perbedaan positi/negatif =

/‘ g Mengeig{wr)\
Aﬁengguna Anagaran Bendahara Pengeluaran
& 2\

ALHOFID MUR
NIP. 197207012007011023




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. Il Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

BERITA ACARA REKONSILIASI KAS

Pada hari ini senin tanggal dua November dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  ALHOFID NUR
NIP :197207012007011023
Jabatan :  Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 351/SK-BUP/HK/2023, Tanggal 09 November
2023 ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran

1. Penerimaan / Realisasi SP2D Rp E
15 Uang Persediaan (UP) § Rp =
2 Ganti Uang (GU) § Rp =
3. Tambah Uang (TU) £ Rp -
4. Belanja Langsung (LS) : Rp =
Jumlah Rp -

2. Pengeluaran / Realisasi Belanja Rp -
L Uang Persediaan (UP) : Rp -
2. Ganti Uang (GU) - Rp -
3. Tambah Uang (TU) ¥ Rp -
4. Belanja Langsung (LS) 5 Rp -
Jumlah Rp -

Sisa UYHD Rp .

3. Setoran ( STS) Rp

1. Ganti Uang (GU) - Rp -
2. Tambah Uang (TU) - Rp -
3. Belanja Langsung (LS) - Rp -
4. Uang Persediaan (UP) Rp -
Jumlah Rp -

4. Saldo Kas Di Bendahara Rp -
1 - Saldo Buku Kas Rp S

2 - Panjar PPTK/SPJ belum 5
di GU P )
Selisih Rp

Penjelasan perbedaan positif/ negatif
Rp

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Kas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bendahara Pengeluaran

NIP. 197207012007011023




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. |l Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

BERITA ACARA REKONSILIASI KAS

Pada hari ini Kamis, Tanggal 30 Bulan November Tahun 2023, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  ALHOFID NUR
NIP : 197207012007011023
Jabatan :  Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 351/SK-BUP/HK/2023, Tanggal 09 November
2023 ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran

1. Penerimaan [/ Realisasi SP2D Rp 5.937.079.476
1. Uang Persediaan (UP) : Rp -
2; Ganti Uang (GU) : Rp -
3. Tambah Uang (TU) : Rp -
4 Belanja Langsung (LS) : Rp 5.937.079.476
Jumlah Rp 5.937.079.476

2. Pengeluaran /| Realisasi Belanja Rp 5.937.079.476
1. Uang Persediaan (UP) : Rp -
2. Ganti Uang (GU) : Rp -
3. Tambah Uang (TU) : Rp -
4. Belanja Langsung (LS) : Rp 5.937.079.476
Jumlah Rp 5.937.079.476

Sisa UYHD Rp -

3. Setoran ( STS ) Rp -
1: Ganti Uang (GU) 3 Rp -
2. Tambah Uang (TU) : Rp -
3. Belanja Langsung (LS) : Rp -
4. Uang Persediaan (UP) Rp B
Jumlah Rp -

4. Saldo Kas Di Bendahara Rp -
1 - Saldo Buku Kas Rp -

a - Panjar PPTK/SPJ belum o

di GU P .

Selisih Rp -

Penjelasan perbedaan positif/negatif
Rp -

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Kas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bendahara Pengeluaran

.

HOFID NUR
NIP. 197207012007011023




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. || Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

BERITA ACARA REKONSILIASI KEAS

Pada hari ini Minggu, Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  ALHOFID NUR
NIP : 197207012007011000
Jabatan :  Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 351/SK-BUP/HK/2023, Tanggal 09 November
2023 ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran

1. Penerimaan /| Realisasi SP2D Rp 20.672.059.996
1. Uang Persediaan (UP) 5 Rp 100.000.000
2. Ganti Uang (GU) t Rp 492.763.275
& Tambah Uang (TU) : Rp -
4. Belanja Langsung (LS) ; Rp 20.079.296.721
Jumlah Rp 20.672.059.996

2. Pengeluaran [ Realisasi Belanja Rp 20.672.059.996
1 Uang Persediaan (UP) t Rp 100.000.000
2: Ganti Uang (GU) : Rp 492.763.275
3. Tambah Uang (TU) § Rp -
4. Belanja Langsung (LS) : Rp 20.079.296.721
Jumlah Rp 20.672.059.996

Sisa UYHD Rp -

3. Setoran ( STS ) Rp 73.798.725,00
1. Ganti Uang (GU) : Rp -
2. Tambah Uang (TU) - Rp 2
3. Belanja Langsung (LS) : Rp 72.000.000,00
4. Uang Persediaan (UP) Rp 1.798.725,00
Jumlah Rp 73.798.725,00

4. Saldo Kas Di Bendahara Rp -
1 - Saldo Buku Kas Rp =
2 - Panjar PPTK/SPJ belum 5 ]

di GU P
Selisih Rp -
Penjelasan perbedaan positif/negatif
Rp -

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Kas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bendahara Pengeluaran

ALHOFID NUR
NIP. 197207012007011023




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. Il Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

BERITA ACARA

TENTANG

REKONSILIASI REKENING TITIPAN PAJAK
PADA OPD KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pada hari ini telah dilakukan rekonsiliasi saldo buku pajak dan saldo rekening koran titipan pajak bulan antara Buku
Pajak dan Saldo Rekening Koran Titipan Pajak sebagaimana rincian berikut :

NO Uraian Jenis Pajak Saldo Buku Pembantu |  Saldo Rekening Selisih

Pajak Titipan Pajak
2 3 i 5

Pajak Penghasilan Pasal 21 - = =

Pajak Penghasilan Pasal 22 - - &
Pajak Penghasilan Pasal 23 = - -
Pajak Pertambahan Nilai - - -
Pajak Daerah (Katering) = :
Pajak Penghasilan Pasal 4 = = =

Jumlah = =

| | W) k3| e

=)

Dari tabel diatas, ada/tidak ada” selisih antara saldo buku pajak dan saldo rekening titipan pajak yang disebabkan oleh:

1. NIHIL

Sebagai data pendukung berita acara terlampir rekening koran titipan pajak.

NIHIL

NIHIL

Pejabat Penatausahaan Keuangan Bendahara Pengeluaran

NIP. 197207012007011023




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. Il Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

BERITA ACARA

TENTANG

REKONSILIASI REKENING TITIPAN PAJAK
PADA OPD KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pada hari ini Kamis, Tanggal 30 Bulan November Tahun 2023 telah dilakukan rekonsiliasi saldo buku pajak
dan saldo rekening koran titipan pajak bulan November Tahun 2023 antara Buku Pajak dan Saldo Rekening Koran
Titipan Pajak sebagaimana rincian berikut :

NO Uraian Jenis Pajak Saldo Buku Pembantu |  Saldo Rekening Selisih

Pajak Titipan Pajak
2 3 4 5

Pajak Penghasilan Pasal 21 - - 3

Pajak Penghasilan Pasal 22 - , R

Pajak Penghasilan Pasal 23 - - -
Pajak Pertambahan Nilai - - -

UAESNETIL) B b

Pajak Daerah (Katering) - - -

=2

Pajak Penghasilan Pasal 4 - - -

Jumlah - R

Dari tabel diatas, ada/tidak ada” selisih antara saldo buku pajak dan saldo rekening titipan pajak yang disebabkan oleh:

Sebagai data pendukung berita acara terlampir rekening koran titipan pajak.

Demikian berita acara rekonsiliasi ini dibuat sebagai laporan bendahara pengeluaran OPD Bulan November Tahun 2023

Kota Bangun, 30 November 2023

Pejabat Penatausahaan Keuangan Bendahara Pengeluaran

SOFIANSYAH. SE
NIP. 197612282007011014

ALMOFID NUR'
NIP. 197207012007011023

a Bangun Darat




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. Il Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

BERITA ACARA

TENTANG

REKONSILIASI REKENING TITIPAN PAJAK
PADA OPD KECAMATAN KOTA BANGUN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Pada hari ini Minggu, Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2023 telah dilakukan rekonsiliasi saldo buku
pajak dan saldo rekening koran titipan pajak bulan Desember Tahun 2023 antara Buku Pajak dan Saldo Rekening
Koran Titipan Pajak sebagaimana rincian berikut :

NO Uraian Jenis Pajak Saldo Buku Pembantu Saldo Rekening Selisih
Pajak Titipan Pajak
1 2 3 4 5
1 Pajak Penghasilan Pasal 21 2.295.000 2.295.000 -
2 |Pajak Penghasilan Pasal 22 170.270 170.270 -
3 Pajak Penghasilan Pasal 23 2.100.000 2.100.000 -
4  |Pajak Pertambahan Nilai 1.248.648 1.248.648 -
5 Pajak Daerah (Katering) - - -
6 Pajak Penghasilan Pasal 4 34.322.925 34.322.925 -
Jumlah 40.136.843 40.136.843

Dari tabel diatas, ada/tidak ada” selisih antara saldo buku pajak dan saldo rekening titipan pajak yang disebabkan oleh:

Sebagai data pendukung berita acara terlampir rekening koran titipan pajak.

Demikian berita acara rekonsiliasi ini dibuat sebagai laporan bendahara pengeluaran OPD Bulan Desember Tahun 2023

Kota Bangun, 31 Desember 2023

Pejabat Penatausahaan Keuangan

SOFIANSYAH, SE s :
NIP. 197612282007011014 Wi KAB N
Mengetahu

By

%
anb 031004

Bendahara Pengeluaran

NIP. 197207012007011023




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat

Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat
Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Salde
1 2 3 4 ) 6 7
01-12-2023 Saldo Awal 0,00
(4-12-2023 | 20878/LS/2023 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 105.025.600,00 105.025.600,00

20879/L.5/2023

20880/L.5/2023

20881/1.5/2023

20882/1.5/2023

20883/1.5/2023

Kegiata MTQ Tingkat Kabupaten Sub.
Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku
dan Tntra Suku, Umat Beragama, Ras, dan
Golongan Lainnya Guna Mewujudkan
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan
Nasional

Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan
Berupa Uang Pembinaan Kegiatan MTQ
Tingkat Kabupaten Sub. Kegiatan
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra
Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas
Keamanan Lokal, Regional

Belanja Alav/Bahan untuk kegiatan
kantor-Perabot Kantor Kegiatan MTQ
Tingkat Kabupaten Sub. Kegiatan
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra
Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas
Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
Belanja Makan Minum Jamuan Tamu
Kegiata MTQ Tingkat Kabupaten Sub.
Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku
dan Tntra Suku, Umat Beragama, Ras, dan
Golongan Lainnya Guna Mewujudkan
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan
Nasional

Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan
Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan Sub.
Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan
Golongan Lainnya Guna Mewujudkan
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan
Nasional

Pembayaran Honorarium Kegiatan MTQ
Tingkat Kabupaten Sub. Kegiatan
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra
Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan
Lainnya Guna Mewujudkan Srtabilitas
Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

1.592.000.000,00

26.714.000,00

713.628.700.,00

86.306.100,00

1.329.100.000,00

20878/1.8/2023 5.1.2.01,01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 105.025.600,00

20879/L.8/2023 5.1.2.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1.592.000.000.00

20880/1.8/2023 5.1.2.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 26.714.000,00
Kantor-Perabot Kantor

20881/1.5/2023 5.1.2.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan 713.628.700,00
Tamu

20882/L.8/2023 5.1.2.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas 86.306.100,00
Lapangan

200883/1.5/2023 5.1.1.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban 7.560.000,00

5.1.1.03.07.0002

Pengelola Keuangan
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

2.040.000,00

1.697.025.600,00

1.723.739.600,00

2.437.368.300,00

2.523.674.400,00

3.852.774.400,00

3.747.748.800,00
2.155.748.800,00
2.129.034.800,00
1.415.406.100,00
1.329.100.000,00

1.321.540.000,00

1.319.500,000,00

Printed By SIMDA-NG | 1/31




Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
119 /SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 303.000,00 1.752.000,00
Pejabat/PNS/TNT/Polri/Pensiun
124 /SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 438.000,00 1.314.000,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
125 /SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 1.314.000,00 0,00
Pejabal/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Jumlah periode ini 20.612.196.839,00 20.612.196.839.00
Jumlah sampai periode lalu 5.937.079.476,00 5.937.079.476,00
Jumlah semua sampai periode ini 26.549.276.315,00  26.549.276.315,00
Sisa Kas 0.00
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00
( rupiah)
terdiri dari:
a. Tunai Rp 0.00
b. Bank Rp 0.00
c. Surat Berhasga R ?’{;N ) 0.00
SRR M8,
Y. Mengetahti]ve; \ Tenggarong, 02 Januari 2024
PEN NA-ANGE BENDAHARA PENGELUARAN

NIP 19720701 200701 1 023
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU BELANJA LS
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Oktober 2023 s.d 31 Oktober 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat

Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat
Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
Jumlah periode ini 0,00 0,00
Jumlah sampai periode lalu 0,00 0,00

Jumlah semua sampai pesg8 0,00 0,00

KECAMATAX ‘ " |

BENDAHARA PENGELUARAN
-

NIP 19720701 200701 1 023

(s
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Unit Organisasi
Sub Unit

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUKU PEMBANTU BELANJA LS
BENDAHARA PENGELUARAN

Periode 01 November 2023 s.d 30 November 2023

: Kecamatan Kota Bangun Darat

: Kecamatan Kota Bangun Darat

Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

7

17-11-2023

17460/1.5/2023

17462/1.5/2023

17465/1L.5/2023

17467/L5/2023

17470/1L5/2023

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0036

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0024

Pengadaan Pakaian Kaos Harian)
(Pakaian Dinas dan Kain
Tradisional Kabupaten Kutai
Kartanegara) Sub. Kegiatan
Pembinaan Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku, Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional,

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Pengadaan Pakaian Muslim
Kombinasi (Pakaian Dinas dan
Kain Tradisional Kabupaten Kutai
Kartanegara) Sub. Kegiatan
Pembinaan Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku, Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regio

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Belanja Cetak Umbul-Umbul Plus
Tiang Pipa Sub. Kegiatan
Pembinaan Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku, Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor Lainnya
Pengadaan Pakaian Muslim Batik)
(Pakaian Dinas dan Kain
Tradisional Kabupaten Kutai
Kartanegara) Sub. Kegiatan
Pembinaan Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku, Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Sub. Kegiatan Pembinaan
Kerukunan Antar Suku dan Intra
Suku, Umat Beragama, Ras, dan
Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
Belanja Alav/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

93.840.000,00

255.500.000,00

41.850.000,00

368.667.000,00

18.387.700,00

93.840.000,00

255.500.000,00

41.850.000,00

368.667.000,00

18.387.700.00

93.840.000.00

255.500.000,00

0,00

41.850.000,00

0,00

368.667.000,00

0.00

18.387.700,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Bebet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

7

17472/L.5/2023

17474/18/2023

17476/1.5/2023

17478/1.5/2023

17480/1.5/2023

17482/1.5/2023

5.1.2.01.01.0026

5.1.2.02.04.0022

5.1.2.02.04.0121

5.1.2.02.04.0035

5,1.2.02,01.0047

5.1.2.02.01.0047

Belanja Alst/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Sub. Kegiatan Pembinaan
Kerukunan Antar Suku dan Intra
Suku, Utnat Beragama, Ras, dan
Golongan Lainnya Guna
Mewnujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nastonal
Belanja Alat/Baban untuk
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Belanja Sewa Generator 80 KVA
& Sewa Generator 60 KVA Sub.
Kegiatan Pembinaan Kerukunan
Antar Suku dan Intra Suku, Umat
Beragama, Ras, dan Golongan
Lainnya Guna Mewujudkan
Stabilitas Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional

Belanja Sewa Electric Generating
Set

Belanja Sewa Alat Pendingin
{Sewa Blower Dan Mistyfan) Sub,
Kegiatan Pembinaan Kerukunan
Antar Suku dan Intra Suko, Umat
Beragama, Ras, dan Golongan
Lainnya Guna Mewujudkan
Stabilitas Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional

Belanja Sewa Alat Pendingin
Belanja Sewa Kendaraan Dinag
Bermotor Perorangan Sub.
Kegiatan Pembinaan Kerukunan
Anrar Suku dian Intra Suku, Umat
Beragama, Ras, dan Golongan
Lainnya Guna Mewujudkan
Stabilitas Keamatan Tokal,
Regional, dan Nasional

Belanja Sewz Kendaraan Dinas
Bermotor Perotangan

Belanja Jasa Pertunjukan
Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kabupaten Sub. Kegiatan
Pembinaan Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku, Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Eainnya Guna
Mevwujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
Belanja Jasa Penyelenggaraan
Acama

Belanja Jasa Paket
Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kabupaten Sub. Kegiatan
Pembinaan Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku, Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainaya Guna
Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
Belanja Jasa Penyelenggaraan
Acara

150.115.000,60

174.650.000,00

46.,360.000,00

392.700.000,00

98.000,000,00

547.000.000,00

150.115.000,00

174.650.000,00

46.360.000,00

392.700.000,00

98.000.000,00

547.000.000,00

150.115.000,60

0,00

174.650.000,00

0,00

46.360.000,00

0,00
3592.700.000,00

0,00

98.000.000,00

0,00

547.000.000,00

0,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

7

20-11-2023

27-11-2023

17484/L.5/2023

17894/1.5/2023

17895/L.5/2023

17896/L.5/2023

15074/L5/2023

19075/1.5/2023

5.1.2.02.04.0117

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0025

5.1.2.01.01.0036

5.1.2.61.01.0039

5.1.2.01.01.0039

Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya
(Sewa Sound Systemn Dan
Lain-lain) Sub. Kegiatan
Pembinaan Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku, Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nastonal
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya
Pengadaan Tas Seminar ( Souvenir
Pemerintah Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara ) Sub. Kegiatan
Pembinaan Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku, Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Mevwujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nastonal
Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Pengadaan Trofi Lomba ( Souvenir
Pemerintzh Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara ) Sub. Kegiatan
Pembinaan Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku, Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Mewnjudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkean kepada
Masyarakat

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Kertas dan
Caover dan Belanja Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor-Bahan
Komputer Sub. Kegiatan
Pembinaan Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku, Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Mewnjudkan Stabilitas Ke
Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Kertas dan
Cover

Belanja AlavBahan untuk
Kegtatan Kantor-Alat/Bahan uatuk
Kegiatan Kantor Lainnya
Perencanaan Lanjitan Semenisast
Rt. 11 Xota Bangun ITI, dlL. Sub
Kegiatan Pelaksanasn Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Petencanaan Semenisasi Jalan Rt,
04 Desa Suka Bumi, Kab. Kutai
Kartanegara Kel.Suka Bumi,

dlI.A Sub Xegiatan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belantja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

225.200.000,00

45,269,000,00

130.872.000,00

18.812.500,00

§7.579.000,00

47.983.080,00

2125.200.000,00

45.269.000,00

130.872.000,00

7.350.000,00

11.462.500,00

817.579.000,00

47.983.080,00

225.200.600,00

0,00
45.269.000,00

0,00

130.872.000,00

0,00

18.,812.500,00

11.462.500,00

0,00

87.579.000,00

0,00

47.983.080,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uralan’

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

7

19077/L5/2023

19078/1.5/20623

15679/L.5/2023

I5081/1.5/2023

19082/1.5/2023

19083/L.5/2023

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.61.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

Perencanazn Lanjutan Peningkatan
Jalan Usaha Tani RT 006 Desa
Sukabumi Kecamatan Kota
Bangun Darat, dil. Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urisan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangar
Lain yang

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Perencanaan Lanjutan Semenisast
Jatan Rt.15 Desa Kota Bangun I,
dil. Sub Kegiatan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahikan kepada
Masyarakat

Perencanaan semenisasi /
pengerasan Jalan RT 002 Desa
Sumber Sari, dll.A Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urntsan Pernerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimmpahkan

Belanja Barang untnk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Perencanaan Agregat / Pengerasan
Jalan RT .01 Desa Kedang Ipil, dil.
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan vang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Perencanaan Lanjutan Semenisasi
Jalan Rt.003 Desz Kota Bangun 1,
dll, Sub Kegiatan Pelaksanaan
Utusan Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang nntuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENGADAAN WARLESS DAN
SOUND SYSTEM KELOMPOK
PENGAJIAN KGTA BANGUN
DARAT, KAB KUTAIL
KARTANEGARA
KEL.SELURUH DESA Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masvarakat

55.979.960,00

96.903.000,00

63.982,620,00

63.973.740,00

94.805.100,00

145.875.000,00

55.975.960,00

96.903.000,00

63.982.620,00

63.973.740,00

94.805.100,00

145.875.000,00

59.975.960,00

0,00

96.903.000,00

0,00

£3.982.620,00

0,00

63.973.740,00

0,00

94.805.100,00

0,00

145.875,000,00

0,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

7

15084/L.5/2023

19085/L.5/2023

19086/L.5/2023

19087/L.5/2023

19088/L.5/2023

19089/L.5/2023

5.1.2.01.01.0639

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

Perencanaan Semenisasi Jalan Rt
02 Desa Sedulang Kecamatan Kota
Bangun Darat, dll. Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urnsan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpaltkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENGADAAN BAJU MUSLIM
KELOMPOK PENGAJIAN
KOTA BANGUN DARAT, KAB
KUTATKARTANEGARA
KEL.SELURUH DESA Sub
Kegiatan Pelaksanaan Uresan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Perencanaan Pemasangan Turap
dan Timbunan Jalan RT. 05 Desz
‘Wonosari Kecamatan Kota
Bangun, dILA Sub Kegiatan
Pelaksansan Urusan Pemetintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Jalan
Kecamatan Kota Bangnn R1.07
Dusun Sidomulyo Desa Sari Nadi,
dil. Sub Kegiatan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENGADAAN TEMPAT
PEMBUANGAN SAMPAH
SEMENTARA (KOBDAR SP1
S/D 8P4) Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urnsan Pernerigtahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Perencanaan Semenisasi Jalan
Nangka 2 Rt. 02 Desa Wonosari
Kecamatan Kota Bangun,

diL.A Sub Kegiatn Pelaksanaan
Urisan Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangan Lain yang
Dilitmpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

63.973,740,00

147.136.000,00

47.950.850,00

63.973.740,00

21.750.000,00

47.990.850,00

63.873.740,00

147.136.000,60

47.990.850,00

63.973.740,00

21.750.000,00

47.990.850,00

63.973.740,00

0,00

147.136.000,00

0,00

47.990.850,00

0,00

63.973.740,00

0,00

21.750.000,00

0,00

47.990.850,00

0,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

7

15091/L.5/2023

19094/1.5/2023

19096/1.5/2023

19099/L.5/2023

191004.5/2023

10101/L.5/2023

5.1.2.01.01.0074

5.1.2.01.01.0024

5.1.2.01.01.0025

5.1.2,01,01.0029

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2,01.01.0039

BELANJA PAKATAN ADAT
DAERAH {Pakain Miskat HKG
PKX) Sub Keglatan Peningkatan
Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Belanja Pakaian Adat Daerah
Belanaja Peralatan dan
Perlengkapan Kantor (Alat Tulis
Kantor, Kertas da Cover dan
Bithan Komputer) Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Belanja Alat/Bahan unmk
Kegiatan Kantor- Kertas dan
Cover

Belanja AlavBahan naotuk
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
PENGADAAN MCK UNTUK §
DESA (Tandon 1200 Liter Pesut
Premiwn & Tangki Septic Tank
Bio 1000 Liter) Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang uniuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Kantor
Sekretariat Karang Taruna Desa
Kota Bangun ITT, dll. Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserabkan kepada
Masyarakat

Peretticanzan Normalisasi Parit
Persawahan Desa Sumber Sari
Kec. Kota Bangun Darat, dll. Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenanpan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Perencanazn Notmalisasi Anak
Sungai Kanduang Raya Desa
Kedang Ipil Kota Bangun Darat,
dil. Sub Kegiatan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahken kepada
Masyarakat

42.060.000,00

65.534,500,00

146.850.000,00

£7.190.500,00

55.993.506,00

63.973.740,00

42,060.000,00

10.164.500,00

33.070.000,00

22.300.000,00

146.850.000,00

§7.190.500,00

55.993.506,00

63.973.740,00

42.000.000,00

0,00
65.534.500,00

55.370.000,00

22.300.000,00

0,00

146.850.000,00

0,00

87.190.500,00

0,00

55.993.506,00

0,00

63.973.740,00

0,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

7

19102/1.5/2023

19103/L.5/2023

19104/1.5/2023

19105/1.5/2023

19106/L.5/2023

19107/L5/2023

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01,01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0639

5.1.2.01.01.003%

Perencanaan Peningkatan Jalan Rt
009 Desz Sarinadi, dIL.A Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Jalan
Kecamatan Kotz Bangun Desa
Sukabumi RT 03, dll. Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijval/Diserahkan kepada
Masyarakat

Perencanaan
Pembangunan/Peningkatan
Jembatan Ulin Perumahan Dan
Permukiman (Lebar Jalan 4 Meter)
RT.3 Desa Benua Bany, dil, Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijuab/Diserahkan kepada
Masyarakat

Perencanaan Sememnisasi J1.
Petinggi Singkik RT. 04, dil. Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerimahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Perencanaan
Pembangunan/Peningkatan Jalan
Lingkungan Perumahan Dan
Permukiman Rt.09 Dan Rt.010
Desa Sumber Sari Kec.Kota
Bangnn Dartat, Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Perencanaan Semenisasi Jalan
Pemukiman Rt 84 Desa Kota
Bangun I, dll. Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untulk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

63.973,740,00

61.976.850,00

63.973.740,00

47.950.850,00

47.991.960,00

63.982.620,00

63.973.740,00

61.976.850,00

63.973.740,00

47.990.850,00

47.991.960,00

63.982.620,00

63.973.740,00

0,00

61.576.850,00

0,00

63.973.740,00

0,00

47.990.850,00

0,00

47.991.960,00

0,00

63.982.620,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

7

30-11-2023

19108/1.5/2023

20075/L5/2023

20076/L.5/2023

20077/L5/2023

20078/15/2023

20079/L5/2023

20080/L.5/2023

5.1.2.01.01.003%

5.2.2.10.01.0002

5.2.2.02.01.0002

5.1.2.01.01.0030

5.2.2.02.01.6003

5.2.2.10.01.0002

5.2.202.01.0004

Perencanaan Pembangunan Pagar
Betom Kuburan Muslimin Kota
Bangun 1, dll. Sub Kegtatan
Pelakszanazn Urusan Pemnetittahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

BELANJA MODAL PERSONAL
COMPUTER (ACER
TRAVELMATE P214 CORE I5)
Sub. Kegiatan Pembinaan
Kerukunan Antar Suku dan Intra
Suku, Umat Beragama, Ras, dan
Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
Belanja Moda! Personal Computer
BELANJA MODAL
KENDARAAN BERMOTOR
PENUMPANG (RUSH 1.5 8§ AT
GR SPORT & RUSH 1.5 S M/T
GR SPORT) Sub Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan.
Belanja Modal Kendaraan
Bermotor Penumpang

Belanja Alat/Bahan Unmk
Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
Sub Kegtatan Penyediaan
Peralatan Rurnah Tangga

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
BELANJA MODAL
KENDARAAN BERMOTOR
ANGKUTAN BARANG
DAIHATSU GRAN MAX
PICKUP 1.5 ACPS MC Sub
Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan.
Belantja Modal Kendarzan
Bermotor Angkutan Barang
BELANJA MODAL PERSONAL
COMPUTER (Acer TravelMate
P214 (52) & MyPC One Pro 15
(852) MyPC) SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN PERALATAN
DAN PERLENGKAPAN
KANTOR

Belanja Medal Personal Computer
BELANJA MODAL
KENDARAAN BERMOTOR
BERODA DUA (SEPEDA
MOTOR CRF150L) Sub Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Belanja Modal Kendaraan
Bermotor Beroda Dua

31.984.650,00

30.000.000,00

553.300.000,00

49.332.000,00

153.000.000,00

261.000.000,00

362.310.940,00

31.984.650,00

30,000.000,00

553.300.000,00

49.332,000,00

153.000.000,00

261.000.000,00

362.310.940,00

31.984.650,00

0,00

30.000.000,00

0,00
553.300.000,00

0,00

49,332.000,00

0,00

153.000.000,00

0,00

261.000.000,00

0,00
362.310.940,00

0,00
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Tanggal No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1 2

3

4

5

6

r §

20081/L5/2023

5.2.2.10.02.0003

BELANJA MODAL
PERALATAN PERSONAL
COMPUTER (Epson DS-570W-IL
DS-501bt-35PPM-oneP-Witi) Sub
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Belanja Modal Peralatan Personal
Computer

23.600.000,00

23.600.000,00

23.600.000.00

0,00

Jumlah periode ini
Jumlah sampai periode |alu

Jumlah semua sampai periode ini

0,00
5.937.079.476,00

5.937.079.4786,00

0,00
5.937.079.476,00

5.937.079.476,00

Tenggarong, 04 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

A/HOFID N

NIP 19720701 200701 1 023
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU BELANJA LS
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo

1

2

3

4

5

7

30-11-2023
04-12-2023

20878/1.5/2023

20879/L5/2023

20880/11.5/2023

20881/1.5/2023

20882/1.5/2023

5.1.2.01.01.0052

5.1.2.05.01.0001

5.1.2.01.01.0030

5.1.2.01.01.0053

5.1.2.01.01.0058

Saldo Awal

Belanja Makanan dan Minuman
Rapat Kegiata MTQ Tingkat
Kabupaten Sub. Kegiatan
Pembinaan Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku, Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat

Belanja Hadiah yang Bersifat
Perlombaan Berupa Uang
Pembinaan Kegiatan MTQ Tingkat
Kabupaten Sub. Kegiatan
Pembinaan Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku, Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional

Belanja Hadiah yang Bersifat
Perlombaan

Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan
kantor-Perabot Kantor Kegiatan
MTQ Tingkat Kabupaten Sub.
Kegiatan Pembinaan Kerukunan
Antar Suku dan Intra Suku, Umat
Beragama, Ras, dan Golongan
Lainnya Guna Mewujudkan
Stabilitas Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional

Belanja AlavBahan untuk
Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
Belanja Makan Minum Jamuan
Tamu Kegiata MTQ Tingkat
Kabupaten Sub. Kegiatan
Pembinaan Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku, Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
Belanja Makanan dan Minuman
Jamuan Tamu

Belanja Makan Minum Aktivitas
Lapangan Kegiatan MTQ Tingkat
Kecamatan Sub. Kegiatan
Pembinaan Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku, Umat Beragama,
Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasional
Belanja Makanan dan Minuman
Aktivitas Lapangan

105.025.600,00

1.592.000.000,00

26.714.000,00

713.628.700,00

86.306.100,00

105.025.600,00

1.592.000.000,00

26.714.000,00

713.628.700,00

86.306.100,00

0,00
105.025.600,00

0,00

1.592.000.000,00

0.00

26.714.000,00

0.00

713.628.700,00

0,00

86.306.100,00
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-

Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

7

08-12-2023

14-12-2023

20883/1.5/2023

22911/LS/2023

22012/1.5/2023

25191/1L.5/2023

5.1.1.03.07.0001

5.1.1.03.07.0002

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.02.01.0003

5.1.2.02.01.0004

5.1.2.02.01.0037

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.003%

5.1.2.01.01.0039

Pembayaran Honorarium Kegiatan
MTQ Tingkat Kabupaten Sub.
Kegiatan Pembinaan Kerukunan
Aatar Suku dan Intra Suku, Umat
Beragama, Ras, dan Golongan
Lainnya Guna Mewujudkan
Stabilitas Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional

Belanja Honorarium
Penanggungjawaban Pengelola
Keuangan

Belanja Honorarium Pengadaan
Barang/Jasa

Belanja Barang untuk
Dijuab/Diserahkan kepada
Masyarakat

Honorarium Narasumber atau
Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia

Honorarivm Tim Pelaksanz
Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelzksana Kegiatan

Belanja Jasa Juri
Perlombaan/Pertandingan
BELANJA BARANG UNTUK.
DITUAL/DISERAHKAN
KEPADA MASYARAKAT
BERUPA TEMPAT SAMPAH
BESI 3 WARNA SUB.
KEGIATAN PELAKSANAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
YANG TERKAIT DENGAN
NONPERIZINAN

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

BELANJA BARANG UNTUK
DITUAL/DISERAHKAN
KEPADA MASYARAKAT
BEUPA BARANG FASILITASI
PENGOLAAN SAMPAH SIJB.
KEGIATAN PELAKSANAAN
URUSAN PEMERINTAITAN
YANG TERKAIT DENGAN
NONPERIZINAN

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PEMBANGUNAN JALAN
KECAMATAN KOTA BANGUN
RT.01 DESA WONOSARI Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

1.329.160.000,00

108.400.000,00

16.840.200,00

171.310.074,060

7.560.000,00

2.040.000,00

7.560.000,00

41.800.000,00

693.140.000,00

571.000.000,00

108.400.000,00

16.840.200,80

171.310.074,00

1.329.100.000,00

1.321.540.000,00

1.319.580.000,00

1.311.940.000,00

1.270.140.000,00

577.600.000,00

0,00

108.400,000,00

0,00

16.840.200,00

0,00

171.310.074,00

0,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

2

3

4

5

7

251924.58/2023

25194/L.5/2023

25196/1.5/2023

25197/L5/2023

25199/1.5/2023

25201/L.5/2023

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

SEMENISASI JALAN NANGEA
2 RT. 02 DESA WONOSARI
KECAMATAN XOTA BANGUN
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain vang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

LANTUTAN SEMENISASIJL.
PETINGGI SEBA RT. 06 Sub
Kegiatan Pelaksanazan Urusan
Pemerintahan yang Tetkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserabkan kepada
Masyarakat

LANJUTAN SEMENISASI .. M
AMIN RT. 07 Sub Kegiatant
Pelaksanaan Umsan Pemerintahan
vang Tetkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PEMASANGAN TURAF DAN
TIMBUNAN JALAN RT. 05
DESA WONOSARI
KECAMATAN KOTA BANGUN
Suh Kegiatan Pelaksanzan Urnsan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Disershkan kepada
Masyarakat

LANJUTAN SEMENISASI
JALAN RT 007 DUSUN
HIKMAH DESA SUKA BUMI
Sub Kegiatan Pelaksanaan Trusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat
SEMENISASIJL.KH
DEWANTARA RT.07 Sub
Kegiatan Pelaksanaan Unusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Disevahkan kepada
Masyarakat

171.310.074,00

171.162.266,00

170.829.266,00

171.310.024,00

170.860.057,00

171.162.266,00

171.310.074,00

171.162.266,00

170.829.266,00

171.310.024,00

170.860.057,00

171.162.266,00

171.310.074,00

0,00

171.162.266,00

0,00

170.829.266,00

0,00

171.310.024,00

0,00

170.860.057,00

0,00

171.162.266,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uralan

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

7

25202/1.5/2023

25203/1L.5/2023

25204/1.5/2023

25205/1.5/2023

TR

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5,1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

PENGERASAN JALAN
BRENGIT, KAB. KUTAI
KARTANEGARA KEL.SARI
NADI Sub Kegiatan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahltan kepada
Masyarakat

PEMBANGUNAN JALAN
KECAMATAN KOTA BANGUN
RT.09 DUSUN SIDOMULYO
DESA SARINADIKEC. KOTA
BANGUN DARAT Sub Kegiatan
Pelaksanaan Ffrusan Pemerintahan
vang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENGADAAN BELANJA
ALAT/BAHAN UNTUK
KEGIATAN
KANTOR-PERABOT KANTOR
BERUPA PERLENGKAPAN
LOMBA SUB. KEGIATAN
PEMBENAAN KERUKUNAN
ANTAR SUKU DAN INTRA
SUKU, UMAT BERAGAMA,
RAS, DAN GOLONGAN
LAINNYA GUNA
MEWUJUDKAN STABILITAS
KEAMANAN LOKATL,
REGIONAL

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

BELANJA BARANG UNTUK
DITUAL/DISERAHKAN
KEPADA MASYARAKAT
BERUPA PAPAN NAMA
KATFILAH MTQ 20
KECAMATAN SUB.
KEGIATAN PEMBINAAN
KERUKUNAN ANTAR SUKU
DAN INTRA SUKYU, UMAT
BERAGAMA, RAS, DAN
GOLONGAN LATNNYA GUNA
MEWUIUDKAN STABILITAS
KEAMANAN LOKAL, REGE
Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

171.245.716,00

171.137.557,00

17.450.000,00

15.980.000,00

171.245.716,00

171.137.557,00

17.450.000,00

15.980.000,60

171.245.716,00

0,00

171.137.557,00

0,00

17.450.060,00

0,00

15.980.000,00

0,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

7

25206/LS/2023

25208/L5/2023

25209/L.5/2023

25210/L5/2023

5.1.2.02.01.0039

5.1.2.02.04.0035

5,1.2.01.01.0027

5.1.2.01.01.0029

5.2.2.02.01.0006

BELANJA JASA TENAGA
INFORMASI DAN TEKNOLOGI
BERUPA DOKUMENTASI
KEGIATAN MTQ SUB.
KEGIATAN PEMBINAAN
KERUKUNAN ANTAR SUKU
DAN INTRA SURU, UMAT
BERAGAMA, RAS, DAN
GOLONGAN LAINNYA GUNA
MEWLIUDKAN STABHITAS
KEAMANAN LOKAL,
REGIONATL, DAN NASIONAL
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan
Teknologi

SEWA KENDARAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
INSIDENTIL BERUPA SEWA
MOBIL SAMPAH SUB.
KEGIATAN PEMBINAAN
KERUKUNAN ANTAR SUKU
DAN INTRA SUKU, UMAT
BERAGAMA, RAS, PAN
GOLONGAN LAINNYA GUNA
MEWUJUDKAN STABILITAS
KEAMANAN LOKAL,
REGIONAL, DAN NASIONAL
Belanja Sewa Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan

BELANJA ALAT/BAHAN
UNTUK KEGIATAN
KANTOR-BENDA POS DAN
BAHAN KOMPUTER
KEGIATAN MTQ KABUPATEN
SUB. KEGIATAN PEMBINAAN
KERUKUNAN ANTAR SUKU
DAN INTRA SUKU, UMAT
BERAGAMA, RAS, DAN
GOLONGAN LAINNYA GUNA
MEWUJUDKAN STABILITAS
KEAMANAN LOKAL,
REGIONAL, DA

Belanja Alat/Baban untuk
Kegiatan Kantor-Benda Pos
Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
PENGADAAN ARMADA
ANGKUTAN SAMPAHRODA 3
UNTUK 18 DESA (Perkasa 200cc
Radiator Cargo Standard Plat Extra
Power Gas Spring) Sub Kegiatan
Pelaksanaan TUnisan Pemerntahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanjz Modal Kendaraan
Bermotor Khusus

17.500.000,00

25.200.0600,00

22.875.000,00

495.000.000,00

17.500.000,00

25.200.000,00

15.000.000,00

7.875.000,00

496.000,000,00

17.500.000,00

0,00

25.200.000,00

0,00

22.875.000,00

7.875.600,00
0,60

496.000.000,00

0,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

7

18-12-2023

26444/1.5/2023

26445/L.5/2023

26446/1.5/2023

26447/L8/2023

26448/L.5/2023

26449/1.8/2023

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

PEMBANGUNAN/PENINGKAT
AN JAL AN LINGKUNGAN
PERUMALIAN DAN
PERMUKIMAN (LEBAR JALAN
4 METER) RT.09 DAN RT.010
DESA SUMBER SARI
KEC.KOTA BANGUN DARAT
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkart

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENINGKATAN/ SEMENISASI
JALAN PEPAYA 2 DESA
WONOSARI RT 02 Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urisan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Bavang untuk
Dijual/Diserattkan kepada
Masyarakat

PENINGKATAN/ SEMENISASI
TALAN KUBURAN DESA
WONOSARIRT 01 Sub Kegiatan
Pelaksanaan Unisan Pemerintaban
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilirepahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat
SEMENISASIVGANGRT.14
DESA SARINADI KOTA
BANGUN DARAT Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urnsan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

LANFUTAN SEMENISASI
JALAN RT.019 DESAKOTA
BANGUN H Sub Kegiatan
Pelaksanaan Umsan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

LANJUTAN SEMENISASI
JALAN RT.010 DESA KOTA
BANGUN II Sub Kegiatant
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang tuntuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

171.155.962,00

171.162.266,00

170.829.266,00

171.162.266,00

171.234.679,00

171.235.615,060

171.155,962,00

171.162.266,00

170.829.266,00

171.162.266,00

171.234.679,00

171.235.615,00

171.155.962,00

0,00

171.162.266,00

0,00

170.829.266,00

0,00

171.162.266,00

0,00

171.234.679,00

0,00

171.235.615,60

0,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Deabet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

7

26450/1.5/2023

26451/L.8/2023

26452/L5/2023

26453/1.5/2023

26454/1.5/2023

26455/L5/2023

5.1.2.01.01.003%

5.1.2.01.01.0039

I

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

PEMBANGUNAN/PENINGKAT
AN JALAN LINGKUNGAN
PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN (LEBAR JALAN
4 METER) DESA KOTA
BANGUN I RT.016 Sub Kegiatan
Pelaksanzan Unisan Pemetintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PEMBANGUNAN DRAINASE
JALAN DESA RT.16 DESA
KOTA BANGUN I Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urasan Pemerintatum
yang Tetkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

LANJUTAN SEMENISASE
JALAN RT.15 DESA. KOTA
BANGUN 2KEC.KOTA
BANGUN DARAT Sub Keglatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahfan kepada
Masyarakat

SEMENISASI JALAN RT. 03
DESAKOTA BANGUNII
KECAMATAN KOTA BANGUN
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untul
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENINGKATAN
BADAN/AGREGAT JALAN RT
2 DESA KOTA BANGUN 3,
KAB KUTAI KARTANEGARA
KELKOTA BANGUN 1II Sub
Kegiatan Pelaksanaan Tfrusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

NORMALISASI PARIT SAWAH
KEDANG JADI RT. 19 DESA
KOTA BANGUN II Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

171.245.779,00

127.664.466,00

171.211,000,00

171.269.521,00

171.200.000,00

171.230.229,0¢

171.245.779,00

127.664.466,00

171.211.000,00

171.269.521,00

171.200.000,00

171.230.229,00

171.245.779,00

0,00

127.664.466,00

0,00

171.211.000,00

0,00

171.269.521,00

0,00

171.200.000,60

0,60

171.230.229,00

0,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

7

26456/L.5/2023

26457/L5/2023

26458/1.5/2023

26460/L.5/2023

26463/L5/2023

264651812023

5.1.2.01.01,0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

NORMALISASI ANAK SUNGAIT
MERAH DI DESA KOTA
BANGUN2 KOTA BANGUN
DARAT, KAB KUTAI
KARTANEGARAKELKOTA
BANGUN 2 Sub Kegiatan
Pelaksanaan Trusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

SEMENISASI JALAN DESA RT
10 DESA KOTA BANGUNTII
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Bijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENGURUGAN DAN
PERATAAN HAT AMAN
SEKOLAT SDN 026 KOTA
BANGUN DARAT Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pemetintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Difimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

LANIJUTAN PERKERASAN
JALAN USAHA TANIKOPTAN
BUMI JAYA RT. 03 DESA
SUMBER SART Sub Kegiatan
Pelaksanamm Urmsan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

SEMENISASI JALAN
PEMUKIMAN RT.11 DESA
KOTA BANGUN I Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urisan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserabkan kepada
Masyarakat

PEMBANGUNAN SALURAN
GORONG-GORONG
KECAMATAN KOTA BANGUN
DESA KOTA BANGUNLRT 12
DUSUN TEGAL ARUM Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

127.500.000,00

171.201.375,00

84.053.099,00

171.190.002,00

171.184.669,00

171.107.025,00

127.500.000,00

171.201.379,00

84.053.099,00

171.150.902,00

171.184.669,00

171.107.025,00

127.500.000,00

0,00

171.201.375,00

0,00

84.053.099,00

0,00

171.190.002,00

0,00

171.184.669,00

0,00

171.107.625,00

0,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uralan

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

7

26468/L.52023

26470/L5/2023

26471/L.8/2023

26472/L.8/2023

26473/1.5/2023

26474/1L.5/2023

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

51.2.01.01.003%

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

PEMBANGUNAN SALURAN
GORONG-GORONG
KECAMATAN KOTA BANGUN
DESA KOTA BANGUNI RT 01
DUSUN TAMBAH REIO Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urnsan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENINGKATAN JLN USAHA
TANI KARYA JAYA
(AGREGAT) DESA SEDULANG
Sub Kegilatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Tetkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang natuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

SEMENISASI JALAN RT. 04
DESA SUKA BUMI, KAB.
KUTAI KARTANEGARA
KEL.SUKA BUMI Sub Kegistan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahlkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat
PENINGEKATAN/PEMELTHARA
AN JALAN DESA SUKA BUMI,
KECAMATAN KOTA
BANGUN, KAB, KUTAI
KARTANEGARA Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PEMBANGUNAN JALAN
KECAMATAN KOTA BANGUN
DESA SUKABUMI RT 03 Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpabkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENINGKATAN JALAN DESA
BENUA BARU Sub Kegiatan
Pelaksanaan Unisan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkkan

Belanja Barang unmk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

171.156.439,00

171.156.916,00

171.162.266,00

187.897.495,00

171.112.311,00

171.162.265,00

171.156.489,00

171.156.916,00

171.162.266,00

187.897.495,00

171.112.311,00

171.162.266,00

171.156.489,00

0,00

171.156.916,00

0,00

171.162.266,00

0,00

187.897.495,00

0,00

171.112.311,00

0,00

171.162.266,00

0,00
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Tanggal

No Bukfi

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

7

26475/L.5/2023

26476/1L.8/2023

26477/L5/2023

26478/1.5/2023

26479/1.5/2023

26480/L5/2023

26481/1.5/2023

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0839

5.1.2.01.01.0039

3.1.2.01.01.0039

5.1,2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

NORMALISASI ANAK SUNGAI
KANDUANG RAYA DESA
KEDANG IPIL KOTA BANGUN
DARAT, KAB KUTAI
KARTANEGARA KELKEDANG
IPIL Sub Kegiatan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

SEMENISASI JL. PETINGGI
SINGKIK RT. 04 Sub Kegiatan
Pelaksanizan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserabkan kepada
Masyarakat

SEMENISASI JALAN MENUIU
TK TBT Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urnsan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Difual/Diserahkan kepada
Masyarakat

AGREGAT / PENGERASAN
JALANRT .01 DESA KEDANG
IPIL Sub Xegiatan Pelaksonaan
Urusan Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENINGKATAN JAL AN DESA
KEDANG IPIL Sub Kegiatan
Pelaksanaan Umsan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENINGKATAN PARIT JALAN
POROS TEMBUSKE BLOK A
DESA KOTA BANGUN IIT Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintaban yang Terkait dengan
Kewenangun Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENURAPAN JALAN
(BETON/PASANGAN BATU)
DESA KOTA BANGUN HIRT 4
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urnsan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserabkan kepada
Masyarakat

171.157.457,00

171.162.266,00

171.162.266,00

171.055.236,00

171.162.400,00

84.027.715,00

171.215,054,00

171.157.457,00

171.162.266,00

171.162.266,00

171.055.236,00

171.162.400,00

84.027.715,00

171.215.054,00

171.157.457,00

0,60

171.162.266,00

0,00

171.162.266,00

0,00

171.055.236,00

0,00

171.162.400,60

0,00

84.027.715,00

0,08

171.215.054,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uralan

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

7

19-12-2023

21-12-2023

26482/1.5/2023

26483/L.8/2023

26434/L.5/2023

27318/L.5/2023

273201.5/2023

29490/1.5/2023

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.003%

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0064

5.1.2.01.01.0064

5.1,2.04.01.0003

SEMENISASE JALAN DESA RT
2 DESA KOTA BANGUN I Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urnisan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat
NORMALISASIPARIT
PERSAWAHAN DESA SUMBER
SARI KEC. KOTA BANGUN
DARAT Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urisan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Biserzhkan kepada
Masyarakat
PEMBANGUNAN/PENINGKAT
AN JALAN LINGKUNGAN
PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN (LEBAR JALAN
4 METER) DESA SUMBER
SARIRT 003 KECAMATAN
KOTA BANGUN DARAT Sub
Kegiatan Pelaksanaan Unusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

BELANJA PAKATAN DINAS
LAPANGAN (PDL) SUB.
KEGIATAN PENINGKATAN
EFEKTIFITAS KEGIATAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN

Belanja Pakaian Dinas ¥ apangan
(FDL)

BELANJA PAKATAN DINAS
LAPANGAN (PDL) KEGIATAN
LINMAS SUB. KEGIATAN
PENINGKATAN EFEKTIFITAS
KEGIATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN

Belanja Pakaian Dinas Lapangan
(PDL}

Belanja Biaya Perjalanan dinas
Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten
dengan Jumnlah 48 SPED, Sub.
Kegiatan Pembinaan Kerukunan
Antar Sukn dan Intra Suku, Umat
Beragama, Ras, dan Golongan
Lainnyaz Guna Mewujudkan
Stabilitas Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasion

Belanja Petjalanan Dinas Dalam
Kota

171.228.098,00

171.100.010,00

171.155.962,00

65.775.000,00

46.375.000,00

49.470.000,00

171.228.098,00

171.100.010,00

171.155.962,00

65.775.000,00

46.375.000,00

49.470.000,00

171.228.098,00

0,00

171.100.010,06

0,00

171.155.962,00

0,00

65.775.000,00

0,00

46.375.000,00

0,00

49.470.000,00

0,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uralan

Debet

Kredit

Saldo

2

3

4

5

7

27-12-2023

254%1/1.5/2023

29492/1 S5/2023

29493/1.5/2023

29494/1.5/2023

31477/LS/2023

5.1.1.03.07.0001

5.1.2.01.01.0024

5.1.2.01.01.0025

5.1.2.01.01.0029

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5,1.2.01.01.0039

Belanja Honorarium Bulanan
Penanggungjawaban Pengelola
Keuangan sesuai daftar terlampir.
Sub, Kegiatan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanas/ Triwulanan/ Semesteran
SKPD

Belanja Honorarium
Penanggungiawaban Pengelola
Keuangan

BELANJA ALAT/BAHAN
UNTUE KEGIATAN KANTOR-
KERTAS-COVER DAN
COMPUTER Sub, Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pernerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan,

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor- Kettas dan
Cover

Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
BELANJA BARANG UNTUK
DIUAL/MDISERAHKAN
KEPADA MASYARAKAT
{Pakaian Kaos Horian Kafilah)
Sub. Kegiatan Pembinaan
Kerukunan Antar Suku dan Intrea
Suku, Umat Beragama, Ras, dag
Golongan Lainnya Guna
Mewnjudkan Stabilitas Keamanan
Lokal, Regional, dan Nasi

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Biaya Belanja Honorarium Pejabat
Pengadaan Barang/Jasa sebanyak
112 Paket, Kegintan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat Sub.
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintaban yang Terkait dengan
Kewenangan Eain yang
Dilimpahkan.

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

LANJUTAN SEMENISASI
JALAN PETINGGI SAMEN RT.
09 DESA KEDANG IPIL
KECAMATAN KOTA BANGUN
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerimahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

28.740.000,00

46.144.740,00

12.480.000,00

76.160.000,00

170.829.266,00

28.740.000,00

5.119.876,00

22.785.000,00

18.239.864,00

12.480.000,00

76.160.000,00

170.829.266,00

28.740.000,60

0,00

46.144.740,00

41.024.864,00

18.239.864,00

0,00

12.430.000,00

0,00

76.160.000,00

0,00

170.829.266,00

0,00
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Tanggal

No Buktl

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

7

31480/L.5/2023

31483/L.5/2023

31496/1.5/2023

31499/L5/2023

315063/L.5/2023

31507/0.8/2023

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

PEMBANGUNAN JAT AN
KECAMATAN KOTA BANGUN
JALAN ANTAR DUSUN
KANDUA RAYA DAN DUSUN
KETAPANG DESA KEDANG
IPIL Sub Kegiatan Pelaksanaan
‘Urusan Pemerintahar yang Terkait
dengan Kewenangan Lain yang
Difimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Disershkan kepada
Masyarakat

PEMBANGUNAN JALAN
KECAMATAN KOTA BANGUN
JL. UMARRT. 12 DUSUN
KETAPANG DESA KEDANG
IPIL Sub Kegiatan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belnanja Barang untuk
Dijual/Diseratikan kepadz
Masyarakat

DRAINASE JALAN
LINGKUNGAN
(BETON/PASANGAN BATU)
JL.SARAWANA KATON RT.003
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang uniuk
Dijuab/Diserabkan kepada
Masyarakat

PEMBUATAN SALURAN
DRAINASE RT. 03 DESA
BENUA BARIJ Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Difual/Diserahkan kepada
Masyarakat

SEMENISASI HAL AMAN
MASIID SABILUL MUTAQIN
DESA BENUA BARU Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpakkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepadz
Masyarakat

SEMENISASI JLN SARAWANA
KATON RT 93 DESA BENUA
BARU Sub Kegiatan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang unmk
Dijual/Diserahican kepada
Masyarakat

171.162.400,00

171.162.534,00

170.929.540,00

171.209.962,00

171.087.468,00

171.162.266,60

171.162.400,00

171.162.534,00

170.929.540,00

171.205.962,00

171.087.468,00

171.162.266,00

171.162.400,00

0,00

171.162.534,00

0,00

170.929.540,60

,00

171.209.962,00

0,00

171.087.468,00

0,00

171.162.266,00

0,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

7

31510/1.5/2023

31515/L.5/2023

31527/L.5/2023

31535/L5/2023

31540/L5/2023

31543/L.82023

5.1.2.01.01.003%

5.1.2.01.01.003¢

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

PEMBANGUNAN/PENINGKAT
AN JEMBATAN ULIN
PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN (LEBAR JALAN
4 METER) RT.3 DESA BENUA
BARU Sub Kegiatan Pelaksanaan
Utnsan Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangen Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

LANJUTAN PENINGKATAN
JALAN USAHA TANIRT 006
DESA SUKABUMI
KECAMATAN KOTA BANGUN
DARAT Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimrpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PEMBANGUNAN JALAN
KECAMATAN KOTA BANGUN
DESA SUKABUMI RT 07 Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belmja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

SEMENISASI JALAN
LINGKUNGAN RT.007 DESA
SUKABUMI KOTA BANGUN
DARAT Sub Kegiatan
Pelaksanaan Utusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Disesahkan kepada
Masyarakat

SEMENISASI JALAN
LINGKUNGAN RT.05 DESA
SUKABUMI KOTA BANGUN
DARAT Sub Kegiatan
Pelaksanaan Unusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanjz Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

SEMENISASI JALAN
LINGKUNGAN RT.07 DESA
SUKABUMI KOTA BANGUN
DARAT Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Peraerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkem kepada
Masyarakat

171.007.166,00

127.487.839,00

171.162.266,00

127.551.726,00

171.162.266,00

171.162.266,00

171.007.166,00

127.487.839,00

171.162.266,00

127.551.726,00

171.162.266,60

171.162.266,00

171.007.166,00

0,00

127.487.839,00

0,00

171.162.266,00

0,08

127.551.726,00

0,00

171.162.266,00

0,00

171.162.266,00

0,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uralan

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

7

31546/L.5/2023

31549/1.8/2023

31553/1.5/2023

31556/L.5/2023

31820/1.5/2023

31823/15/2023

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1,2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.61.0039

PENINGKATAN/PEMELIHARA
AN JALAN KECAMATAN
KOTA BANGUN DESA
SEDULANG RT.001 DAN
RT.002 Sub Kegiatan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

SEMENISASI JALAN RT 02
DESA SEDULANG
KECAMATAN KOTA BANGUN
DARAT Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urasen Pemetintahan
vang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belania Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat
PENINGKATAN/PEMELIHARA
AN JEMBATAN KECAMATAN
KOTA BANGUN DESA
SEDULANG RT.001 Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urisan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Djserahkan kepada
Masyarakat

PEMBANGUNAN JALAN
KECAMATAN KOTA BANGUN
RT.07 DUSUN SIDOMULYO
DESA SARINADI, KEC. KOTA
BANGUN DARAT Sub Kegiatan
Pelaksanamn Urusan Pemerintahagn
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat
SEMENISASIJALANRT. 12
DESA KOTA BANGUN I
KECAMATAN KOTA BANGUN
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENINGKATAN JALAN DESA
KOTA BANGUN HI Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemetintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

171.136.846,00

171.162.266,00

171.008.356,00

171.137.557,00

171.242.691,09

171.251.464,00

171.136.846,00

171.162.266,00

171.008.356,00

171.137.557,00

171.242.691,00

171.251.464,00

171.136.846,00

0,00

171.162.266,00

0,00

171.008.356,00

0,00

171.137.551,06

0,00

171.242.691,00

0,00

171.251.464,00

0,08
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

7

31827/L.5/2023

31830/L5/2023

31832/L.5/2023

31834/L.5/2023

31837/L5/2023

31839/L5/2023

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0035

5,1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.003%

5.1.2.01.01.003%

5.1.2.01.01.0039

LANJUTAN SEMENISASIRT 11
DESA KOTA BANGUN Il KEC
KOTA BANGUN DARAT Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Tetkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Discrabilcan kepada
Masyarakat

SEMENISASI JALAN MADIYA
UTAMA DIKOTABANGUN 2
DESA KOTA BANGUN 2 KAB.
KUTAI KARTANEGARA Sub
Kegiatan Pefaksanaan Urisan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
DijualDiserahkan kepada
Masyarakar
PEMBANGUNAN/PENINGKAT
AN JALAN LINGKUNGAN
PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN (LEBAR JALAN
4 MEYER) DESA KOTA
BANGUN II RT.006 Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

LANTUTAN SEMENISASI
JALAN RT. 03 Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

SEMENISASI JALAN DESA
KOTA BANGUN II Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pernerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENURAPAN JLN DESA RT. 20
DESA KOTA BANGUNII Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang nntuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

84.052.879,00

100.858.765,00

171.254.636,60

171.269.521,00

171.196.045,00

171.208.818,00

84.052.879,00

100.858.765,00

171.254.636,00

171.269.521,00

171.196.045,00

171.208.318,00

84.052.879,00

100.858.765,00

0,00

171.254.636,00

0,00

171,269.521,00

0,00

171.196.045,00

0,00

171.208.818,00

0,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Szldo

1

2

3

4

5

7

31840/L5/2023

31842/L.5/2023

32116/1.5/2023

321221.5/2023

32126/1.5/2023

32130/LS/2023

32134/1.5/2023

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.9039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.6039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.003%

PENURAPAN JALAN
(BETON/PASANGAN BATU)
DESA KOTABANGUNIIIRT
14 Sub Kegiatan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENINGKATAN JALAN RT 003
DESA KOTA BANGUN I Sub
Kegiatan Pelaksanasn Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain vang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Disershkan kepada
Masyarakat

PEMBANGUNAN PAGAR
BETON KUBURAN MUSLIMIN
KOTA BANGUN 3 Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urasan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PEMBANGUNAN PAGAR
BETON KUBURAN MUSLIMIN
KOTA BANGUN 1 Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PEMBANGUNAN KANTOR
SEKRETARIAT KARANG
TARUNA DESA KOTA
BANGUN III Sub Kegiatan
Pelaksanaen Urusan Pemerintazhan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserabkkan kepata
Masyarakat

SEMENISASI JALAN
PEMUKIMAN RT.04 DESA
KOTA BANGHIN I Sub Kegiatan
Pelaksansan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijunl/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENINGKATAN JALAN DESA
KOTA BANGUN I Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urasan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpzhkan

Belanja Barang untuk
Difual/Diserahkan kepada
Masyarakat

171.223.662,00

171.242.691,00

160.376.860,00

161.545.721,00

170.847.792,00

171.220.002,00

171.229.521,00

171.223.062,00

171.242.691,00

160.376.800,00

161.545.721,00

170.847.792,00

171.220.002,00

171.229.521,00

171.223 062,00

0,00

171.242.651,00

0,00

160.376.800,00

0,00

161.545.721,00

0,00

170.847.792,00

0,00

171.220.002,00

0,00

171.229.521,00

Printed By SIMDA-NG | 17/24




Tanggal

No Bukdti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

7

32138/L.572023

32141/L.5/2023

32144/1.5/2023

32148/1.5/2023

32151/L.5/2023

32153/1.5/2023

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.003%

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.91.003%

5.1.2.01.01.0039

SEMENISASI/ PENGERASAN
JALAN RT 002 DESA SUMBER
SARI Sub Kegiatan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang Terkait
tlengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diseratkan kepada
Masyarakat

PERKERASAN JALAN DESA
DESA SUMBER SARI RT. 009
KEC. KOTA BANGUN Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PEMBANGUNAN TURAP
KECAMATAN KOTA BANGUN
JALAN PGROS DESA
WONDSARI KE DESA

KEDANG IPIL KECAMATAN
KOTA BANGUN DARAT Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

SEMENISASI JALAN GANG
RT. 06 DESA SARI NADI Sub
Kegiatan Pelaksanaan Unusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijal/Diserahkan kepada
Masyarakat
SEMENISASI/GANG RT.07
DESA SARINADI KOTA
BANGUN DARAT Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepadz
Masyarakat

PENINGKATAN JALAN RT 009
DESA SARINADI Sub Kegiatan
Pelaksartaan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Tiserahkan kepada
Masyarakat

171.245.883 00

171.184.000,00

171.154.178,80

171.162.266,00

171.162.266,00

171.162.266,00

171.245.883,60

171.184.200,00

171.154.178,00

171.162.266,00

171.162.266,00

171.162.266,00

171.245.883,00

0,00

171.184.000,00

0,00

171.154.178,00

0,00

171.162.266,00

0,00

171.162.266,00

0,00

171.162.266,00

0,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

7

28-12-203

32155/L.512023

32846/L.5/2023

32848/1.5/2023

32849/1.5/2023

32850/L.5/2023

32851/L5/2023

5.1.2.01.01.0039

5,1.2.01.01.003%

5.1.2.02.04.0037

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.003%

PENINGKATAN JALAN DESA
SARINADI Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijnal/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENGAWASAN SEMENISASI
JL. PETINGGI SINGKIK RT.
04,PENGAWASAN
SEMENISASIJL. KH
DEWANTARA
RT.07,PENGAWASAN
SEMENISASI

JALANA MENUIJUA TKA TBT
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

BELANJA SEWA KENDARAAN
BERMOTOR ANGKUTAN
BARANG (Sewa Mobil PickUp)
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait dengan
Nonperizinan

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Angkutan Barang
PENGAWASAN SEMENISASI/
PENGERASAN JALAN RT 002
DESA SUMBER SARI DLL Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENGAWASAN
PEMBANGUNAN EANTOR
SEKRETARIAT KARANG
TARUNA DESA KOTA
BANGUN III DLL Sub Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Permerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Difual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENGAWASAN SEMENISASI
JALAN PEMUKIMAN RT.11
DESAKOTA BANGUNIDLL
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

171.162.266,00

28.796.730,00

59.340.000,00

38.399.340,00

52.641.750,00

38.369.340,00

171.162.266,00

28.796.730,00

59.340.000,00

38.399.340,00

52.641.750,00

38.399.340,00

171.162.266,00

0,00

28.796.730,00

0,00

59.340.000,00

0,00

38.399.340,60

0,00

52.641.750,00

0,00

38.399.340,00

0,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

7

32852/L.5/2023

32853/L.8/2023

32854/L.5/2023

32855/L.5/2023

32856/L5/2023

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.003%

PENGAWASAN LANJUTAN
SEMENISASIRT. 11 DESA
KOTA BANGUN Il KEC, KOTA
BANGUN DARAT DLL Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkajt dengan
Kewenangan Lain yang
Ditimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

SEMENISASI JALAN DESA
DESA SUMBER SARI RT. 012
KEC. KOTA BANGUN DARAT
KAB. KUTAI KARTANEGARA
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENGAWASAN NORMATISASI
PARIT PERSAWAHAN DESA
SUMBER SARI KEC. KOTA
BANGUN DARAT DLL Sub
Kegiatan Pelaksanaan Hrusan
Pemerittahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diseratkan kepada
Masyarakat

PENGAWASAN AGREGAT /
PENGERASAN JALAN RT .01
DESA KEDANG IPIL DLL Sub
Kegiatan Pelaksanann Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENGAWASAN LANJUTAN
SEMENISASI JALAN RT.003
DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan
‘Urusan Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanfa Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

52.725,000,60

171.195.000,00

28.7717.500,00

38.394.900,00

57.442.500,00

52.725.000,00

171.195.006,00

28.777.500,00

38.394.900,00

57.442.500,00

52.725.600,00

0,00

171.195.000,60

0,00

28.777.500,60

0,00

38.394.900,00

0,08

57.442.500,00

0,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

7

32857/L.5/2023

32858/L5/2023

32859/1.5/2023

32860/L5/2023

32861/1.5/2023

32862/L.5/2023

5.1.2.01.01.0039

3.1.2.01.01.0039

5.1.2.02.05.0001

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

PENGAWASAN
PEMBANGUNAN PAGAR
BETOM KUBURAN MUSLIMIN
KOTA BANGUN
1,PENGAWASAN
PEMBANGUNAN PAGAR
BETOM KUBURAN MUSLIMIN
KOTA BANGUN 3 Suob Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untul
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

SEMENISASI JALAN BLOK A
DESA KOTA BANGUN I Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Biaya Sewa Rumah Dinas Jabatan
Kasi. PMD Kecamatan Kota
Bangpun Darat Tahun 2023, Sub
Kegiatan Pengadasn Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Belanja Sewn Bangunan Gedung
Kantor

PENGAWASAN
PEMASANGAN TURAP DAN
TIMBUNAN JALAN RT. 05
DESA WONOSARI
KECAMATAN KOTA BANGUN
DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan
Ursan Pemerintzhan yang Terkait
dengan Kewenangan Lain yang
Ditimpahkan

Belanja Barang untuk
DijuatDiserahkan kepada
Masyarakat

SEMENISAS] JALAN DESA RT
13 DESA KOTABANGUN I
Sub Kegiatan Pelzksanaan Urusan
Pemerintzhan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENGAWASAN
PENINGKATAN JALAN RT 009
DESA SARINADI DLL Sub
Kegiatan Pelaksanazn Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

19.191.900,00

127.683.264,00

20.200.000,00

28.793.400,00

171.282.454,00

38.394.900,00

19.191.900,00

127.683.264,00

20.206.000,00

28.793.400,60

171.282.454,00

38.394.500,00

19.191.900,00

0,860

127.683.264,00

0,00

20.200.000,00

0,00

28.793.400,00

0,00

171.282.454.60

0,00

38.394.500,00

0,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

7

32863/L.5/2023

32864/1.5/2023

32865/1.5/2023

32867/L.5/2023

32868/L.5/2023

32869/L5/2023

5.1.2.02.05.0001

5.1.2.01.01.003%

5.1.2.01.01.0039

5,1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.02.05.0001

Biaya Sewa Rumah Dinas Jabatan
Kasi, Keamanan dan Ketertiban
Kecamatan Kota Bangun Darat
Tahun 2023. Sub Kegiatan
Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Belanja Sewa Bangunan Gedung
Kantor

PENINGKATAN JALAN POROS
TEMBUS KE BLOK A DESA
KOTA BANGUN III Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENGAWASAN
PEMBANGUNAN JALAN
KECAMATAN KOTA BANGUN
RT.07 DUSUN SIDOMULYO
DESA SARINADIDLL Sub
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintzhan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENGAWASAN NORMALISAS]
ANAK SUNGATKANDUANG
RAYA DESA KEDANG IPIL
KOTA BANGUN PARAT DLL
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahlcan

Belartja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENGAWASAN SEMENISASI
JALANRT 02 DESA
SEDULANG KECAMATAN
KOTA BANGUN DARAT DLL
Sub Kegiatan Pelaksanzan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Biaya Sewa Rumah Dinas Jabatan
Kasi. Pemerintahan Kecamatan
Kota Bangun Darat Tahun 2023,
Stib Kegtatan Pengadaan Gedung
Kantor atau Bangunan Laimmya
Belanja Sewa Bangunan Gedong
Kantor

20.200.000,00

171.267.830,00

38.394.900,00

38.394.900,00

38.394.900,00

20.200.000,00

20.200.600,00

171.267.830,00

38.394.900,00

38.394.900,00

38.394.900,00

20.200.000,00

20.200.000,60

0,00

171.267.830,00

0,00

38.394.900,60

0,00

38.394.900,00

0,00

38.394.900,00

0,00

260.200.000,00

0,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uralan

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

5

6

7

32870/L5/2023

32871/L5/2023

32872/L.5/2023

32873/1.5/2023

32874/1.5/2023

32875/1.5/2023

5.1,2.01.01.003%

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.02.05.0001

5.1.2.01.01.003%

5.1.2.02.05.0001

PENGAWASAN SEMENISASI
JALANRT. (4 DESA SUKA
BUMIDLL SubKegiatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENGAWASAN
PEMBANGUNAN JALAN
KECAMATAN KOTA BANGUN
DESA SUKABUMIRT 03 DLL
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belattja Barang untuk
Dijual/Diserahikan kepada
Masyarakat

PENGAWASAN
PEMBANGUNAN/PENINGKAT
AN JALAN LINGKUNGAN
PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN (LEBAR JALAN
4 METER) RT.09 DAN RT.010
DESA SUMBER SARI
KECKOTA BANGUN DARAT
DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangan Lain yang
Dili

Belanja Barang untuk
Dijual/Disetabkan kepada
Masyarakat

Biaya Sewa Rumah Dinas Jabatan
Kasi. Pelayanan Umum
Kecamatan Kota Bangun Darat
Tahun 2023, Sub Kegiatan
Pengadaan Gedung Kantor atan
Bangunan Lainnya

Belanja Sewa Bangunan Gedung
Kantor

PENGAWASAN LANJUTAN
PENINGKATAN JALAN
USAHA TANI RT 806 DESA
SUKABUMI KECAMATAN
KOTA BANGUN DARAT DLL
Sub Kegiatan Pelaksanaan Uusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Biaya Sewa Rumah Dinas Jabatan
Kasi, Kesefahteraan Sosial
Kecamatan Kota Bangun Darat
Tahun 2023, Sub Kegiatan
Pengadaan Gedung Kantor atan
Barngunan Lainnya

Belanja Sewa Bangunan Gedung
Kantor

28.796.730,00

37.191.660,00

28.787.850,00

20.200.000,00

35.995.080,00

20.200.000,00

28.796.730,00

37.191.660,00

28,787.850,00

20.200.000,00

35.995.080,00

20.200.000,00

28.796.730,00

0,00

37.191.660,00

0,00

28.787.850,00

0,00

20.200.006,00

0,00

35.995.080,00

0,00

20.200.000,00

0,00
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Tanggal No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1 2

3

4

5

7

32876/1.5/2023

32877/LS/2023

32878/LS/2023

32879/L.S/2023

32880/1.S/2023

32881/L.5/2023

Jumlah periode ini

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.01.01.0039

5.1.2.02.05.0001

5.1.2.02.05.0001

5.1.2.01.01.0004

5.1.2.01.01.0039

PENGAWASAN LANJUTAN
SEMENISASI JALAN RT.15
DESA. KOTA BANGUN 2 KEC.
KOTA BANGUN DARAT DLL
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

PENGAWASAN DRAINASE
JALAN LINGKUNGAN
(BETON/PASANGAN BATU)
JL.SARAWANA KATON RT.003
DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Biaya Sewa Rumah Dinas Jabatan
Camat Kecamatan Kota Bangun
Darat Tahun 2023. Sub Kegiatan
Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Belanja Sewa Bangunan Gedung
Kantor

Biaya Sewa Rumah Dinas Jabatan
Sekretaris Camat Kecamatan Kota
Bangun Darat Tahun 2023. Sub
Kegiatan Pengadaan Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
Belanja Sewa Bangunan Gedung
Kantor

Biaya BBM Mobil Pengangkut
Sampah dari Bulan 1 Oktober
2023 s.d 23 Desember 2023. Sub.
Kegiatan Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Yang Terkait
Dengan Nonperizinan.

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan
Pelumas

PENGAWASAN SEMENISASI
JALAN NANGKA 2 RT. 02
DESA WONOSARI
KECAMATAN KOTA BANGUN
DLL Sub Kegiatan Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Belanja Barang untuk
Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

58.608.000,00

38.394.900,00

20.200.000,00

20.200.000,00

20.240.000,00

28.793.400,00

5.937,079.476,00

58.608.000,00

38.394.900,00

20.200.000,00

20.200.000,00

20.240.000,00

28.793.400,00

5.937,079.476,00

58.608.000,00

0,00

38.394.900,00

20.200.000,00

0,00

20.200.000,00

0,00

20.240.000,00

0.00

28.793.400,00

0.00

Jumiah sampai periode lalu

Jumlah semua sampai periode ini

20.079.296.721,00

26.016.376.197,00

20.079.296.721,00

26.016.376.197,00
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Etujui: Tenggarong, 02 Januari 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

NIP 19720701 200701 1023
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU KARTU KREDIT PEMERINTAH
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 November 2023 s.d 30 November 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat

Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat
Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
01-11-2023 Saldo Awal 0,00

Tenggarong, 01 November 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

~

ALfoFID NdR
NIP 19720701 200701 1 023
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU KARTU KREDIT PEMERINTAH
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat

Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat
Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6 7
01-12-2023 Saldo Awal 0.00

Tenggarong, 02 Januari 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

NIP 19720701 200701 1 023

Printed By SIMDA-NG | 1/1




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU KAS BANK
BENDAHARA PENGELUARAN

Periode 01 Oktober 2023 s.d 31 Oktober 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat

Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat
Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6 7
01-10-2023 Saldo Awal 0,00

et enye!ujui: Tenggarong, 02 November 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

NIP 1972¢/701 200701 1 023
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU KAS BANK
BENDAHARA PENGELUARAN

Periode 01 November 2023 s.d 30 November 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat

Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat
Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6 7
01-11-2023 Saldo Awal 0,00

Tenggarong, 05 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

A Y

ALbiorio dUR
NIP 19720701 200701 1 023
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU KAS BANK
BENDAHARA PENGELUARAN

Periode 01 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 + 5 6 7

01-12-2023 Saldo Awal 0,00
05-12-2023 | 21542/UP/2023 Uang Persediaan ( UP ) 100.000.000,00 100.000.000,00
Kecamatan Kota Bangun Darat
Tahun 2023

07-12-2023 | 001/8PJ-GU/12/2023 5.1.2.02.03.0001 |Belanja Sewa Tanah Bangunan 5.706.000.00 94.294.000,00
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal TIM KERJA
KABUPATEN

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 94.864.600,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
002/8PJ-GU/12/2023 5.1.2.02.03.0001 |Belanja Sewa Tanah Bangunan 3.706.000,00 89.158.600,00
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal TIM KERJA
KABUPATEN

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 89.729.200,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
003/SPJ-GU/12/2023 5.1.2.02.03.0001 |Belanja Sewa Tanah Bangunan 5.706.000,00 £4.023.200.00
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal TIM KERJA
KABUPATEN

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 84.593.800,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
004/SPI-GU/12/2023 5.1.2.02.03.0001 |Belanja Sewa Tanah Bangunan 5.706.000,00 78.887.800,00
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal TIM KERJA
KABUPATEN

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 79.458.400,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
005/SPJ-GU/12/2023 5.1.2.02.03.0001 |Belanja Sewa Tanah Bangunan 5.706.000,00 73.752.400,00
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal DEWAN HAKIM |
Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 74.323.000,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
006/SPJ-GU/12/2023 5.1.2.02.03.0001 |Belanja Sewa Tanah Bangunan 5.706.000.00 68.617.000.00
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal DEWAN HAKIM 2
Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 69.187.600.00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
007/SPJ-GU/12/2023 5.1.2.02.03.0001 |Belanja Sewa Tanah Bangunan 5.706.000,00 63.481.600.00
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH SAMBOIJA
PUTRA

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 64.052.200,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
008/SPJ-GU/12/2023 5.1.2.02.03.0001 |Belanja Sewa Tanah Bangunan 5.706.000,00 58.346.200,00
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal DEWAN HAKIM 4
Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 58.916.800,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
009/SP1-GU/12/2023 5.1.2.02.03.0001 |Belanja Sewa Tanah Bangunan 5.706.000,00 53.210.800,00
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal DEWAN HAKIM 5
Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 53.781.400,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Salde

1

2

3

4

6

7

14-12-2023

010/8P3-GU/12/2023

011/8PI-GU/12/2023

012/SP3-GU/12/2023

013/8PJ-GU/12/2023

014/8PJ-GU/12/2023

015/5PJ-GU/12/2023

016/8PJ-GU/12/2023

017/8P3-GUI/12/2023

25189/GU/2023

018/SPJ-GU/12/2023

019/8PJ-GU/12/2023

5.1.2.02,03.0001

5.1.2.02.03.0001

5.1,2.02.03.0001

5.1.2.02.03.0001

5.1.2.02.03.0001

5,1.2.02.03.0001

5.1.2.02.03.0001

5.1.2,02.03.0001

5.1.2.02.03.0001

5.1.2.02.03.0001

Belonja Sewa Tanah Bangiman
Perurnahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH SAMBOJA
PUTRI

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atan Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Pernmahan/Gedung Tempat
Tinggal SEKRETARIAT |
Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 {2)
Sewaz Tanah dan/atao Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal SEKRETARIAT 3
Penerimaan PFK - PPh Paszl 4 {2)
Sewa Tanah dan/atau Banguman
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal POS INFORMASI 1
Penerimann PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal DEWAN PENGAWAS
Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal DEWAN HAKIM 6
Pencrimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH ANGGANA
PUTRA

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Permaban/Gedeng Tempat
Tinggal KAFILAH ANGGANA
PUTRIL

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atzu Bangunan
Ganti Uang ! (GU 1) Kecamatan
Kota Bangun Darat

Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumezhan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH
TENGGARONG SEBERANG
PUTRA

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atay Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH
TENGGARONG SEBERANG
PUTRI

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atau Bangunan

570.600,00

570.600,00

570.600,00

570.600,00

570.600,00

570.600,00

570.600,00

570.600,00

97.002.000,00

570.600,00

570.600,00

3.706.000,00

5.706.000,00

5.706.000,00

5.706.000,00

5.706.000,00

5.706.000,00

5.706.000,00

5.706.000,00

5.706.000,00

5.706.000,00

48.075.400,00

48.646.000,00

42.940,000,00

43.510.600,60

37.804.600,00

38.375.200,00

32.669.200,00

33.239.800,00

27.533.800,00

28.104.400,00

22.398.400,00

22.969.000,00

17.263.000,00

17.833.600,00

12.127.600,00

12.698.200,00

109.700.200,00

103.994.200,00

104,564,800,00

98.858.800,060

99.429.400,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

1

2

3

4

6

7

020/SPT-G(I/12/2023

021/5PJ-GU/12/2023

022/SP¥-GU/12/2023

023/SPJ-GU/12/2023

024/8PJ-GU/12/2023

025/5PJ-GU/12/2023

026/5P1-GU/12/2023

027/SPJ-GU/12/2023

028/SPJ-GU/12/2023

029/3PJ-GU/12/2023

5.1.2,02.03.0001

5.1.2.62,03.0001

5.1.2.02.03.0001

5.1.2,02,03.0001

5.1.2,02,03.0001

5,1.2.02.03.0001

5.1.2.02,03.0001

5.1.2.02.03.0001

5.1.2.02.03.000%

5.1.2.02,03.0001

Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH
TENGGARONG PUTRI
Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah danfetau Bangunan
Belanja Sewz Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH
TENGGARONG PUTRA
Pencrimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atay Banguman
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFH AH MUARA
MUNTAI PUTRA

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atsu Bangunan
Belanja Sewa Tanak Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH MUARA
MUNTAI PUTRI

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangenan
Perumahan/Gedong Tempat
Tinggal KAFILAH KEMBANG
JANGGUT PUTRA

Penerimaan PFK - BPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah don/atau Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH KEMBANG
JANGGUT PUTRI

Peneritnzan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewn Tanah dan/atau Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Peromaban/Gedung Terapat
Tinggal KAFILAH SAMBOJA
BARAT PUTRI

Penerimoan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tansh dan/atay Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedimg Tempat
Tinggal KAFILAH SAMBOJA
BARAT PUTRA

Penerimaan PFK - PPh Paszal 4 (2}
Sewa Tanah dan/arau Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH TABANG
PUTRA

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFIL AH TABANG
PUTRI

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tangh danfatau Bangunan,

570.600,00

570.600,00

570.600,00

570.600,00

570.600,00

576.600,00

570.600,00

570,600,00

570.600,00

570.600,00

5.706.000,00

5.706.000,00

5.706.000,00

5.706.000,00

5.706.000,00

3.706.000,00

5.706.000,00

5.706.000,00

5.706.000,00

5.706.000,00

93.723.400,00

94,294.000,00

£8.588.000,00

£9.158.600,00

83.452.600,00

84.023,200,00

78.317.200,00

78.887.800,00

73.181.800,00

73.752.400,00

68.046.400,00

68.617.000,00

62.911.000,00

63.481,600,00

57.775.600,00

58.346.200,00

52.640.200,00

53.210.800,00

47.504.800,00

48.075.400,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

2

3

4

6

7

15-12-2023

030/5PJ-GU/12/2023

031/SPJ-GU/12{2023

032/SPI-GU/12/2023

033/8PI-GU/12/2023

034/8PJ-GU/N2/2023

035/SPI-GU/12/2023

25798/GU/2023

036/SP3-GU/12/2023

037/8P1-GU/12/2023

038/SPJ-GU/12/2023

039/SPI-GU/12/2023

5.1.2.02,03.0001

5,1.2.02.03.0001

5.1.2.02.03.0001

5.1.2.02.03.000%

5.1.2,02.03.0001

5.1,2.02,01.0063

5.1.2.02.03.0001

5.1.2.02.03.0001

5,1.2.02.03.0001

5.1.2.02,03.0001

Belanja Sewa Tarah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH MARANG
KAYU PUTRI

Penerimaan PFK. - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah donfatay Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFTLAH MARANG
KAYU PUTRA

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atan Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH KOTA
BANGUN PUTRE

Pencrimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atap Bangunan
Belanja Sewa Tanah Banguman
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH KOTA
BANGUN PUTRA

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2}
Sewa Tanah danfarau Bangunan
Belanja Sewz Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH LOA KULU
PUTRI

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 {2)
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
BELANJA
KAWAT/FAKSIMILI/INTERNE
T/TV BERLANGGANAN (JASA
INTERNET)

Ganti Uang 2 (GU 2) Kecamatan
Kota Bangun Darat

Belanja Sewa Tanzh Banguman
Penurnahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH LOA KULU
PUTRA

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atay Bangunan
Belanjaz Sewaz Tanahk Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH LOA JANAN
PUTRI

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewn Tanah dan/atau Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH LOA JANAN
PUTRA

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2}
Sewa Tanah dan/atan Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH MUARA
KAMAN PUTRE

Pencrimaan PFK - PPh Pasal 4 {2)
Sewa Tanah dan/arau Bangyman

570.600,00

570.600,00

570.600,00

570.600,00

570.600,00

98.502.000,00

570.600,00

570.600,00

570.600,00

570.600,00

5.706.000,00

5.706.000,00

3.706.000,00

5,706.000,00

5.706,000,00

1.900,000,60

5.706.000,00

5.706.000,00

5.706.000,00

5.706.000,00

42,369.400,00

42.940.000,00

37.234.000,00

37.804.600,00

32.098.600,00

32.669.200,00

26.963.200,00

27.533.800,00

21.827.800,00

22.398.400,00

20.498.400,00

119.400.400,00

113.694.400,00

114,265.000,00

108.559.000,00

109.129.600,00

103.423.600,60

103.994.200,00

98.288.200,00

98.858.800,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Salde

1

2

3

4

6

7

040/8PJ-GU/12/2023

041/8P3-GU/12/2023

042/8PJ-GU/12/2023

043/8PJ-GU/12/2023

044/SPI-GU/12/2023

045/8PJ-G1J/12/2023

046/SPJ-GU/12/2023

047/5PJ-GU/12/2023

048/3PJ-GU/12/2023

049/SP1-GU/12/2023

5.1.2.02,03,0001

5.1.2.02.03,0001

5.1.2.02,03.0001

5.1.2,02,03,0001

5.1.2.02,63.0001

5.1.2,02,03.0001

5.1.2.02.03.000}

5.1.2.02.03.0001

5.1.2,02,03,0001

5.1,2,02.03.0001

Belanja Sewa Tanah Bangyunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH MUARA
KAMAN PUTRA

Penerimaan PFK. - PPh Pasal 4 (2)
Scwa Tanah don/atau Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH KENOHAN
PUTRA

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atou Bangunan
Belanjz Sewa Tanah Bangunan
Permmahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH KENOHAN
PUTRI

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atan Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH MUARA WIS
PUTRA

Penerinaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atav Bargunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH MUARA WIS
PUTRI

Penetimaan PFK. - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanoh dan/ataa Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAII KOTA
BANGUN DARAT PUTRA
Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH KOTA
BANGUN DARAT PUTRI
Pencrimaan PFE - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dab/atau Bangunan
Belanja Sewa Tanalk Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH MUARA
BADAK PUTRY

Penetimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/ata Banguran
Belanja Sewa Tanzh Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH MUARA
BADAK PUTRA

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 {2)
Sewa Tanzh dan/atat Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH MUARA
JAWA PUTHI

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atau Bangunan

570.600,00

570.600,00

570.600,00

570.600,00

570.600,00

570.600,00

570.600,00

570.600,00

570.600,00

570.600,00

5.706.000,00

3.706.900,00

5.706.000,00

5.706.000,00

5.706.000,00

5.706,000,00

5.706.000,00

5.706.000,60

5.706.000,00

5.706.000,00

53.152.800,00

93.723.400,00

£8.017.400,00

£8.588.000,00

§2.882.000,00

83.452.600,00

77.746.600,00

78.317.200,00

72.611.200,00

73.181.800,00

67.475.800,00

68.046.400,00

62.340.400,00

62.911.000,00

57.205.000,00

57.775.600,60

52,069.600,00

52.640.200,00

46.934.200,00

47.504.800,00
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Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 =] 6 7

050/8P1-GU/12/2023 5.1.2.02.03.000! |Belanja Sewa Tarah Bangunan 5.706.000,00 41.798.800,00
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH MUARA
JAWA PUTRA
Penerimazn PFK - PPh Pasal 4 {2) 570.600,00 42,369.400,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan

051/SPI-GU/12/2023 5.1.2.02.03.0001 | Belanja Sewa Tanah Bangunan 5.706.000,00 36.663.400,00
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH
SANGA-SANGA FUTRA
Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 37.234.000,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan

052/SPJ-GU/12/2023 5.1,2,02.03.0001 |Belanja Sewa Tanah Bangunan 5.706.000,00 31.528.000,00
Peruntahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH
SANGA-SANGA PUTRL
Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 32,008,600,00
Sewa Tanah danfatau Bangunan

053/8PI-GU/12/2023 5.1.2.02.04.0038 | Belanjz Sewa Kendaraan Bermotor 1.050.000,00 31.048.600,08
Beroda Dua KAFILAH
ANGGANA PUTRA
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 42,000,00 31.690.600,00
Josa

054/8PJ-GU/12/2023 5.1.2.02.04.0038 |Belanja Sewa Kendaraan Bermotor 1.050.000,00 30.040.600,20
Beroda Dua KAFILAH
ANGGANA PUTRI
Penerimaan PFK - PFh Pasal 23 42,000,00 30.082.600,00
Jasa

18-12-2023 | 26348/GU/2023 Ganti Uang 3 (GU 3) Kecamaton 99.102.000,00 126.184.600,00

Kota Bangun Darat

001/8PI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 128.614.000,00
Sewz Tanah dan/atau Bangunan

002/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 128,043.400,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan

003/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 127.472.800,00
Sewa Tanah dan/fatau Bangunan

004/8P1-GUJ/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 126.902.200,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan

005/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PEK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 126.331.600,00
Sewa Tanah dan/atan Bangunan

006/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 125,761.000,00
Sewa Tanah dan/atzy Bangunan

007/8P1-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 125.190.400,00
Sewa Tanah dan/atou Bangunan

008/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PEK - PPh Pasal 4 (2) 570,600,00 124.619.800,00
Sewa Tanah dan/atau Bangusan

009/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasat 4 (2) 570.600,00 124.049.200,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan

010/8P)-G1J/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 123,478.600,60
Sewa Tanah dan/atau Bangunan

011/SPY-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 122.908.000,00
Sewa Tangh dan/orae Bangunan

012/SP)-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pagal 4 (2) 570.600,00 122.337.404,00
Sewa Tanzh danfataa Bangunan

013/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 121.766.800,00
Sewa Tanph dan/atau Bangunan

014/8PI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 121.196.200,00
Sewa Tanah dan/atan Bangunan

015/5P3-GU/12/2023 Penpeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 120.625.600,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan

016/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2} 570.600,00 120.055.000,00
Sewa Tangh dan/atau Bangunan
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Salde

1

2

3

4

6

7

017/8BJ-GU/12/2023

055/8PJ-GU/12/2023

056/5PJ-GU/12/2023

057/8PJ-GU/12/2023

058/sPJ-GU/12/2023

059/SP1-GU/12/2023

060/SPI-GU/12/2023

061/3PJ-GU/12/2023

062/8PJ-GU/12/2023

063/SPI-GU/12/2023

064/5PJ-GU/12/2023

065/SPJ-GU/12/2023

5,1,2,02,03.0001

5.1.2,02.03.0001

5.1.2.02,03.0001

5.1.2,02.03.0001

5.1.2.02.03,0601

5.1.2,02,03.0001

5.1.2.02.04.0038

5.1,2.02.04.0038

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02,04.0038

5.1.2.02.04.0038

Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH SEBULU
PUTRI

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atzu Bangunan
Belanjz Sewa Tanak Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal KAFILAH SEBULU
PUTRA

Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/aran Baggunan
Belanja Sewa Tarah Banguman
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal SEKRETARIAT 2
Penerimaan PFK - FFh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah danfatay Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal POS INFORMASI 2
Penerittman PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atzu Bangunan
Belanja Sewa Tanah Banguman
Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal DEWAN HAKIM 3
Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2)
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
Belanja Sewa Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat
Tingpal TIM VERIFIKASI
Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 {2)
Sewa Tanah dan/atay Bangunan
Belanja Sewa Kendarzan Bermotor
Beroda Dna KAFILAH
SAMBOJA PUTRA

Penerimaan PFK - PPhL Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua KAFILAH
SAMBOJA PUTRE

Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bennotor
Beroda Dua KAFILAH
TENGGARONG SEBERANG
PUTRA

Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Daa KAFILAH
TENGGARONG SEBERANG
PUTRI

Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Betoda Dua KAFILAH
TENGGARONG PUTRI
Penerimaan PFK. - PPh Pasal 23
Jasa

570.600,00

570.600,00

570.600,00

570.600,00

570.600,00

570.600,00

42,000,069

42.000,00

42.000,00

42,000,00

42,000,800

570.600,00

5.706.000,00

5.706.000,00

5.706.000,00

5.706.000,00

5.706.000,00

5.706.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.009,00

1.050.000,00

1,050,000,80

119.484.400,00

113.778.400,00

114.349.000,00

108.643.000,00

109.213.600,60

103.507.600,00

104.078.200,00

98.372.200,00

98,942 860,00

93.236.800,00

93.807.400,00

88.101.400,00

38.672.000,00

87.622,000,00

87.664.000,00

86.614.000,00

86.656.000,00

85.606.000,00

85.648.000,00

£4.598.000,00

84.640.000,00

83.590.600,00

83.632.000,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

2

3

4

[

7

066/SPJ-GU/12/2023

067/5PJ-GU12/2023

068/SPI-GU/12/2023

069/8PJ-GU/12/2023

070/8PI-GU/12/2023

071/SPJ-GUJ/12/2023

072/SPJ-GU/N2/2023

073/8PJ-GU/12/2023

074/5P)-GLI/12/2023

075/SPJ-GU/1 212023

076/SPJ-GU/12/2023

077/8P3-GU/12/2023

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02,04.0038

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02,04.0038

5.1.2.02.04.0038

Belonje Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua KAFILAH
TENGGARONG PUTRA
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua KAFTLAH MUARA
MUNTAI FUTRA

Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua KAFILAH MUARA
MIUNTAI PUTRI

Penetimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Duz KAFILAH
KEMBANG JANGGUT PUTRI
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendarzan Bermotor
Beroda Dua KAFILAH
KEMBANG JANGGUT PUTRA
Penerimaan PFX. - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Bereda Dua KAFILAH
SAMBOJA BARAT PUTRI
Penetimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua KAFILAH
SAMBOJA BARAT PUTRA
Penerimaan PFK - PPl Pasat 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua KAFILAH TABANG
PUTRA

Penecrimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belania Sewz Kendaraan Bermotor
Beroda Dua KAFIEAH TABANG
PUTRI

Penetimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Duz KAFILAH MARANG
KAYU PUTRI

Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Berpda Dua KAFILAH MARANG
KAYU PUTRA

Penerimazn PFK - FPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua KAFILAH KOTA
BANGUN PUTRI

Pencrimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

42,000,00

42,000,00

42.000,00

42,000,060

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42,000,600

42.000,00

42.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.600,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.056.000,00

1.050.000,00

1.050.060,00

1.058.000,20

1.050.000,00

1.050.000,00

$2.582.000,00

82.624.000,00

81.574.000,00

81.616.000,00

80.566.000,00

80.608.000,00

79.558.000,00

79.600.000,00

78.550.008,00

78.592.000,00

77.542.000,00

77.584.000,08

76.534.000,00

76.576.000,00

75.526.000,60

75.568.000,00

74.518.000,00

74.560.000,00

73.510.600,00

73.552.000,00

72.502.000,00

72.544.000,00

71.494.000,00

71.536.000,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

2

3

4

6

7

078/8PJ-GU/12/2023

079/5P3-GU/12/2023

080/SPJ-GU/12/2023

081/SPJ-GU/12/2023

082/SPJ-GU/2/2023

083/SPJ-GU/12/2023

084/SPJ-GU/12/2023

085/8PJ-GU/12/2023

086/SPI-GUI/12/2023

087/SPJ-GU/12/2023

088/8P3-GU/12/2023

089/8P1-GU/12/2023

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02,04.0038

5.1.2.02.04.6038

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02.04.0038

5.1.2,02,04.0038

5.1.2.02.04.0038

5.1,2,02.04.0038

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02.04.0038

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua KAFILAH KOTA
BANGUN PUTRA

Penerimaan PFK - PP Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Bereda Dua KAFILAHLOA
KULU PUTRI

Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Benmotor
Beroda Dua KAFILAHLOA
KULUPUTRA

Penerimaan PFK - PFL Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Duz KAFILAH LOA
JANAN PUTRI

Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewz Kendarazn Berrnotor
Beroda Dua KAFILAH LOA
JANAN PUTRA

Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanjz Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua KAFILAT MUARA
KAMAN PUTRA

Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua KAFILAH MUARA
KAMAN PUTRI

Penerimaan PFK. - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Berode Dua KAFILAH
KENOHAN PUTRA

Penerimaan PFK. - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua KAFILAH
KENOHAN PUTRI

Penetimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua KAFILAH MUARA
WIS PUTRA

Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendarzan Bermotor
Beroda Dua KAFILAH MUARA
WIS PUTRI

Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaragn Bermotor
Berodn Dua KAFILAH KOTA
BANGUN DARAT PUTRA
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

42,000,00

42,000,00

42,000,00

42,000,00

42,000,00

42,000,00

42.000,00

42.000,00

42,600,00

42,000,00

42400,00

42.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1,050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1,050,000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.600,00

1.050.000,00

1.050,000,00

1.050.000,00

70.486.000,00

70.528.000,00

69.478.000,00

69.520.000,00

68.470.000,00

6%.512,000,00

67.462.000,00

67.504.000,00

66.454,000,00

66.496.000,00

65.446.000,00

65.488.000,00

64.438.000,00

64.480.000,00

63.430.000,00

63.472.000,00

62.422.000,00

62.464.000,00

61.414.000,60

61.456.000,00

60.406.000,00

60.448.000,00

59,393.000,00

59.440.000,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

2

3

4

6

=

090/SPI-GU/12/2023

0%$1/5PJ-GU/12/2023

092/5P)-GU/12/2023

093/SPJ-GU/12/2023

094/5PJ-GU/12/2023

095/3PT-GU/12/2023

096/SPJ-GU/12/2023

097/SPJ-GU/12/2023

098/3P1-GU/12/2023

099/SPI-GU/12/2023

100/SPI-GU/12/2023

101/8PT-GU/12/2023

102/5PJ-GU/12/2023

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02,04.0038

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02,04,0038

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02.04.0038

5.1.2,02.04.0038

5.1.2.02.04.0038

5.1.2.02.04.0038

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua KAFTEAH KOTA
BANGUN DARAT PUTRI
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua KAFILAH MUARA
BADAK PUTRI

Penerimaan PFK. - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua KAFILAH MUARA
BADAK PUTRA

Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewaz Kendaragn Bermotor
Beroda Dua KAFIEAH MUARA
JAWA PUTRI

Penctimaan PFK. - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua KAFILAH MUARA
JAWA PUTRA

Penerimaan PFK - PPh Pagal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua KAFHLAH
SANGA-SANGA PUTRA
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua KAFILAH
SANGA-SANGA PUTRI
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendgraan Bermotor
Beroda Dua KAFILAH SEBULU
PUTRI

Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Benmotor
Beroda Dua KAFILAH SEBULU
PUTRA

Penerimaan PFK - FFh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua TIM KERJA
KABUPATEN

Penerimmaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda DuaTIM KERJA
KABUPATEN

Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Duz DEWAN HAKIM 1
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanija Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua DEWAN HAKIM 2

42.000,00

42,000,060

42.000,00

42,000,00

42,000,060

42.000,00

42.000,00

42.600,00

42.000,00

42,060,00

42.000,00

42,000,060

1.050.000,00

1.058.000,80

1.050.000,00

1,050.000,00

1.056.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050,000,00

58.390,000,00

58.432,000,00

57.382.000,00

57.424.000,00

56.374.000,00

56.416.000,00

55.366.000,00

55.408.000,00

54.358.000,00

54.400.000,00

53.350.000,00

53.,392.000,00

52.342.000,00

52.384.000,00

51.334.000,00

51.376.000,00

50.326.000,00

50.363.000,00

49.318.000,00

49,360.000,00

48.310.000,00

48.352.000,00

47,302,600,00

47.344.000,00

46.294.000,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

2

3

4

5

6

7

19-12-2023

20-12-2023

103/8PJ-GU/12/2023

104/8PJ-GU/12/2023

105/8PJ-GUJ/12/2023

106/8PI-GU/12/2023

107/SPI-GU/12/2023

108/8P3-GU/12/2023

109/8PJ-GU/12/2023

110/8P3-GU/12/2023

27745/GU/2023

111 /SPI-GU/12/2023

112 /SPJ-GU/12/2023

113 /SPI-GU/12/2023

114 /SPJ-GU/12/2023

5.1.2.02,04.0038

5.1.2.02,04.0038

5.1.2,02,04.0038

5.1.2.02,04,0038

5.1.2.02.04.0038

5,1.2.02.04.0038

§.2.2,05.01.0005

5.1,2,04.01.0003

5.1.1.03.,08,0002

5.1,2,04,01.0001

5,1.2,04.01,0001

5.1.2.01.01.0026

Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewaz Kendaraan Bermotor
Beroda Dua DEWAN HAKIM 3
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belenja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua DEWAN HAKIM 4
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendarzan Bermotor
Beroda Dua DEWAN HAKIM 5
Penetimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dra DEWAN
PENGAWAS

Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua PEWAN HAKIM
Penerimaan PFK. - PPh Pasal 23
Jasa

Belanja Sewa Kendaraan Bermotor
Beroda Dua TIM VERIFIKASI
Penerimaan PFK - PPh Pasal 23
Jasa

BELANJA MODAL ALAT
KANTOR LAINNYA
KEGIATAN LINMAS HANDY
TALKY

Penerimaan PFK - PPN
Pemungutan oleh Bendaharawan
APBD

Penerimaan PEK - PPh Pasal 22
Pemungutan oleh Bendaharawan
APBD

Biaya Perjalanan dinas sesuai
dengan SPPD No.
B.520/SPPD/KOBDAR/UMTAFPE
G/094/12/2023.

Ganti Uang 4 (GU 4) Kecamatan
Kota Bangun Darat

Biaya Honorarium Bulanan
Penanggungjowaban Pengelola
Barang Bulan Oktober s.d
Desember 2023 sesuai daftar
tetlampir.

Penerimaan PFK - PPh Pasal 21
Honor/dil
PejabavPNS/TNI/Polri/Pensiun
Biaya Perjalanan dinas sesuai
dengan SPPD No.
B.521/SPPD/KOBDAR/UMTAFPE
G/094/12/2023. Sub, Kegiatan
Perencanaon, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Dacrah
Biaya Petjalanan ditas sesuat
dengan SPPD No.
B.522/SPPD/KOBDAR/UMTAPE
G/094/12/2023. Sub. Kepiatan
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Biaya foto copy Sub. Kegiatan
Perencanaan, Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

42.000,00

42.000,00

42,000,00

42,000,00

42.000,00

42,000,060

42,000,00

1.248.648,00

170.270,00

99.556.000,00

240,000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00

12.600.000,00

2.320.000,00

8.400,600,00

1.450,000,00

920,000,860

767.550,00

46.336.000,00
45.286.000,00
45.328.000,00
44.278.600,00
44,320.000,00
43.270.008,00
43,312,000,00

42.262.000,00

42,304.000,00

41.254.000,00

41.296.000,00

40.246.000,00

40.288.000,00

27.688.000,00

28.936.643,00

25.106.918,00

26.786.918,00

126.342.918,00

117.942,918,00

118,182.918,00

116.722.918,00

115,802.918,00

115.035.368,00
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Pebet

Kredit

Saldoe

2

3

4

6

7

22-12-2023

115 /SPI-GU/12/2023

116 /SPJ-GU/12/2023

117 /SPI-GUJ/12/2023

118 /SPJ-GU/12/2023

119 /SPJ-GU/12/2023

120 /SPI-GU/12/2023

121 /SPJ-GU/12/2023

122 /SPY-GUF/12/2023

123 /SPJ-GU/12/2023

124 /SPI-GU/12/2023

125 /SPJ-GU/12/2023

5.1.2.01.01.0026

5.1.2.01.01.0024

5.1.2.01.01.0024

5.1.2.01.01.0026

5.1.1.03.07.0001

5.1.2.02.01.0004

5.1.2.04.01.0001

5.1.2.04,01.0001

5.1,2.02.01.0630

5.1.1.03.07.0001

5.1.2.01.01.0039

Biaya Jilid soft cover dan spirat
Sub. Kegiatan Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluast
Kinerja Perangkat Daerah

Biaya foto copy Bulan Okrober
2023 Sub. Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat Dacrah
Biaya fote copy pada Bulan
Desember 2023 Sub, Kegiatan
Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

Biaya Jilid soft cover dan spiral
sub. Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah
Biaya Belanja honorarium
Penanggung jawab Pengelola
Keuangan Sub Kegiatan
Pelalsanaan Urusan Pemerintahan
yang terkait dengan Nonperizinan,
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21
Honor/dll
Pejabat/PNS/TNL/Polri/Pensinn
Biaya Honerarium Non PNS
Anggota Keamanan dan Keteriban
Kegiatan MTQ Kabupaten.

Biaya Perjalonan dinas sesual
dengan SPPD No,
B.245/SPPD/KOBDARMUIMTAPE
G/094/7/2023, Sub. Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Biaya Perjalanan dinas sesuai
dengan SPPD No.
B.206/SPPD/KOBDAR/UMTATE
(/094/7/2023. Sub. Keglatan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Biaya Belanja Gaji Tenaga
Kebersihan Untuk Bulan Oktober
s/d Desember 2023 Sub. Kegiatan
Pelaksanaan Urnsan Permerintah
yang terkait dengan Nonperizinan,
Biaya Belanja honorarium
Penanggung jawib Pengelola
Keuangan (PPTK) Sub Kegintan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang terkair dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahkan
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21
Honor/dil
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Biaya Belanja honorarium
Penangpung jawab Pengelola
Keuangan (FPKom) Sub Kegiatan
Pelaksanazn Urusan Pemerintahan
yang terkait dengan Kewenangan
Lain yang Dilimpahikan
Pencrimaan PFK - PPh Pasal 21
Honar/dll
Pejalar/PNS/TNI/Polri/Pensium

303.000,00

438.000,00

1.314.000,00

740.000,00

1.584.450,00

1,842,750,00

925.000,00

6.060.000,00

7.700.000,00

17.702.645,00

2.878.880,00

29,700,600,00

8.760.000,00

8.760.000,00

114.295.368,00

112,710.918,00

110.868,168,00

109.943.168,00

103.883.168,00

104.186.168,00

96.486.163,00

78.783.523,00

75.904.643,00

46,204,643,00

37.444.643,00

37.882.643,00

29.122.643,00

30.436.643,00
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Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 & 7
27-12-2023 | 0001/STS/KOBADAR/2023 Pengembalian Atas Sisa Uang 1.798.725,00 28.637.918,00
Persediaan SKPD Kecamatan Kota
Bangun Darat Tahun Anggaran
2023
29-12-2023 | 018/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 28.067.318,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
019/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 27.496.718,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
020/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 {2) 570.600,00 26.926.118,00
Sewa Tanah danfatau Banguitan
021/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 26.355.518,00
Sewa Tanah dan/atay Bangunan
022/SPJ-GU/2/2023 Pengeluaran PFK - PP Pasal 4 (2) 570.600,00 25.784.918,00
Sewa Tanch dan/atau Bangunan
023/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 25.214.318,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
024/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 24.643.718,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
025/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK. - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 24,073.118,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
026/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 23.502.518,00
Sewa Tanzh dan/atan Bangunan
027/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 22.931.918,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
028/8PI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 22.361.318,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
029/SPY-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 21.790.718,00
Sewa Tanah dan/at Bangunan
030/SP1-GUi/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 21.220.118,60
Sewa Tanah dan/atau Bargunan
031/SFJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 20.645.518,00
Sewa Tanah dan/atay Bangunan
032/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2} 570.600,00 20.078.918,00
Sewa Tanah dan/atan Bangunan
033/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2} 570.600,00 19.508.318,00
Sewa Tangh dan/atay Bangunan
034/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2} 570.600,00 18.937.718,00
Sewa Tansh dan/atau Bangunan
036/SPY-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2} 570.600,00 18.367.118,60
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
037/SPY-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2} 570.600,00 17.796.518,60
Sewa Tanah dan/acan Bangunan
038/8PI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 17.225.918,00
i Sewa Tanah dan/atau Bangunan
039/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 16.655.318,00
i . Sewa Tanah dan/atau Bangunan
040/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 16.084.718,00
Sewa Tansh dan/atay Bangunan
041/8P)-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2} 570.600,00 15.514.118,00
Sewa Tangh dan/atas Bangunan
042/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 14.943.518,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
043/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2} 570.600,00 14.372.918,00
Sewa Tanah dan/atae Bargunan
044/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2} 570.600,00 13,802.318,00
Sewa Tanah dan/atae Bangunan
045/8P1-GUU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 13.231.718,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan
046/5P1-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 12.661.118,00
Sewa Tanah dan/arae Bangunan
047/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2} §70.600,00 12.090.518,00
Sewa Tanah dan/ataz Bangunan
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Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 & 7

048/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran FFX - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 11.519.918,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan

049/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 {2) 570.600,00 10.949,313,00
Sewa Tansh dan/atay Bangunan

050/SPJ-GU/12(2023 Pengelutran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 10.378.718,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan

051/5PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK. - PPk Pasal 4 (2) 570.600,00 9.808.118,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan

052/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 9.237.518,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan

053/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPL Pasal 23 42 000,00 9.155.518,00
Jasa

054/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42,000,00 9.153.518,00
Jasa

055/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 £.582.918,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan

056/SPJ-GUI/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 8.012.318,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan

057/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPt Pasal 4 (2) 570.600,00 7.441.718,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan

058/5PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 6.871.118,00
Sewa Tanah dan/otau Bangunan

059/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 6.300.518,00
Sewa Tanah dan/atau Bangunan

060/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) 570.600,00 5.729.918,00
Sewa Tannh dan/atau Bangunan

061/SP)-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 5.687.918,00
Jasa

052/SPJ-GU/12/2023 Pengelunran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 5.645.918,00
Jasa

063/SP31-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 5.603.918,00
Jasa

064/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 5.561.918,00
Jasa

065/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 5.51%.918,00
Jasa

066/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PP Pasal 23 42.000,00 5.477.918,00
Jasa

067/5PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,60 5.435.918,00
Jasa

068/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 5.393.918,00
Jasa

069/8PJ-Gli/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 5.351.918,00
Jasa

070/8PI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 5.309.913,00
Jasa

071/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42,000,00 5.267.918,00
Jasa

072/8P1-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 5.225.918,00
Jasa

073/SP3-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42,000,860 5.183,918,00
Jasa

074/SPJ-GU/12/2023 Pengeluatan PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 5.141.918,00
Jasa

075/SPJ-GUi/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 5.099.918,00
Jasa

076/8PI1-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42,000,00 5.057.913,00
Jasa

077/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 5.015.918,00
Jasa

078/SPT-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,80 4.973.918,00

Jasa
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Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7

079/8PI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42,000,00 4.931.918,00
Jasa

080/8PJ-GU/12/2023 Pengeluoran PFK - PPh Pasal 23 42,000,00 4,889.918,00
Jasa

081/SPY-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42,000,00 4.847.918,00
Jasa

082/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42,000,00 4.805.518,00
Jasa

083/5PI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42,000,00 4.763.918,00
Jasa

084/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 4.721.518,00
Jasa

0B5/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 4,679.918,00
Jasa

086/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 4.637.918,00
Jasa

087/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42,000,00 4.595.918,00
Jasa

088/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 4.553.918,00
Jasa

089/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 4.511.918,00
Jasa

090/8PI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42,000,00 4,469.918,00
Jasa

091/8PI1-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 4.427.918.00
Jasa

092/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 4.385.918,00
Jasa

093/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42 000,00 4,343.918,00
Jusa

094/8P}-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 4.301.918,00
Jasa

095/5PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42,000,00 4,259.918,00
Jasa

096/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasat 23 42,000,00 4.217.918,00
Jasa

097/SP]-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42,000,00 4.175918,00
Jasa

098/SPJ-GU/M2/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 4.133.918,00
Jasa

099/8PJ-GU/M2/2023 Pengeluatan PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 4.091.918,00
Jasa

100/8SPY-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 4,049,918,00
Jasa

101/8PI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42,000,00 4.007.918,00
Jasa

102/8SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 3,965.918,00
Jasa

103/8PI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - FPh Pasal 23 42.000,00 3.923.918,00
Jasa

104/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 3.881.918,00
Jasa

105/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 3.839.918,00
Jasa

106/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 3.,797.918,00
Jasa

107/8P]-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 3.755.918,00
Jasa

108/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 42.000,00 3.713.918,00

Jasa
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Tanggal

No Bukti

Rekening

Uraian

Debet Kredit

Saldo

1

2

3

4

3 6

7

109/8PJ-GU/12/2023

111 /SPJ-GU/12/2023

119/SPJ-GU/12/2023

124 /SPI-GU/12/2023

125 /SP1-GU/12/2023

Pengeluaran PFK - PPN
Pemungutan oleh Bendaharawan
APBD

Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22
Pemungutan oleh Bendaharawan
APBD

Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21
Honor/dll
Pejabat/PNS/TN1/Polri/Pensiun
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21
Honor/dll
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21
Honor/dll
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21
Honor/dll
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun

1.248.648,00

170.270,00

240.000,00

303.000,00

438.000.00

1.314.000,00

2.465.270,00

2.295.000,00

2.055.000,00

1.752.000,00

1.314.000,00

0.00

Tenggarong, 02 Januari 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

NIP 19720701 200701 1 023
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN

Periode 01 Oktober 2023 s.d 31 Oktober 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat

Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat
Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6 7
01-10-2023 Saldo Awal 0,00

Tenggarong, 02 November 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

Mengatahui/Menyetujui:

NIP 19720701 200701 1 023
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN

Periode 01 November 2023 s.d 30 November 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat

Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat
Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6 7
01-11-2023 Saldo Awal 0,00

Tenggarong, 01 November 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

QuiMenygtujui:

NIP 19720701 200701 1 023

Printed By SIMDA-NG | 1/1




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN

Periode 01 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat

Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat
Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6 7
01-12-2023 e Saldo Awal 0,00

Tenggarong, 02 Januari 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

NIP 19720701 200701 1 023

Printed By SIMDA-NG | 1/1




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Oktober 2023 s.d 31 Oktober 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat

Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat
No |Tgl Bukti No Bukti Uraian Pemotongan| Penyetoran Saldo
1 2 3 4 5 6 7
1 01-10-2023 Saldo Awal 0,00
0,00 0,00 0,00

Tenggarong, 02 November 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

NIP 19720701 200701 1 023

Printed By SIMDA-NG | 1/1




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 November 2023 s.d 30 November 2023

Unit Organisasi : Kecamatan Kota Bangun Darat

Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat
No |Tgl Bukti No Bukti Uraian Pemotongan| Penyetoran Saldo
1 2 3 4 5 6 7
1 01-11-2023 Saldo Awal 0,00
0,00 0,00 0,00

Tenggarong, 04 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

ALHOFID NUR
NIP 19720701 200701 1 023

Printed By SIMDA-NG | 1/1




Unit Organisasi
Sub Unit

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN

: Kecamatan Kota Bangun Darat
: Kecamatan Kota Bangun Darat

Periode 01 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023

No |Tgl Bukti No Bukti Uraian Pemotongan| Penyectoran Saldo
1 2 3 4 5 6 7
| 01-12-2023 Saldo Awal 0,00
2 07-12-2023 001/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600.00 570.600,00
dan/atav Bangunan
3 002/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 1.141.200.00
dan/atau Bangunan
4 003/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 1.711.800,00
dan/atau Bangunan
5 004/8PJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 2.282.400,00
dan/atau Bangunan
6 005/SPI-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 2.853.000,00
dan/atau Bangunan
7 006/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 3.423.600.00
dan/atau Bangunan
8 007/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 3.994,200,00
dan/atau Bangunan
9 008/SPI-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 4.564.800.00
dan/atau Bangunan
10 009/SPJ-GGLI/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 5.135.400,00
dan/atau Bangunan
11 010/8PJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 5.706.000,00
dan/atau Bangunan
12 011/8PJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 6.276.600,00
dan/atau Bangunan
13 012/SPI-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 370.600.00 6.847.200.00
dan/atau Bangunan
14 013/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 {(2) Sewa Tanah 570.600,00 7.417.800,00
dan/atau Bangunan
15 014/SPI-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 7.988.400,00
dan/atau Bangunan
16 015/8PJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 8.559.000,00
dan/atau Bangunan
17 016/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 9.129.600,00
dan/atau Bangunan
18 017/SPI-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600.00 9.700.200,00
dan/atau Bangunan
19 14-12-2023 018/SPI-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600.00 10.270.800,00
dan/atau Bangunan
20 019/SPJ-GU/12/2023 Pencrimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600.00 10.841.400.00
dan/atau Bangunan
21 020/8PJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 11.412.000,00
dan/atau Bangunan
22 021/8PJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 11.982.600,00
dan/atau Bangunan
23 022/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 12.553.200,00
dan/atau Bangunan
24 023/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 13.123.800.00
dan/atau Bangunan
25 024/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600.00 13.694.400,00
dan/atau Bangunan
26 025/SPI-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 14.265.000,00
dan/atau Bangunan
27 026/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 14.835.600.,00
dan/atau Bangunan
28 027/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 15.406.200,00
dan/atau Bangunan
29 028/SPJ-GUI/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 15.976.800,00
dan/atau Bangunan
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No |Tgl Bukti No Bukti Uraian Pemotongan| Penyetoran Saldo
1 2 3 4 5 6 7
30 025/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 16.547,400,00
dan/mar Bangunan
3 030/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tenah 570.600,00 17.118.000,00
dan/atay Bangunan
32 031/8PI-GU/12/2023 Penerimaat PEK. - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 17.688.600,00
dan/atou Bangunan
33 032/SPI-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 18,259,200,00
danfzau Bangunan
34 033/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasel 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 18.829.800,00
dan/atan Bangumnan
35 034/8PJ-GUMA2/2023 Penerimasn PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 19.400.400,00
dan/atau Bangiman
36 15-12-2023 036/5P3-GUM2/2023 Penerimaan PEK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 19.971,000,00
dan/atan Bangunan
37 037/SPJ-GU/12/2023 Pencrimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 20.541.600,00
dan/atat Bangunan
38 038/8PJ-(GUM2/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 21.112.200,00
dan/atan Bangunan
ag 039/SPI-GU/12/2023 Penerimagn PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 21.682.800,00
danfatau Bangunan
40 040/SPI-GU/12/2023 Penetimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.500,00 22.253.400,00
dan/gtay Bangunan
41 041/8PJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2} Sewa Tanah 570.600,00 22.824.000,00
dan/atau Bangunan
42 042/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 23,394.600,00
dan/atzu Bangunan
43 043/SP3-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570,600,060 23.965.200,00
dan/mau Bangunan
44 044/8PJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 24.535.800,00
dan/itau Bangunan
45 045/SPJ-GUI/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanak 570.600,00 25.106.400,00
dan/atan Bangunan
46 046/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 25.677.000,60
dan/atau Bangunan
47 047/8PI-GU/12/2023 Penerimaon PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 26.247.600,00
dan/atay Bangunan
48 048/SPI-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 26,818.200,00
dan/atay Bangunan
49 049/SPJ-GU/N2/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 27.388.800,00
dan/atau Banguman
50 050/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 27.959.400,00
dan/atau Bangunan
51 051/8PI-GU/12/2023 Penctimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 28.530.000,00
dan/atau Bangunan
52 052/8PJ-GU/12/2023 Penerimann PFK - PPh Pasal 4 {2) Sewa Tanah 570.600,00 29.100.600,00
dan/atau Banpunan
53 053/SP)-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 29.142.600,00
54 054/SPI-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 29.184.600,00
55 18-12-2023 109/SPJ-GLI/12/2023 Penerimaan PFK - PPN Pemungutan olch 1.248.648,00 30.433.248,00
Bendaharawan APBD
56 055/5P3-GU/M2/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 {2) Sewa Tanah 570.600,00 31.003.848,00
dan/atau Bangunan
57 056/SPJ-GU/12/2023 Penerimasn PFK - PPh Pasal 4 {2) Sewa Tanah 570.600,00 31.574.448,00
dan/aumy Bangunan
58 057/SPJ-GU/12/2023 Pencrimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 32.145.048,00
dan/atau Bangunan
59 058/SPI-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 32,715.643,00
dan/atau Bangunan
60 059/5P5-GU/2/2023 Penetimaan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 33.286.248,00
dan/atau Banpunan
61 060/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 4 {2) Scwa Tamak 570.600,00 33.856.848,00
dan/farau Bangunan
62 109/8PJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Permungutan ofch 170,270,00 34.027.118,00
Bendaharawan APBD
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No |Tgl Bukti No Bukti Uraian Pemotongan| Penyetoran Salde
1 2 3 4 5 6 7
63 061/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,60 34.069.118,00
64 062/SPJ-GU/12/2023 Pencrimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.600,00 34.111.118,00
65 063/3P)-GU/12/2023 Pencrimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.600,00 34.153.118,00
66 064/SPJ-GU/12/2023 Penecrimaan PFK - PPk Pasal 23 Jasa 42.600,00 34.195.118,00
67 065/SPI-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 34.237.118,00
68 066/3P)-GUM 22023 Pencrimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,60 34.279.118,00
69 067/SPJ-GU/12/2023 Penerimann PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42,000,00 34.321.118,00
70 068/8PJ-GU/N2/2023 Pencrimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,60 34.363.118,00
7 069/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42,000,060 34.405.118,00
72 070/8PJ-(GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42,000,600 34.447.118,00
73 071/SPJ-GUJ/12/2023 Penerimann PFK. - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 34.489.118,00
74 072/SPJ-GU/12/2023 Pencrimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 34.531.118,00
75 073/SPJ-GU/N2/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 34.573.118,00
76 074/SPI-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pagsal 23 Jasa 42.000,00 34.615.118,00
77 075/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.,000,00 34.657.118,00
78 076/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 34.6599.118,00
79 077/SPJ-GU/12/2023 Penerimnaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 34.741.118,00
80 078/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 34.783.118,00
81 079/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 34.825.118,00
82 080/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 34.867.118,00
83 081/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 34.909.118,00
84 082/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 34.951.118,00
85 083/SPI-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 34.993,118,00
86 084/SFJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 35.035.118,00
87 085/SPY-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 35.077.118,00
88 086/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 35.119.118,00
89 087/8PJ-GU/12/2023 Penerimann PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 35.161.118,00
90 088/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 35203.118,00
91 089/SPJ-GLJ/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42,000,00 35.245.118,00
92 090/SPI-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 35.287.118,00
93 091/SPI-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 35329.118,00
94 092/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 35.371.118,00
95 093/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pagal 23 Jaga 42,000,00 35.413.118,00
96 094/SPJ-GU/12/2023 Penertmaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42,000,00 35.455.118,80
97 095/5P1-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42,000,00 35.497.118,60
98 096/SPI-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPl Pasal 23 Jasa 42.000,00 35.539.118,00
39 097/8PI-GU/12/2023 Penetimaon PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 35.581.118,00
100 098/SPI-GU/2/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42,000,00 35.623.118,00
101 099/8P3-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 35.665.118,00
102 100/8P3-GU/2/2023 Penerimann PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.060,00 35.707.118,00
103 101/SPJ-GU/12/2023 Penerimaon PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 35.749.118,00
104 102/8P1-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.0060,00 35.791.118,00
105 103/8PJ-GU/12/2023 Pencrimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 35.833.118,00
106 104/8PJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 35.875.118,00
107 105/SPJ-GU/12/2023 Pencrimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42,000,00 35.917.118,00
108 106/SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 35.959.118,00
109 107/8PJ-GU/12/2023 Penetimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 36.001.118,00
110 108/5PI-GU/12/2023 Pencrimaan PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 36.043.118,00
111 001/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 ) 35.472.518,00
dan/atan Bangunan
112 002/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00| 34.901.918,00
dan/atau Bangunan
113 003/5PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00( 34.331.318,00
dan/atmu Bagunan
114 004/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00| 33.760.718,00
dan/atau Bangunan
115 005/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2} Sewa Tanah 570,600,00| 33.190.118,00
dan/atan Bangunan
116 006/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00{ 32.619.518,00
dan/atau Bangunan
117 007/8P}-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 {2) Sewa Tanah 570.600,00¢ 32,048,918,00
dan/arau Bangunan
1i8 008/5PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2} Sewa Tanah 570.600,00} 31.478.318,00

dan/atau Bangunan
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No |Tgl Bukti No Bukti Uraian Pemotongan| Penyetoran Saldo
1 2 3 4 5 6 7

119 009/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00| 30.567.718,00
dan/mau Bangunan

120 010/8PJ-(3U/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00| 30.337.118,00
dan/atay Bangunan

121 011/SPJ-GU/12/2023 Pengeluatan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00] 29.766.518,00
dan/atau Bangunan

122 012/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasat 4 {2) Sewa Tanah 570,600,001 29.195.918,00
dan/atan Bangunan

123 013/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00( 28.625.318,00
dan/ntau Bangunan

124 014/SPJ-GU/12/2023 Pengelvaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 | 28.054.718,00
dan/atau Bangunm

125 D15/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 576.600,00| 27.484.118,00
danfatan Bangunan

126 016/SPJ-GU/2/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanal 570.600,00| 26.913.518,60
danfatau Bangunan

127 017/SPJ-GU/2/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00| 26.342.918,00
danfatau Bangunan

128 20-12-2023 119 /SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Horor/dll 303.000,00 26.645.918,00
Pejabat/PNS/TNL/Polri/Pensiun

129 111 /SPJ-GU/12/2023 Peneritnaan PFK - PPh Pasal 21 Honar/dll 240.000,00 26.885.918,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun

130 22-12-2023 125 /SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 1,314.000,00 28.195.918,00
Pejabat/PNS/TNL/Polri/Pensiun

131 124 /SPJ-GU/12/2023 Penerimaan PEK - PPh Pasal 21 Honor/dli 438.000,00 28.637.918,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun

132 20-12-2023 018/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00| 28.067.318,00
dan/atou Bangunan

133 019/SP3-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00| 27.496.718,00
dan/itau Bangunan

134 020/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00| 26.926.118,00
danfatau Bangunan

135 021/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2} Sewa Tanah 570.600,00] 26.355.518,00
dan/atay Bangunan

136 022/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 {2) Sewa Tanah 570,600,001 25.784.913,00
dan/atan Bangunan

137 023/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 25.214.318,00
dan/atay Bangunan

138 024/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanalh 570.600,00| 24.643.718,00
danfatau Bangunan

139 025/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK. -~ PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanzh 570,600,00] 24.073,118,00
dan/atau Bangtinan

140 026/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanzh 570.600,00| 23.502.518,00
dan/atau Bangunan

141 027/SPJ-GU/12/2023 Pengeluatan PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,001 22,931.918,00
dan/atau Batgunan

142 028/SPJ-GUI/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570,600,001 22361.318,00
dan/aae Bangunan

143 029/8PJ-GU/2/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 1 21.790.718,00
dan/atan Bangunan

144 030/SPJ-GU/12/2023 Penpeluaran PEK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 21.220.118,00
dan/atau Bangunan

145 031/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Scwa Tanah 570.600,00| 20.649.518,00
dan/zizu Bangunan

146 032/SPJ-GU/2/2023 Pengcluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,60| 20.078.918,00
dan/atau Bangunan

147 033/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2} Sewa Tanah 570,600,001 19.508.318,00
dan/atan Bangunan

148 {34/SP3-GU/12/2023 Pengeluatan PFK - PPh Pasal 4 {2) Sewa Tanah 570,600,001 18.937.718,00
dan/atau Bangunan

149 036/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 {2) Scwa Tanah 570.600,00| 18.367.118,00
danfaran Bangunan

150 037/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 {2) Sewa Tanah 570.600,00| 17.796.518,00

dan/atan Bangunan
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No Bui{ti

No |Tgl Bukti Uraian Pemotongan|{ Penyetoran Saldo
1 2 3 4 5 6 7

151 038/8PI-GU/2/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00] 17.225.918,00
danfatau Bangunan

152 039/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK. - PPh Pasal 4 {2) Sewa Tanah 570.600,00| 16.655.318,00
danfatm Bangunan

153 040/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PEK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00{ 16.084.718,00
dan/atau Bangunan

154 041/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00{ 15.514.118,00
dan/atay Bangunan

155 042/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00{ 14.943.518,00
dan/atan Bangunan

156 043/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570,600,001 14,372.918,00
dan/atau Bangunan

157 044/SPI-GUf12/2023 Pengeluaran PFK. - PPh Pasal 4 {2) Sewa Tanah 570.600,001 13.802.318,00
dan/atau Bangunan

158 045/SPY-GUM2/2023 Pengeluaran PFX - PPh Pasal 4 {2) Sewa Tanah 570.600,001 13.231.718,00
dan/atay Bangunan

159 046/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00] 12.661.118,00
dan/atan Bangunan

160 047/8PJ-GUM2/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00 | 12.090.518,00
dan/atau Bangunan

161 048/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00| 11.519.918.00
dan/atau Bangunan

162 049/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00| 10.949.318,00
dan/atsu Bangunan

163 050/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00| 10.378.718,00
dan/fatan Bangunan

164 051/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK. - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00| 9.808.118,00
dan/atau Bangunan

165 052/8P3-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00| 9.237.518,00
dan/atau Bangunan

166 053/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42,000,00| 9.195.518,00

167 054/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 9.153.518,00

168 055/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,00| 8.582.918,00
dan/atay Bangunan

169 056/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 {2) Sewa Tanah 570.600,00| 8.012.318,00
dan/aau Bangunan

176 057/8PI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 {2) Sewa Tanah 570,600,001 7.441.718,00
dan/atau Bangunan

171 058/SPJ-GUI/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 {2) Sewa Tanah 570.600,00} 6.871.118,00
dan/atau Bangunan

172 059/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PEK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tanah 570.600,001 6.300.518,00
dan/atat Bangusan

173 060/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 4 (2) Sewa Tarah 570.600,00¢f 5.729.918,00
dan/fatau Bangunan

174 061/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00] 5.687.918,00

175 062/SFJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 5.645.918,00

176 063/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPhL Pasal 23 Jasa 42.000,00 5.603.918,00

177 064/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42000,00] 5561.918,00

178 065/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42,000,001 5.519.918,00

179 066/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 5.477.518,00

180 067/SPI-GU/12/2023 Penpeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,60| 5.435.918,00

181 068/5PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 5.393.918,00

182 069/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00] 5.351.918,00

183 070/SPI-GU/2/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42,000,001 5.309918,00

184 671/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42,000,000 5.267.918,00

185 072/5PI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,001 522591800

186 073/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00( 5.183.918,00

187 074/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 5.141.918,00

188 075/5PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 5.099.918,00

189 076/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 5.057.918,00

190 077/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasz 42.000,00| 5.015.918,00

191 078/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 4.973.918,00
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No |Tgl Bukti No Bukti Uraian Pemotongan | Penyetoran Saldo
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192 079/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000.00| 4.931.918.00
193 080/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 4.889.918,00
194 081/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 4.847.918.00
195 082/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 4.805.918.00
196 083/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 4.763.918,00
197 084/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 4.721.918,00
198 085/SPJ-GU/2/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 4.679.918.00
199 086/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 4.637.918.00
200 087/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 4.595.918.00
201 088/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000.00| 4.553.918,00
202 089/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 4.511.918.00
203 090/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 | 4.469.918.00
204 091/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 4.427.918,00
205 092/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 | 4.385.918.00
206 093/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42,000,00 4.343.918,00
207 094/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 4.301.918,00
208 095/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 4.259.918.00
209 096/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 4200000 4.217.918,00
210 097/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 4.175.918.,00
211 098/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000.00| 4.133.918.00
212 099/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 4.091.918,00
213 100/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 | 4.049.918,00
214 101/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 4.007.918,00
215 102/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 3.965.918,00
216 103/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42,000,00| 3.923.918.00
217 104/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 3.881.918,00
218 105/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 3.839.918,00
219 106/SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00 3.797.918.00
220 107/8PJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42,000,00| 3.755.918,00
221 108/8PI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 23 Jasa 42.000,00| 3.713.918.00
222 109/SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh 1.248.648.00 | 2.465.270.00
Bendaharawan APBD
223 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh 170.270.00 (  2.295.000,00
Bendaharawan APBD
224 111 /SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 240.000,00 2.055.000,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
225 119 /SPI-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 303.000,00| 1.752.000,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
226 124 /SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dil 438.000,00 1.314.000,00
Pejabat/PNS/TNL/Polri/Pensiun
227 125 /SPJ-GU/12/2023 Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 1.314.000.00 0,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
38.338.118,00 | 38.338.118,00 0.00

Tenggarong, 02 Januari 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

NIP 19720701 200701 1 023
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
LPJ BELANJA - ADMINISTRATIF

Urusan Pemerintahan
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi

7-01 KECAMATAN

7-01.0-00.0-00.19.0 Kecamatan Kota Bangun Darat
7-01.0-00.0-00.19.0.0 Kecamatan Kota Bangun Darat

PENGGUNA ANGGARAN JULKIFLI, SE
Bendahara Pengeluaran AL HOFID NUR
Bulan November
s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
SPJ - LS Gaji
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN |------—mmmmmm s e o s s e s s m = SPJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa
................. spJ-uPlGUTY |
5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 53.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.540.000,00
T 000 000
T T Y )
5.1.1.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.760.000,00
T oo0|  ooo| 0,00
............ 000 000 000
5.1.1.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00
Pendapatsn 1 T/ mwm llllllllllll mm_m ..||..||‘|!|||m.m.m
T o] 000 000
5.1.2.01.01.0004 |Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00
............ ool o000 o000
............ ooo] o000 o000
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.530.876,00 0,00 0,00 0,00 28.552.200,00 9.978.676,00
T o0 2855220000 28.552.200,00
T 000 000
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s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
SPJ - LS Gaji
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN |-----m=rero——— e m o —— -{SPJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa

T Tepgupiguy N

5.1.2.01.01.0025 |Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor- Kettas dan Cover 71.213.000,00 0,00 0,00 0,00 40.420,000,00 30.793.000,00
[T T e00[ 4042000000 46.420.000,00
T [T om0 T 0

5,1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegtatan Kantor- Bahan Cetak 157.580.000,00 0,00 0,00 0,00 150,115.000,00 7.465.,000,00
T TTo00| 1s0.415.00000]  150.115.000,00
Y Y. R ")

5.1.2.01.01,0027 |Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,000,00
T Y T ]
T Y )

5.1.2.01,01,0029 |Bslanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Bahan Komputer 49.020.000,00 0,00 0,00 0,00 22,300.000,00 26.720.000,00
T T oo T 2230000000 22.300.000,00
T | T a0 T o

5,1,2,01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 76.714.000,00 0,00 0,00 0,00 49.332.000,00 27.382.000,00
..... T o00| | 49.33200000|  49.332.000,00 |
T T T 0.00]

5,.2,01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Listrik 1.876.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.000,00
T Tooo| T ow0
) Y] R Y™

5.1.2.01.01.0036 |Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-AlatiBahan untuk Kegiatan 59.450,000,00 0,00 0,00 0,00 53.312.500,00 6.137.500,00
Kantor Lainnya T [T Tsaat2s0000]  53.312.500,00]
[T oo T omef T 000

5.1.2.01.01.0039 |Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 16.268,233.124,00 0,00 0.00 0,00 2.,683.926.836,00 15.604,306.288,00
T T T  ooo| T 2.683.926.836.00]  2.683.926.636,00
T | T a0 T o




s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN -nuurn..:::::u::n:nmw.l_....:_...m:mw._.m ||||| —memenaa———--8PJ 5.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ -1.5 Barang & Jasa

T T T T Tsmaeubgumy

5.1.2.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 133.707.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.707.000,00
T Y ]
T T e[ T om0 oo

5,1.2.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 727.803.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727.803.000,00
T o] Y] Y
T e[ T om0 T 00

51.2.01.01.0058 |Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan $8.076.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.076.000,00
T o] T  Toee| T o
Y Y )

5.1.2.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 112.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.610.000,00
T o[ Teee| T e
Y HY" | Y.

5.1.2.01.01.0074 Belanja Pakalan Adat Daerah 42.800.600,00 0,00 0,00 0,00 42,000,000,00 800.000,00
T aoo| T T4200000000]  42.000.000,00
Y. Y ] EE Y]

5,1,2,01.01.0075 |Belanja Pakaian Ballk Tradisional 32.856.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.856.000,00
T T
...... Y] Y| EEY "

5.1.2.02.01.0003 Honorariumn Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa $1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.200.000,00
Acara, dan Panitia T T Teeo] T T om0 T oo
T T T T o[ o0 T 00

5.1.2.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 725.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725.360.000,00
Kegiatan -:-.:..innu:m_m& -..........un-:u:m_mm R mwm
..... Y. Y™ R P'")
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s.d BULAN LALU BULAN INI 5.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN |[-wwe———-- l..:.:...unm_uu.n_n..n_nu..owm.ww_m.. ||||| —-=wme====—-15PJ s5.d BULAN INl| SISA ANGGARAN
$PJ - LS Barang & Jasa
T spI-UPGUTU
5.1.2.02,01.0007 {Hanorarium Rohaniwan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T Tooo| oo T om0
I TTooo| T o0
5.1.2,02,01,0030 |Belanja Jasa Tenaga Kebersthan 42.000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00
R ] ] R Y
T e[ R T."Y Y
5,1,2.02.01.0037 |Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 577.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.000.000,00
Y] Y] R T'")
T | T oo T o0
5.1,2.02.01.0039 |Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00
T T )
Y Y. Y
5.1.2.02.01.0047 |Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 648.500.000,00 0,00 0,00 0,00 645.000,000,00 3.500.000,00
T T h00| 64500000000 645.000.000,00
Y™ ET"Y E 0,00
5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/FaksimiliIntemet/TV Berlangganan 2.745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.745.000,00
T Tooo| Y T
Y] " ERT")
5.1.2.02,03.0001 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 325,242,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.242.000,00
T | soo| T o]
T oo o] T e
5.1.2.02.04.0022 Belanja Sewa Eleciric Generating Set 175,000.000,00 0,00 0,00 0,00 174.650.000,00 350.000,00
[T T 00| 474.65000000|  174.650.000,00
Y. ) ETY'"Y "
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s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN  f---mommmmmmmoom S A eooo--]SPJs.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ -LS Barang & Jasa

T T spy-upeumu

5,1.2.02.04.0035 |Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermoter Perorangan 464,499,000,00 0,00 0,00 0,00 392.700.000,00 71.799.000,00
T oo T 302700000,00]  382.700.000,00)
Y] Y| E 0,00

5.1.2.02,04,0037 Belanja Sawa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 105.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.624,000,00
T o] Y ]
Y T

5,4,.2,02.04.0038 |Belanja Sewa Kendaraan Bermolor Beroda Dua 52.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500.000,00
R " E ")
..... B Y| I Y

5,1,2.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 227.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.200.000,00 1.800.000,00
T T  o00| | 22520000000]  225.200.000,00
I Y H Y| E Y

5.1.2.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 52.060.000,00 0,00 0,00 0,00 46.360.000,00 §,700.000,00
[T o[ Tasasooo000|  46.360.000,00)
I Y. R T om0

5.1.2.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.,000,00
T o0 T o] 0|
T T 0,00

5.1.2.04,01,0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.680.000,00
" Y. R 0.00
Y Y EEY"

5.1,2,04.01.0002 |Belanja Perjalanan Dinas Tetap 12.864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.864.000,00
Y Y T
T Y T E 0,00
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s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN [e=ror-—mmmmeee e |m..m_u_|...._u|m.wmm..m|nnu —emeemo—————— - SPJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ -LS Barang & Jasa
...... T spaueeumu ]
5.1.2,04.01.0003 |Belanja Perjatanan Dinas Dalam Kota 322.616.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 322,616.000,00
T e T T e T e
R -T"™) Y™
5.1.2.05.01.0001 | Belanja Hadlah yang Bersifat Perlombaan 1.592.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.592.000.000,00
T T
I Y] I T
5.2.2.02.01.0002 |Belanja Modal Kendaraan Bermetor Penumpang 750.680.000,00 0,00 0,00 0,00 553.300.000,00 187.380.000,00
T 00| ssas00.00000]  553.300.000,00
A" E T Y
5.2,2.02.01.0003 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 263.520.000,00 0,00 0,c0 0,00 153.000,000,00 110.520.000,00
...... T Tomo|  153.00000000  153.000.000,00
R ) Y| Y™
5.2.2.02.01.0004 |Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 468.000.000,00 0,00 0,00 0,00 362,310.940,00 105.689.060,00
(T T T o[ ae23osec00|  362310.840,00]
..... .Y Y
5.2.2.02,01,0006 |Belanja Modat Kendaraah Bermotor Khusus 545.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.040,000,00
T T o T o0 000
T oo oo T 0.00]
5.2.2.05.01.0005 |Belanja Modal Alat Kantor Lalnnya 13,182,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.182.600,00
T T T o0
T | oo 000
5.2.2.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Y " Y] R 0.00]
T o] T T Y




s.td BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN -!..:.11||||.:..:.....|m_|um|..|_....m..mwm.|1||||||.:..i| ||||| SPJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa
T T T Tepyaupeurry |
5.2,2.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer 307.770.000,00 0,00 0,00 0,00 291.000.000,00 16.770.000,00
T T 00| 29100000000 291.000.000,00
T | o0 T o0
5.2.2,10,02,0003 | Belanja Modal Peralatan Parsonal Computer 23,700.000,00 0,00 0,00 0,00 23.600.000,00 100.000,00
..... T o00|  2360000000]  23.600.000,00
T e[ o[ e
Total 27,875.450.000,00 0,00 0,00 0,00 5.937.079.476,00 22,038.370.524,00
T om0 ssargreavenn| | 5.987.079.476,00)
Y] ™Y B Y
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Penerimaan

- SP2D

- Lain-lain

Jumlah Penerimaan

Pengeluaran

- SPJ (LS + UP/GUITU)
- Lain-Lain

Jumlah Pengeluaran

Saldo Kas

§.937.079.476,00
0,00
5.937.079.476,00

5.837.079.476,00
0,00
5.837.079.476,00

0,00

Tenggarong, 5 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

AI/HOFID
NIP19720701 200701 1 023
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
LPJ BELANJA - ADMINISTRATIF

Urusan Pemerintahan 1 7-01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.0 Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.0.0 Kecamatan Kota Bangun Darat
PENGGUNA ANGGARAN : JULKIFLI, SE
Bendahara Pengeluaran : AL HOFID NUR
Bulan : Desember
s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
SPJ - LS Gaji
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN |[~~—=—r=mrmmmem e e r e s SR E S e S SPJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa
................. spJ-uPGUTU
5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 53.540.000,00 0,00 36.300.000,00 36.300.000,00 51.120.000,00 2.420.000,00
T 000 o] o000
............ 000 1482000000  14.820.000,00
5.1.1.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.760.000,00 0,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.720.000,00
............ o00|  oo0| o000
............ o00] oo o000
5.1.1.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 0,00
e e o0 o000 o000
............ 000  840000000]  8.400.000,00
5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.240.000,00 8.760.000,00
T o] 2024000000 | 20.240.000,00 |
T oo oo om0
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.530.876,00 0,00 0,00 0,00 37.099.276,00 1.431.600,00
...... 2855220000  511987600|  33.672.076,00
T 342720000 3.427.200,00




. s.d BULAN LALU BULAN INI s,.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN !.n-nnu.:.........zuunum_lu.l_n:_...w..mu.w_.u_ ||||| —mmemm——— -1SPJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa

I Y I TTYT=17; R

5.1.2.01.01.0025 |Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 71.213.000,00 0,00 0,00 0,00 63.205.000,00 8,008.000,00
[T 4042000000 | 22785.00000]  63.205.000,00
R "] E Y™

5.1.2.01.01.0026 |Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 157.560.000,00 0,00 0,00 0,00 152.547.550,00 5.032.450,00
[T isomso0000  000|  150.115.000,00]
T T oo 243285000 2432.550,00)

5.1.2.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Benda Pos 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
T om0 tsc00.00000|  15.000,000,00]
T T T o000

5.1.2.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan uriuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 49.020.000,00 0,00 0,00 0,00 48.414,864,00 605.136,00
(T 2230000000 26414.86400)  48.414.864,00]
...... Y. Y™ R "

5.1.2.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 76.714.000,00 0,00 0,00 0,00 76.046,000,00 668.000,00
[~ 4o3s200000| | 2671400000|  76.046.000,00]
D T T 0,00

5.1.2.01.01.0031 |Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1,875.000,00 0,00 0,00 06,00 0,00 1.875,000,00
Y Y Y"1 "
Y Y] Y]

5,1,2.01.01.0036 |Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan 59.450,000,00 0,00 0,00 0,00 53,312.500,00 6.137.500,00
Kantor Lainnya (" sasizsooo0| o0 53.312.500,00
T o[ T e[ T o)

5.1.2.01.01.0039 |Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 18.268.233.124,00 0,00 0,00 0,00 17.907.709.417,00 380.523.707,00
[ 2.662.926.836,00|  15.215.022.561,00|  17.898.949.417,00]
T o[ e7e000000]  8.760.000,00]




s.d BULAN LALY BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN -.iuunnun...............im_nuu_n.u_..um..nmmw._um{::............u........:u; SPJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa
VY T 7177,
5,1,2,01,01,0052 |Belanja Makanan dan Minuman Rapat 133.707.000,00 0,00 0,00 0,00 105.025.600,00 28.681.400,00
[T o00| 10502560000  105.025.600,00]
...... Y Y] Y
5.1.2.01.01.00563 |Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 727.803.000,00 0,00 0,00 0,00 713.628.700,00 14.174.300,00
..... T oo 713ezsro000| 71362870000
T T )
5.1.2.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktlvitas Lapangan 88.076.000,00 0,00 0,00 0,00 86.306.100,00 1.769.900,00
[ o[ 86.306.100,00|  86.306.100,00
Y T )
5.1.2.01.01.0064 |Belanja Pakalan Dinas Lapangan (PDL) 112,610,000,00 0,00 0,00 0,00 112.150.000,00 460.000,00
T 00| 11245000000 112.450.000,00
T e T Teee| T o)
5.1.2.01.01.0074 |Belanja Pakaian Adat Daerah 42,800.000,00 0,00 0,00 0,00 42,000.000,00 800.000,00
[ a200000000] " Tooo| 42,000,000
..... Y Y
5.1.2,01.01,0075 |Belanja Pakalan Batlk Tradislonal 32.856.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.856,000,00
T o T T T o[ e
T a0 T o] T o)
5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Permbawa 51.200.000,00 0,00 0,00 0,00 41,800.000,00 9.400.000,00
Acara, dan Panitia T T opo| T #4tscooo000|  41.800.000,00]
T T e T T o] T e
5.1.2.02.01.0004 |Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretarlat Tim Pelaksana 725.360.000,00 0,00 0,00 0,00 700,840,000,00 24.520.000,00
Kegiatan T T000]  693140.00000  693.140.000,00|
T T | “7.700000,00]  7.700.000,00]

Prinied By SIMDA-NG | 3/8

3




s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN |-------=mmmomo—— rm._"..mn.._-umnmaw_.um!...:.::.-nuu.i[:.:.r S$PJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ -LS Barang & Jasa

T  spyLupgUmy |

5,1,2,02,04,0007 |Honorarium Rohaniwan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T .
: T Y T

5.1.2,02,01,0030 |Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 29.700.000,00 12,300.000,00
.Y Y] EE Y]
[T o0 ze70000000|  29.700.000,00

6.1,2,02,01.0037 |Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 577.000.000,00 0,00 0,00 0,00 577.000.000,00 0,00
T omo| s77.000000,00  577.000.000,00
I Y. - T."] E T

§.1,2,02,01,0038 |Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00 0,00
T T T hoo| 4750000000 17.500.000,00)
Y Y Y

5.1.2,02.01.0047 |Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 648.500.000,00 0,00 0,00 0,00 645.000.000,00 3.500,000,00
[ “easooooon0o|  000]  645.000.000,00
Y. ET."Y ERT")

5.1.2,02.01.0063 |Belanja Kawat/Faksimlli/internet/TV Berlangganan 2,745,000,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 845.000,00
Y Y] Y.
T ome| T 1eoooo000|  1.900.000,00)]

5.14,2,02,03,0001 | Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 325.242.000,00 0,00 0,00 0,00 325.242,000,00 0,00
7Y Y| Y
T T T  h00| T Tazs24200000)  325.242.00000]

5.1.2,02.04,0022 |Belanja Sewa Electric Generating Set 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 174,650.000,00 350.000,00
[ Tizsesooos0o| TTTTo00] T 174.650.000,00]
T T oo T e T 000
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s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN -uuuu...i.:..i-nn-||mw“_:.:_-..m..n...mm._1_||::..::..|| ||||||| SPJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa

T T T T Tepaupeuy

51.2.02.04.0035 |Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 464.489.000,00 0,00 0,00 0,00 417.900.000,00 46.559,000,00
[~ 39270000000 25.20000000]  417.800.000,00]
....... Y ") Y]

5.1.2.02.04.0037 |Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 105.624.000,00 0,00 0,00 0,00 59.340.000,00 46,284.000,00
T om0 sead000000]  59.340.000,00
Y Y Y]

5.1.2.02.04.0038 | Belanja Sewa Kendaraan Bermolor Beroda Dua 52.500.000,00 0,00 0,00 0,00 52.500.000,00 0,00
T [T oo T oo
T o[ Ts2500000,00]  52500.000,00

5.1.2.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lalnnya -227.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.200,000,00 1,800.000,00
[T o2sac000000  000|  225200.000,00]
T T oo T T Teee| T a0

5.1.2.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 52.060.000,00 0,00 0,00 0,00 46.360,000,00 5.700.000,00
[T asaeoo0000] 000  46.360.000,00
T T [T T o0 T e

5.1.2.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 141.400.000,00 8.600.000,00
T oo 14140000000 141.400.000,00)
Y Y. ST

5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.680.000,00 0,00 0,00 0,00 22,961.525,00 45.718.475,00
Y T T 0.00]
T | azestss00| | 2296152500

5.1.2.04.01.0002 |Belanja Perjalanan Dinas Tetap 12,864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.864.000,00
T | oo T " 000
Y Y"1 R T")




s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN ,iunu.i!i::...::...m._u..m,..m....m|m..._m._|_|:1|||r!......:iuJ SPJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa

T spi.upGUAU |

5.1.2.04,01.0003 | Belanja Parjalanan Dinas Dalam Kota 322.616.000,00 0,00 0,00 0,00 51.7590.000,00 270.826.000,00
T 00| Tas 47000000 48.470.000,00]
T | T  Gazeno00| 2.320,000,00

5.1.2.05.01.0001 Belanja Hadlah yang Bersifat Perlombaan 1.592.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.520.000.000,00 72.000.000,00
T T  o00] 152000000000  4.520.000.000,00
Y. Y ") Y]

5.2,2,02,01.0002 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 750.680.000,00 0,00 0,00 0,00 553.300.000,00 197.380.000,00
" s5330000000]  000|  553.300.000,00
T T T 000

5.2.2.02.01.0003 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 263.520,000,00 0,00 0,00 0,00 153.000.000,00 110.520.000,00
[~ Tisscooco000|  000|  153.000.000,00]
T | T Teee| T 000

5.2,2,02.01.0004 |Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 468.000.000,00 0,00 0,00 0,00 362.310.940,00 105.688.060,00
[ Taszatoseoo| | o00|  362310.840,00
T T T 000

5.2.2.02.01.0006 | Bslanja Medal Kendaraan Bermotor Khusus 545.040.000,00 0,00 0,00 0,00 496.000,000,00 49.040,000,00
T T o00| T 496.000.000,00  496.000.000,00)
T | e[ T 00

5.2.2.05.01.0005 |Bslanja Modal Alat Kantor Lainnya 13,182.000,00 0,00 0,00 0,00 12,600,000,00 582.000,00
T 00| T  Toe] T o0
T oo T12e00.000,00]  42.600.000,00

5.2.2.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T o] Y Y "]
T Tooo| T Tooo




s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN IN{
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN --u!.-!.-..-nuu-......mm.u_n.u_..lmumw_”.m[.:i-|||-.....:.:-||-mv._ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ « LS Barang & Jasa
T T Tspyupieumu.
5.2.2.10.01.0002 |Belanja Modal Personal Computer -307.770.000,00 0,00 0,00 0,00 291.000.000,00 16.770.000,00
[T aetooocoo0e|  o000]  291.000.000,00
T | a0 000
5.2.2.10.02.0003 |Belanja Modal Peralatan Personal Computer 23.700.000,00 0,00 0,00 0,00 23,600.000,00 100.000,00
T 2ssmo0c000] | 000  28.600.000,00]
Y. E Y'Y EE "
Total 27.975.450.000,00 0,00 38.340.000,00 38.340.000,00 26,437.139.472,00 1.538.310.,528,00
[ 5.037.079.476,00|  19.966.956.721,00|  25.906.036.187,00
T T T hoo|  4s27eaz7s00|  492.763.275,00)




Penerimaan

- 5P2D

Pajak Penghasilan Ps. 21
Pajak Penghasilan Ps. 22
Pajak Penghasilan Ps. 23
Pajak Pertambahan Nilai

- Lain-Lain

Jumlah Penerlmaan

Pengeluaran

SPJ (LS + UP/GUITU)
Pajak Penghasilan Ps. 21
Pajak Penghasilan Ps. 22
Pajak Penghasilan Ps. 23
Pajak Perlambahan Nilai
- Lain-Lain

Jumiah Pengeluaran

Saldo Kas

26.510.938.197,00
2.295.000,00
170.270,00
2.100.900,00
1.248.648,00
32.524,200,00
26,549.276.315,00

26.509.139.472,00
2.295.000,00
170.270,00
2.100.000,00
1.248.648,00
34.322.925,00
26.549.276.315,00

0,00

Tenggarong, 2 Januari 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

ALfHOFID NUR
NIP19720701 200701 1 023




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. |l Nomor Telp : 081346421976, 08524668535

Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

Tanggal Penutupan Kas
Nama Penutup Kas

Tanggal Penutupan Kas yang lalu

Jumlah transaksi s/d bulan
- Jumlah Total Penerimaan
- Jumlah Total Pengeluaran

Terdiri atas :

1.

Uang Kertas :
Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan

Uang Logam :
Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan
Pecahan

Kertas berharga dan bagian

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

100.000
50.000
20.000
10.000

5.000
2.000
1.000

2.000
1.000
500
200
100
50

25

kas yang diizikan ordonasi/SP2D
wesel, cek,saldo bank, materai
dan sebagainya...................

saldo rek koran

saldo rek titipan pajak
saldo rek BPP

Panjar PPTK

REGISTER PENUTUPAN KAS

1]

Rp
Rp
Rp
Rp

(=lellellellole o]

O 00000 Oo

Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif

: 31 Oktober 2023
: AL HOFID NUR

: 31 Oktober 2023

Rp

Rp
Saldo Buku Rp
Saldo Kas Rp
lembar Rp
lembar Rp
lembar Rp
lembar Rp
lembar Rp
lembar Rp
lembar Rp

Rp
keping Rp
keping Rp
keping Rp
keping Rp
keping Rp
keping Rp
keping Rp

Rp
Saldo Bank Rp
Jumiah Rp

Perbedaan Positif/negatif Rp

Kota Bangun Darat, 31 Oktober 2023
Bendahara Pengeluaran

NIP. 197207012007011023



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. Il Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 30 Nopember 2023
Nama Penutup Kas : AL HOFID NUR
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 31 Oktober 2023
Jumlah transaksi s/d bulan : 30 Nopember 2023
- Jumlah Total Penerimaan Rp 5.937.079.476,00
- Jumlah Total Pengeluaran Rp 5.937.079.476,00
Saldo Buku Rp -
Saldo Kas Rp -
Terdiri atas : -
y Uang Kertas :
Pecahan Rp 100.000 = 0 lembar Rp -
Pecahan Rp 50.000 = 0 lembar Rp -
Pecahan Rp 20.000 = 0 lembar Rp -
Pecahan Rp 10.000 = 0 lembar Rp -
Pecahan Rp 5.000 = 0 lembar Rp -
Pecahan Rp 2.000 = 0 lembar Rp -
Pecahan Rp 1.000 = 0 lembar Rp -
Rp -
2. Uang Logam :
Pecahan Rp 2.000 = 0 keping Rp -
Pecahan Rp 1.000 = 0 keping Rp -
Pecahan Rp 500 = 0 keping Rp -
Pecahan Rp 200 = 0 keping Rp -
Pecahan Rp 100 = 0 keping Rp -
Pecahan Rp 50 = 0 keping Rp -
Pecahan Rp 25 = 0 keping Rp -
Rp -
3 Kertas berharga dan bagian
kas yang diizikan ordonasi/SP2D
wesel, cek,saldo bank, materai
dan sebagainya................... Saldo Bank Rp -
saldo rek koran Rp -
saldo rek titipan pajak Rp -
saldo rek BPP Rp -
Panjar PPTK Rp -
Jumlah Rp -
Perbedaan Positif/negatif Rp -
4. Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif =

e,

WIAH K4,
N enge \ Kota Bangun Darat, 30 Nopember 2023
Pengguna Adgdans Bendahara Pengeluaran

g 031 004 NIP. 197207012007011023




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT

Alamat : Jalan Pembangunan RT. II Nomor Telp : 081346421976, 08524668535
Email : kotabangundarat12345@gmail.com Kode Pos 75561

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas . 31 Desember 2023
Nama Penutup Kas . ALHOFID NUR
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 30 November 2023
Jumlah transaksi s/d bulan . Desember 2023
- Jumlah Total Penerimaan Rp 20.612.196.839,00
- Jumlah Total Pengeluaran Rp 20.612.196.839,00
Saldo Buku Rp -
Saldo Kas Rp -
Terdiri atas : -
1. Uang Kertas :
Pecahan Rp 100.000 = 0 lembar Rp -
Pecahan Rp 50.000 = 0 lembar Rp B
Pecahan Rp 20.000 = 0 lembar Rp -
Pecahan Rp 10.000 = 0 lembar Rp s
Pecahan Rp 5.000 = 0 lembar Rp -
Pecahan Rp 2.000 = 0 lembar Rp -
Pecahan Rp 1.000 = 0 lembar Rp -
Rp -
2: Uang Logam :
Pecahan Rp 2.000 = 0 keping Rp -
Pecahan Rp 1.000 = 0 keping Rp -
Pecahan Rp 500 = 0 keping Rp B
Pecahan Rp 200 = 0 keping Rp -
Pecahan Rp 100 = 0 keping Rp -
Pecahan Rp 50 = 0 keping Rp -
Pecahan Rp 25 = 0 keping Rp -
Rp -
3. Kertas berharga dan bagian
kas yang diizikan ordonasi/SP2D
wesel, cek,saldo bank, materai
dan sebagainya................... Saldo Bank Rp -
saldo rek koran Rp -
saldo rek titipan pajak Rp - -
saldo rek BPP Rp -
Panjar PPTK Rp >
Jumlah Rp -
Perbedaan Positif/negatif Rp -
4, Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif -

Kota Bangun, 31 Desember 2023
Bendahara Pengeluaran

W 998031004 NIP. 197207012007011023
=




Unit Organisasi

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
REGISTER SURAT TANDA SETOR (STS)

Periode 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023

: Kecamatan Kota Bangun Darat

Sub Unit : Kecamatan Kota Bangun Darat
No | Tanggal No STS Kode Jenis Uraian Nilai STS (Rp ) | Keterangan
Setoran
1 27/12/2023 | 0001/STS/KOBADAR/2023 | PUP1 UP Pengembalian atas Atas Sisa Uang Persediaan 1.798.725,00
SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun
Anggaran 2023.
2 29/12/2023 | 0002/STS/KOBADAR/2023 | BLB1 LS Pengembalian Atas Belanja Hadiah yang 72.000.000,00
Bersifat Perlombaan Kegiatan MTQ Tingkat
Kabupaten Tahun Anggaran 2023
Jumlah 73.798.725,00

Kota Bangun Darat, 11 Januari 2024
Pengguna Anggaran,
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SURAT TANDA SETORAN Vira S
Bayar/Bendahara
Sebagai Bukti Setoran
STS
PEMERINTAH KABUPATEN ( )
KUTAI KARTANEGARA
1. Nomor STS : 0001/STS/IKOBADAR/2023
2. Bank Penerima . Bank Kaltimtara Cabang Kota Bangun lil
3. Nama / Nomor Rekening Bank . Rek.Penerimaan Daerah Kukar Nomor: | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 [ 0 I 0 l OT 1 I 9 l
4. Penyetor : AL HOFID NUR
5. NO. SKPD/KODE SETORAN/TAHUN
KODE SKPD: KODE JENIS SETORAN TAHUN KEGIATAN:
| 4.11.16.01 | 1 PUP1 | | 2023 |
6. Harap Menerima Uang Sebesar Rp 1.798.725,00

( dengan huruf ) . /// Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima
Rupiah///
7. Program -
8. Kegiatan -
9. Keterangan . Pengembalian Atas Sisa Uang Persediaan SKPD Kecamatan Kota Bangun Darat Tahun
' Anggaran 2023
10 NO KODE PROG./KEG./REK. URAIAN BELANJA JUMLAH
1, Rp 1.798.725,00
JUMLAH Rp 1.798.725,00
WIAH ’ﬂﬁag\éi\ahm Kota Bangun Darat, 27 Desember 2023
Pengg fﬁ}\ggaran Penyetor "‘}Ya_hg Menerima
KECANATA ¢ ,
KOTAB UNDAET 3
AHOEDNUR @ 0 |00 LN
52 199803 1004 NIP. 19720701 200701 1 023




STS BELANJA HADIAH 2023 KOBADAR.pdf

PDF - 70.93 KB

PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

WWayb Setor/\Wajib
Bayar/Bendahara
Sebaga! Bukli Setoran

SURAT TANDA SETORAN

(STS)

o

10

Nomor STS 0002/STS/KOBADAR/2023
Bank Penerma Bank Kaitimtara Cabang Kota Bangun !l
Nama / Nomor Rekening Bank Rek Penerimaan Daerah Kukar nomor | OfOo]a]1f3]o]ofo]1]9g]
Penyetor AL HOFID NUR
NC SKPD/KODE SETCRAN/TAHUN
KODE SKPD KODE JENIS SETORAN TAHUN KEGIATAN
| 4.11.16.01 | | BLB1 1 1 2023 |
Harap Menernma Uang Sebesar Rp 72.000.000,00
( dengan hurif) /77 Tajuh Pulub Dua Juta Ruprah///
Program 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Kegiatan 7 01 05 2 01 Penyelenggaraan Urusan Pemenntahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Keterangan Pengembalian Alas Belanja Hadiah yang Bersifat Periombaan Kegiatan MTQ Tingkat
Kabupaten Tahun Anggaran 2023
NO | KODE PROG.KEG./REK. URAIAN BELANJA JUMLAH
1 |51 0205010001 Belanja Hadiah yang Bersifat Periombaan Rp 72 000 000.00
JUMLAH Rp 72.000.000,00

Mangetahu,
Pengguna Anggaran

gg;_gg ) IFLL Sg 3 |

NIP. 1975020199803 1 004

Kota Bangun Darat 29 Desember 2023

Penyetor Yang Venernma

HOFID NUR

NIP. 19720701 200701 1 023

...............................................
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TEE. g v

bankaltimtara

Kepada Yth. No. Rekening
KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT Valuta
JL PEMBANGUNAN RT 002 Periode
KUTAI KARTANEGARA Cabang

NEPWP

Tidak ada data mutasi.

Rekening Koran
Account Statement

0041429097

IDR

01-11-2023 s/d 30-11-2023
Cabang Tenggarong
507472454728000

1. Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan
apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah Sdr. setujui

Rekening Koran ini sah tanpaz tanda tangan dan/atau stempel Bank.

Bilamana terdapat perbedaan antara cetakan rekening koran dengan pembukuan Bank, maka

yang berlaku adalah pembukuan Bank.

4. Bank setiap saat berhak melakukan koreksi apabila tedapat kesalahan pada Rekening Koran.

Samarinda, 29 Desember 2023

NADILLA PUTRI RAHMADANI

Dicetak oleh Novita Theresia, tanggal 29-12-2023 06:17

Halaman 1 dari 1




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
LPJ BELANJA - FUNGSIONAL

Urusan Pemerintahan : 7-01 KECAMATAN
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.0 Kecamatan Kota Bangun Darat
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.19.0.0 Kecamatan Kota Bangun Darat
PENGGUNA ANGGARAN : JULKIFLI, SE
Bendahara Pengeluaran : AL HOFID NUR
Bulan : Oktober
s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN f---------=-=----- mw.._u |_.|m um..w._.m |||||||||||||||||| SPJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa
................. spJ-UPIGUTU |
5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 53.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.540.000,00
T 000 000 000
............ ooo|  ooo| 7 om0
5.1.1.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.,760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.760.000,00
............ ooo| o000 000
............ o00|  ooo| o000
5.1.1.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00
Pendapatan T om0 000 000
............ oo  ooo| oo
5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00
T ooo| ooo| 7 oo
Y . 0,00
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.530.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.530.876,00
............ o0o| o000 000
............ T Y
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s.d BULAN LALU BULAN INi s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN p----------—o ||....|mw.|_..-.._u..m:mw._u_..1|1 |||||||| ~-----5PJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa
Y T =t T
5.1.2.01,01.0025 |Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kerlas dan Cover 74.213.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.213.000,00
T Y
T T el T oo T o0
5.1.2.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kanfor- Bahan Cetak 157.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.580.000,00
Y T
T T [T T oo T e
5.1.2.01.01.0027 |Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
T Tooo| T Tope| o0
T o T T T e T T oo
5.1.2.01.01.0028 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantar-Bahan Komputer 49,020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,020,000,00
T T T o] T o0 o0
T T T
§.1.2.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Parabot Kantor 76.714.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.714.000,00
Y | T
Y | Y " 000
5.1.2.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat Listrik 1.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.000,00
Y Y. AT
..... T o0 T T o0 T o0
5.1.2.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alal/Bahan untuk Kegiatan 59.450.000,00 0,00 0,00 0,60 0,00 $9.450,000,00
Kantorlabwya T ||||m_mm -....1....|||1||m_mm 1||||:E:.:.:.m_mm
, T T
5.1.2.01.01.0039 Belanja Barang untuk Bijual/Diserahkan kepada Masyarakat 18.288.233.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.288.233.124,00
T T 000 o0
.......... Y Y Y




s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN [----——----——-—- ...imwu._....._..m.mw._n_un.i||||||!.....:.::, SPJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa

T T  eeyiumeum”

51,2,01.01.0052 |Belanja Makanan dan Minuman Rapat 133.707.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.707.000,00
T Y T
T T o[ T a0 T o0

5.1.2.01,01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 727.803.000,00 0,60 0,00 0,00 0,00 727.803,000,00
Y Y " Y
AT Y "] Y.

5.1.2.01.01.0058 |Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas L.apangan 88.076.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,076.000,00
T T e T o0 T e
Y. Y. T

5.1.2.01.01.0064 |Belanja Pakalan Dinas Lapangan (PDL) 112.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.610.000,00
R T
Y. Y. '™

5.1.2.01.01.0074 | Belanja Pakalan Adat Daerah 42.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,800,000,00
Y . Y
T om0 T oo 000

5.1.2.01,01,0075 Belanja Pakalan Batik Tradisional 32,856.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.856.000,00
T e[ o0 000
..... Y Y R T

5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pernbawa 51.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.200.000,00
Acara,danPenta | [ ") oo o000
T e 00| T 000

5.1.2.02.01.0004 |Honoratium Tim Palaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 725,360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725.360.000,00
Keglatan T o] Y] Y™
T e T T T oo oo

Printed By SIMDA-NG | 3/8 &




s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
KCDE REKENING URAIAN ANGGARAN [---------cmmeeeee m..m.u_n..n_u..munumw._.m.:...:..:..1..1....!.!.'- SPJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ -LS Barang & Jasa
T epaueeuny |
5,1.2.02,01.0007 | Honararium Rohanlwan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I "1 DY
[T o0 T a0 T o0
5.1.2.02.01.0030 |Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 42,000,000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00
[T o0 T om0
...... T om0 T o0 T T oo
5.1.2.02,01.,0037 |Belanja Jasa Juri _uaq_oacmm:_,_um:m:a_zmmz §77.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.000.000,00
Y . 000
Y T Y
5,1,2.02,01,0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,60 17.500.000,00
T o0 oo T o0
......... Tooo|  eoo| T Tome
5.1,2,02,01,0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 648.500,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.500.000,00
[T o] T om0 T 000
Y T o0
5.1.2.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimilfintemst/TV Betlangganan 2.745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.745.000,00
..... T oo T T T T o] T o0
[T e T o] T o0
5.1.2.02.03.0001 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 325.242,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,242,000,00
T o] o00] o000
T o] TTooe] T 00
5,1,2,02,04,0022 | Belanja Sewa Electric Generating Set 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00
..... T 00| T o0 T 000
T e[ o0 T 00!

FPrinted By SIMDA-NG | 478




s.d BULAN LALY BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN [------—mmmmmeeee umm.mn..nrum...m.mw..m.m.......i:!.: |||||||| SPJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa
T T
5.1.2.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 464.499.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.489.000,00
T 0,00
T o0o|  oo0|  opo
5.1.2.02.04.0037 |Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 105,624,000,00 0,00 0,00 0,60 0,00 105,624.000,00
T 00| o000
...... oo T T om0 T 0o
5.1.2.02.04.0038 |Belan|a Sewa Kendaraan Bermotar Beroda Dua 52.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500.000,00
T o] T om0
T Y
§.1.2.02.04.0117  }Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 227.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.000.000,00
T T o] o0 oo
..... Y Y T
5.1.2.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pandingin 52,060,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.060.000,00
Y R T Y
Y T
5.1,2,02,05,0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 150.000.000,00 0,00 2,00 0,00 0,00 150.000.000,00
T o] T om0 T 00
Y T Y
5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Blasa 66.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.680.000,00
Y T Y
T o0 T o] 000
5.1.2.04.01.0002 |Belanja Perjalanan Dinas Tetap 12,864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.864.000,00
Y Y
[T 00| T oee| T o0e

Frinted By SIMDA-NG | %8 &
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s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN |---- n.:::.......|||||m..m.u_|...._|..m..m.mw._.m:1 |||||| c——nnuea~dSPJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ -LS Barang & Jasa
T T  spaupeunry |
5.1.2.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 322.616.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,616.000,00
T T [T T o0 T oo
T o BT T o0
5.1.2.05.01.0001 | Belanja Hadlah yang Bersifat Perlombaan 1.592,000,000,00 0,60 0,00 0,00 0,00 1.592,000,000,00
Y Y " T
T el T T T o0 T e
5.2.2.02,01.0002 | Belanja Mcdal Kendaraan Bermotor Penumpang 750.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.660,000,00
T e T o] T oo
T e[ T T T e[ 0o
5.2,2.02,01.0003 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 263.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.520,000,00
R Y. T
T oo T e T oo
52,2.02,01.0004 |Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 468.000.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 468,000,000,00
Y R
T T T o[ T T o T 000
5.2,2.02.01.0006 |Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 545.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,040.000,00
T T e T T e[ T oo
Y Y | E Y
5.2.2.05.01.0005 |Belanja Modal Alat Kantor Lalnnya 13.182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.182.000,00
..... Y Y
Y Y E T
5.2.2,10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Y | Y
..... Y] Y "] I
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s.d BULAN LALU BULAN INE s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN fr---e—mmmmmo - ..mw.n_u..m...mlmmw.m::.i!il ||||| -----1§PJ s.d BULAN INI{ SISA ANGGARAN
SPJ -LS Barang & Jasa
T T Uspgeupgumy |
52.2.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer 307.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,770.000,00
Y Y Y ") EY."
T e T e[ T 000
5.2.2.10,02,0003 | Belanja Modal Peralalan Persohal Computer 23,700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.700.000,00
....... Y Y
7"y Y ") B Y."
Total 27.975.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.975.450.000,00
I Y. AT
Y N Y.

,..w‘-mr
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[

Penerimaan
- Lain-Lain
Jumlah Penerimaan

Pengeluaran
~ Lain-Lain

Jumlah Pengeluaran

Saldo Kas

¢,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Tenggarong, 2 November 2023
BENDAHARA PENGELUARAN
\

HOFID
NIP19720701 200701 1 023
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PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
LPJ BELANJA - FUNGSIONAL

Urusan Pemerintahan :

Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi :

7-01 KECAMATAN

: 7-01.0-00.0-00.19.0 Kecamatan Kota Bangun Darat

7-01.0-00.0-00.19.0.0 Kecamatan Kota Bangun Darat

PENGGUNA ANGGARAN : JULKIFLI, SE
Bendahara Pengeluaran : AL HOFID NUR
Bulan : November
s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
SPJ - LS Gaiji
KODE REKENING URAIAN ANGGBARAN oo s i i i o e e S 5 e e e ) SPJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa
................. spJ-UPGUTU
5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 53.540.000,00 0,00 0,00 obo. 0,00 53.540.000,00
............ ooo| oo 000
............ o0o|  ooo| o000
5.1.1.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.760.000,00
............ ooo| o] 000
T ooo| om0 oo
5.1.1.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00
e o0 o000 o000
............ ooo] 00| o000
5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000.000,00
............ 000 om0 000
T Y
5.1.2.01.01.0024 |Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.530.876,00 0,00 0,00 0,00 28.552.200,00 9.978.676,00
............ 000 2855220000  28.552.200,00
S oo0] 000 000




1 s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN |~----=---- n:....:::mw..._l.u_..umlnnwm.m::::.:.!.: ||||| ----8PJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ -LS Barang & Jasa

Y T TR

5.1,2,01.01.0025 |Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 71.213.000,00 0,00 0.00 0,00 40.420.000,00 30.793.000,00
T  ooo| T 4042000000 40.420.000,00)
T Tooo| oo T Tono

51.2.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 157.580.000,00 0,00 0,00 0,00 150.115.000,00 7.465.000,00
[T  To00| T T4s0445.00000|  150.15.000,00
.......... o] T oo T o)

£.1.2.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Benda Pos 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
] " ET"]
.Y Y] E Y.

5.1.2.01.01.00298 | Belanja Alat/Bahan uniuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 49.020.000,00 0.00 0,00 0,00 22.300.000,00 26,720.000,00
T o00| T 2230000000[  22:300.000,00]
Y] " EY'"]

5.1.2.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 76.714.000,00 0,00 0,00 0,00 49,332.000,00 27.382.000,00
(T T o007 Taeas200000)  49.332.000,00]
T 0] T o T o0

5.1.2.01.01.0031 | Belania Alat/Bahan uniuk Kegiatan Kantor-Afat Listrik 1,875,000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1.875.000,00
T Y Y N
Y Y "] EEY"]

5.1.2.01.01.0036 |Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Keglatan 59.450.000,00 0,00 0,00 0,00 53.312.500,00 6.137.500,00

Kantor Lainnya T T Tomo| 5331250000 53.312.500,00 .

T 00| o0 T 000

5.1.2.01.01.0029 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 18.288.233.124,00 0,00 0,00 0,00 2.683.926.836,00 15.604.306.288,00
....... TTTTo00| 268392683600 2.689.926.836,00
T T s T e T o
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s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN f|--wwmmemmmmeeaa |m|..Wu_...:_|..m..|mww._|m ||||| cmnpmmemcm———-S5PJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa
T T spaiupumu
5.1.2.01.01.0052 |Belanja Makanan dan Minuman Rapat 133.707.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.707.000,00
T oo T om0 T o0
T aeo| T Toe[ T 000
5.1.2.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minurman Jamuan Tamu 727.803.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727.803.000,00
........ TTTooo| T Toee] T om0
T T oo T Towe] T a0
5.1.2.01.01.0058 |Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 88.076.000,00 0,00 0,00 4,00 0,00 88.076.000,00
T e T T | T 000
Y Y
5,1.2.01.01.0064 |Belanja Pakalan Dinas Lapangan (PDL} 112.610.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.610.000,00
T e T oo T oo
T T oo T om0 T 00|
5.1.2,01.01,0074 {Belanja Pakaian Adat Daerah 42,800,000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 800.000,00
T 00| T 200000000 42.000.000,00)
.......... Y . Y
5.1.2.01,01,0075 |Belanja Pakalan Batlk Tradislonal 32.856,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.856.000,00
| T e T o0 T 000
| Y. R Y."Y T
! 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa 51,200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,200.000,60
Acara, dan Pantia T 00| T TToe) T o)
T Y o] 000
5.1.2.02.01.0004 |Honorarium Tim Pelaksana Keglatan dan Sekretariat Tim Pelaksana 725.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725.360.000,00
| Keglatan [ Tooo|  omo| T Tone
| T T R
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s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN [---------- ...:...:....m_nu.u_u.u_.umnnnuw.mua..:!:. |||||| ----4SPJ s.d BULAN [Nl SISA ANGGARAN
SPJ ~LS Barang & Jasa
T sPJ-UPIGUTU |
51.2.02,01,0007 | Honorarium Rohaniwan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Y Y )
Y ) Y] Y'Y
5.1.2.02.01.0030 |Belanja Jasa Tenapga Kebersihan 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00
T ee0f o0 T o0
T o] T oo T sao
5.1.2.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 577.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.000.000,00
Y. Y] T
.Y ) EY."
5.1.2.02.01.0039 |Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00
T e e T 000
Y. ] EY."]
5.1.2.02.01.,0047 |Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 648.500.000,00 0,00 0,00 0,00 645.000.000,00 3.500.600,00
T T T o00[ 64500000000 646.000.000,00
Y Y] DY)
5.1.2.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlangganan 2.745.000,00 0,60 0,00 0,00 0,00 2,745.000,00
..... Y Y"1 Y.
T | e 0.00]
5.1.2.02.03.0001 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggat 325.242.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.242.000,00
T Tooo| T Toee| T a0
Y. "] EE Y
§.1.2.02.04.0022 | Belanja Sewa Electric Generating Set 175.000.000,00 0,00 0,00 0,60 174.650.000,00 350.000,00
[T  o00| T 174650000,00]  174.650.000,00
T Tooo| T o] T oo




s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAJAN ANGGARAN [------ ..u:.:..i::nnmm.m._...m.:m:mw“u_:nuu[...:..iunuunu- SPJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
S$PJ - LS Barang & Jasa

T T T T  epyeupigumy |

5.1.2.02.04.0035 |Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 464.499.000,00 0,00 0,00 0,00 392.700.000,00 71.759.000,00
..... T o00| T asz70000000  382.700.000,00
T R T

5,1,2,02.04,0037 |Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 105.624.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.624.0C0,00
T o] oo o
Y. R T'") EE ")

5,1.2.02.04.0038 | Belanja Sewa Kendaraan Bsrmotor Beroda Dua 52.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500.000,00
T e T e T 000
I Y] Y] EET"")

5.1.2.02.04,0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 227.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.200.000,00 1.800.000,00
[T 00| 22520000000 225.200.000,00
o o T el T o

5.1.2.02.04.0121 | Belanja Sewa Alat Pendingin 52.060.000,00 0,00 0,00 0,00 46,360,000,00 5.700.000,00
T Tooe| se36000000 46.360.000,00
T T o[ a0 T 000

5.1.2.02,05.0001 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00
T T Y
......... T T

5.1.2.04.01.0001 |Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.680.000,00
T Y
I Y. Y

5.1.2.04.01.0002 |Belanja Perjalanan Dinas Tetap 12.864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.864.000,00
I Y ) Y] R ")
T Tooof Y E ")




s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN |[-wswmme——mm—a |zam_wmu.m...m|mﬁwm|ln!.:..:.i.. ||||||| SPJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa

...... T spalupeuu

5.1.2.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dafam Kota 322.616.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.616.000,00
T T el T T o] T 0
T o] a0 T 00

5.1.2.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1.592.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,592.000.000,00
Y Y )
T T 0,00

5.2,2,02,01,0002 ]Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 750.680.000,00 0,00 0,00 0,00 553.300.000,00 197.380.000,00
T To00| T ssa.30000000]  563.300.000,00
T T o] T Teee| T e

5.2,2,02,01,0003 |Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 263.520.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000.000,00 110.520.000,00
T 00| 153.000000,00] | 153.000.000,00
T e T T a0 000

5.2,2.02.01.0004 |Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 468,000.000,00 0,00 0,00 0,00 362.310.940,00 105.685.060,00
T T T  ao0| T ae2atos4000|  362.310.840,00
T Y Y "] I " 0,00

5.2.2.02.01.0006 Belanja Medat Kendaraan Bermotor Khusus 545,040.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545.040,000,00
Y T Y
Y T Y]

5.2,2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 13.182,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.182,000,00
T o0 e T 0]
....... ) Y} RY"]

5.2,2.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T K T Y
T T o[ T T T e T 000
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_, s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN |owsmmmemaaa——a— ln.:.mww:..m..mm..m._u_u:u.i.:..i-n-nu!.- SPJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa
....... T spaupumy
5.2.2.10.01.0002 |Belanja Modat Personal Computer 307.770.000,00 0,00 0,00 0,00 291.000.000,00 16.770.000,00
T T a0 29100000000 291.000.000,00)
T T a0 T om0 0o
5,2,2,10,02,0003 |Belanja Modal Peralatan Personal Computer 23.700.000,00 0,00 0,00 0,00 23,600.000,00 100.000,00
T 2360000000|  23.600.000,00
Y. " EY"
Total 27.975.450.000,00 0,00 0,00 0,00 5.937.075.476,00 22,038.370.524,00
T T o00|  s.937.070476.00|  5.937.070.476,00)
Y . T
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Penerimaan

- SP2D

- Lain-Lain

Jumlah Pengrimaan

Pengeluaran

- SPJ (LS + UP/GUITY)
- Lairn-Lain

Jumlah Pengeluaran

Saldo Kas

5.837.079.476,00
0,00
5.837.079.476,00

5.937.079.476,00
0,00
5.937.079.476,00

0,00

Tenggarong, 5 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

AL HOFID NUR
NIP19720701 200701 1 023




PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
LPJ BELANJA - FUNGSIONAL

Urusan Pemerintahan :

Unit Organisasi

Sub Unit Organisasi :

7-01 KECAMATAN

: 7-01.0-00.0-00.19.0 Kecamatan Kota Bangun Darat

7-01.0-00.0-00.19.0.0 Kecamatan Kota Bangun Darat

PENGGUNA ANGGARAN : JULKIFLI, SE
Bendahara Pengeluaran : AL HOFID NUR
Bulan : Desember
s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
SPJ - LS Gaji
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN  F--------mmmmm oo oo oo oo oo m SPJ s.d BULAN INi| SISA ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa
................. spJ-UPGUTY |
5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 53.540.000,00 0,00 36.300.000,00 36.300.000,00 51.120.000,00 2.420.000,00
............ ooo| o] o000
............ 000| 1482000000  14.820.00000]
5.1.1.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.760.000,00 0,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00 2.720.000,00
............ 000 o000 o000
............ oo0| 000 o000
5.1.1.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 0,00
Pendapatan L 000 o0 om0
............ 000| 840000000 840000000
5.1.2.01.01.0004 |Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.240.000,00 8.760.000,00
T oo 2024000000 20.240.000,00
............ o0 o000 oo
5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.530.876,00 0,00 0,00 0,00 37.099.276,00 1.431.600,00
T L
0,00 3.427.200,00 3.427.200,00




s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN -nlnn....!.u.:.::....::mw...._..._:_.“.m.ummm_n_ ||||||||||||| -----SPJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ « LS Barang & Jasa

.......... T smdaupeurry

5.1.2,01.01.0025 |Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 71.213.000,00 0,00 0,00 0,00 63.205.000,00 §.008.000,00
T 4042000000| 2278500000 63.205.000,00]
Y Y Y"1 Y.

51.2,01,01,0026 |Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 157.580.000,00 0,00 0,00 0,00 152,547.550,00 5.032.450,00
[ Ttsoasoo000f 000 150.15.000,00)
........... poo| | 243255000  2432.550,00]

5.1.2.01.01.0027 | Befanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Benda Pos 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
T oo0| 1500000000 5.000.000,00)
T el Teee| T 000

5.1.2,01.01.0029 | Belan]a Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Bahan Komputer 49.020.000,00 0,00 0,00 0,00 48,414.864,00 605.136,00
[ 2230000000 26.41486400| 4841486400
T T o0 T a0 000

5.1.2.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 76.714.000,00 0,00 0,00 0,00 76.046.000,00 668.000,00
[ 4033200000]  2671400000|  76.046.000,00]
Y ) ™| Y]

5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.000,00
T e oo T oo

T o0 T oo T T o) .

§.,1.2,01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Keglatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan 59.450.000,00 0,00 0,00 0,00 53.312.500,00 6.137.500,00
KantorLalnnys b [T mu muw.uﬂ»ummmmm [T mm.m | ....mw.”m mw..mw.mwm
T o0 o] T oo

§.1.2.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Dlserahkan kepada Masyarakat 18.288.233.124,00 0,00 0,00 0,00 17.807.709.417,00 380.523.707,00
| 2683.926.035,00|  15.215.022561,00]  17.898.949.417,00
T Top0| T e7e000000]  8.760.000,00

Printed By SIMDA-NG [ 2/8 ghke
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s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN -||...:.:11|||!.........men..n_.nmummmm...:..:.....u-!.:...:..:.rmv._ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa

T T  spgaupeumy

5.1.2.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 133.707.000,00 0,00 0,00 0,00 105.025.600,00 28.681.400,00
T o00|  105.025.60000)  105.025.600,00]
T e T o] T 0

5.1.2,01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 727.803,000,00 0,00 0,00 0,00 713.628.700,00 14.174,300,00
T T 0| 71362870000 713.628.700,00)
...... e Toeel T o0

5.1,2.01.01.0058 |Belanja Makanan dan Minuman Aklivitas Lapangan 88.076.000,00 0,00 0,00 0,00 86.306.100,00 1.769.900,00
T a0 T Tesa0ed00,00]  86.306.100,00)
T ] T

5.1.2,01.01,0084 | Belanja Pakalan Dinas Lapangan (PDL) 112.610.000,00 0,00 0,00 0,00 112.150.000,00 460.000,00
T T T T  oe0] T 112.450000,00  112.150.000,00
T | T Tewe| T 0]

5.1.2.01.01.0074 |Belania Pakalan Adat Daerah 42.800,000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 800.000,00
T ovomoooo| 000 | 42.000.000,00
I E-T""] R Y

5.1.2.01.01.0075 |Balanja Pakaian Batik Tradislonal 32.856.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,856.000,00
T Y T 0.00]
Y Y| E "]

5.1.2.02.01,0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa §1.200.000,00 g,00 0,00 0,00 41.800.000,00 9.400.000,00
Acara, dan Panitia [T oo0| T Tat0000000]  41.800.000,00
T 0| oo T o0

5.1.2.02,01.0004 Honcrarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pslaksana 725.360.000,00 0,00 0,00 0,00 700.840.000,00 24.,520.000,00
Keglatan T "o00|  603.440.00000]  693.140.000,00]
T T e[ 770000000 7.700.000,00




s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN [-~------—-- ..,....i||m_|um|..|_...m|mmw._|_|:||.i..!..i.:.-nu- SPJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
5PJ - LS Barang & Jasa

T T Tepraupieuu |

5.1.2,02.01,0007 | Honorarium Rehaniwan 0,00 0,00 0,00 0,00 .00 0,00
T | ]
T Tooo| T a0 T w0

5.1.2.02.01.0030 |Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 29,700.600,00 12.300.000,00
T T e[ o0 T oo
T T T 00| T 20 700000,00f  26.700.000,00

5.1.2.02.01.0037 |Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 577.000.000,00 0,00 0,00 0,00 577,000.000,00 0,00
T hoe|  s7r.000.000,00]  577.000.000,00
T e[ T om0 T 000

5.1.2.02,01.0039 |Betanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologl 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00 0,00
[T oee| T Tivs0000000]  47.500.000,00
T T T o0

5.1.2.02.01.0047 |Bslanja Jasa Penyslenggaraan Acara 648.500.000,00 0,00 0,00 0,00 645.000,000,00 3.500.000,00
T Teaso0000000(  000|  645.000.000,00]
T T e e[ T T 000

5.1.2.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/lntemet/TV Berlangganan 2.745,000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 845.000,00
T T | T e T 0,00
T “Tooo|  1scocooce| '1.900.000,00

5.1.2.02.03.6001 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal 325.242.000,00 0,00 0,00 0,00 325.242.000,00 0,00
Y Y "] E Y]
[T om0 ags24200000]  325.242.000,00]

5.1.2.02.04.0022 | Belanja Sewa Electric Generating Set 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 174.650.000,00 350.000,00
[T Tizasso00000|  000|  174.650.000,00
Y R T Y




s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN p---------- nul.i.:.mwu._...:_...m..mw._u_ ||||||| cewmnnna-~15PJ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ « LS Barang & Jasa

T T  Tepgaueeumy |

5,1.2.02.04.0035 |Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 464.499.000,00 0,00 0,00 0,00 417.900.000,00 46,598,000,00
T ae2700000,00|  25.200.00000|  417.900.000,00]
T Y Y "

5.1,2,02.04,0037 |Bslanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang $05.624.000,00 0,00 0,00 0,00 59.340.000,00 46.284.000,00
T 0| saas000000 59.340.000,00
.Y ") EY."]

5.1.2.02.04.0038 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua 52.500,000,00 0,00 0,00 0,00 52.500.000,00 0,00
Y T Y
T T  o00] 5250000000 52500.000,00

5.1,2,02,04,0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lalnnya 227,000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.200.000,00 1.800.000,00
[ 22s20000000] 000 225.200.000,00
........... Tooo| T ool oo

5.1.2.02.04.0121 |Belan]a Sewa Alat Pendingin 52.060,000,00 0,00 0,00 0,00 46.360.000,00 5.700.000,00
[T ae3soo0000]  ooo|  46.380.000,00
7" " EEY."]

5.1.2.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kanter 150.000,000,00 0,00 0,00 0,00 141.400.000,00 8.600.000,00
T T a0 141.400000,00]  141.400.000,00]
T Y ]

5,1,2,04,01,0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.680.000,00 0,00 0,00 0,00 22.961.525,00 45,718.475,00
T T 0| T o0
T Tooo| T 2206182500] 2296152500

5.1.2,04,01.0002 | Belanja Perjalanan Dinas Tetap 12.864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.864.000,00
T 0| T e T o0
T oo T o0 T o0
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s.d BULAN LALY BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN 1...:...!.||||..|........:m_u"...._u..u_..uwumwhum:........||||||||||..:| SPJ s.d BULAN INIf SISA ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa

T SPJ.UPIGUTU T

5.1.2.04,01.0003 |Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 322,616.000,00 0,00 0,00 0,00 51.790.000,00 270.826.000,00
(T T 00| asa7ogoo00|  49.470.000,00
T om| T 2sz2000000(  2320.000,00

5.1.2.05.01.0001 | Belanja Hadlah yang Bersifat Periombaan 1.592.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.520.000.000,00 72.000.000,00
T 0| 4.520.000.000,00|  1.520.000.000,00
T e T T o0 000

5.2.2.02.01.0002 |Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 750.680.000,00 0,00 0,00 0,00 553.300.000,00 197.380.000,00
[T gsaso0000|  000]  553.300.000.00]
EY."Y ET""Y Y™

5.2.2.02,01.0003 |Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 263.520.000,00 0,00 0,00 0,00 153.000.000,00 110.520.000,00
[ isaoc000000 “To00[ " 153.000.000,00
T T T e[ T om0 T T 00

5.2.2.02.01.0004 ]Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 468.000.000,00 0,00 0,00 0,00 362.310.840,00 105.688.060,00
[T Tsszatoseo0o|  000|  362310.840,00]
T ool T e T 0|

5.2.2,02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 545.040.000,00 0,00 0,00 0,00 496.000.000,00 49,040.000,00
T T 00| 496.000000,00f  496.000,000,00
T T T oo T oo T o

5.2,2.05.01.0005 |Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 13.182.000,00 0,00 0,00 0,00 12,600.000,00 £82.000,00
") "] E T o0
T Too0| 1260000000 12.600.000,00]

5.2.2.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
T e “Tom| T om0
T Tooo|  ewo| 0,00
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s.d BULAN LALU BULAN INI s.d BULAN INI
KODE REKENING URAIAN ANGGARAN -n.:.uu!.......u.:...11|mwm|.|_.|mumm_.._.i|:.i||!:.1|!..:Em_u._ s.d BULAN INI| SISA ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa
T spsumeuny. |
5.2.2.10,01,0002 |Belanja Modal Personal Computer 307.770.000,00 0,00 0,00 0,00 291,000.000,00 16.770.000,00
[T oetoo000000|  ogo|  291.000.000.00]
Y™ Y "] ER "
5.2.2.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer 23.700.000,00 0,00 0,00 0,00 23.600.000,00 100,000,00
" aeoo00000] 00|  23.600.000,00]
™ Y. ) E "]
Total 27.975.450.000,00 0,00 38.340.000,00 38.340.000,00 26.437.139.472,00 1.538.310.528,00
(T 5.037.079476,00|  10.068.056.721,00]  25.906.036.187,00
T T Go0| | avareazrson| | 49276327500

7
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Penerimaan

- SP2D

Pajak Penghasilan Ps. 21
Pajak Penghasilan Ps. 22
Pajak Penghasilan Ps. 23
Pajak Pertambahan Nilai

Lain-Lain

Jumlah Penerimaan

3

Pengeluaran

- BRJ (LS + UP/GUITY)
Pajak Penghasilan Ps. 21
Pajak Penghasilan Ps. 22
Pajak Penghasilan Ps. 23
Pajak Pertambahan Nilal
- Lain-Lain

Jumlah Pengeluaran

Saldo Kas

26.510.938.197,00
2,295.000,00
170.270,00
2.100.000,00
1.248.648,00
32.524.200,00
26.549,276.315,00

26.509.139.472,00
2.295.000,00
170.270,00
2.100.000,00
1.248.648,00
34,322,925,00
26,549.276.315,00

0,00

Tenggarong, 2 Januari 2024
BENDAHARA PENGELUARAN

AL HOFID NUR

NIP15720701 200701 1 023
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KECAMATAN KOTA BANGUN DARAT




